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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kajian

Demokrasi sejatinya merupakan pemerintahan yang dilaksanakan dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara garis besar demokrasi adalah
suatu tata cara hidup berkelompok baik di dalam hal berbangsa, bermasyarakat
dan bernegara, yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa atau yang
diinginkan oleh manusia yang hidup berkelompok tersebut, dengan demikian
dapat dipahami adanya demokrasi liberal, demokrasi komunis demikian juga
demokrasi Pancasila. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dilibatkan dalam
segala aktivitas politik dan pemerintahan, baik dalam proses pengambilan
keputusan, pelaksanaan kebijakan maupun pengawasan. Melibatkan rakyat
secara maksimal memungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan demokrasi ini memiliki
pengarusutamaan atas adanya kedaulatan tertinggi pada tangan rakyat,
namun hal ini tidak serta merta rakyatlah yang akan menjalankan roda
pemerintahan, melainkan rakyat turut berpartisipasi dengan memilih wakilnya
dalam roda pemerintahan baik berupa eksekutif dan legislatif serta akan
diaktualisasikan melalui pemilihan umum. Sehingga dalam kewenangan
pengelolaan pemerintahan, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam
memutuskan atau membuat kebijakan tetapi ada konsultasi, diskusi, serta
pertanggungjawabannya kepada rakyat.

Sebagaimana diketahui sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia
yaitu demokrasi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara
tentu memiliki esensi yang menjadi landasan dalam seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Demokrasi
Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia,
yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945). Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh

bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila
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Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila
berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada
bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan Rakyat (Pasal
1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945) sedangkan asas demokrasi Pancasila
tercantum dalam sila ke 4 Pancasila. Demokrasi Pancasila didasarkan pada
kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat,
yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan
kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan
berkesinambungan. Sebagaimana mandat ideologi Pancasila, bahwa
demokrasi Indonesia diarahkan pada sila keempat, yaitu “Kerakyatan yang
dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”,
dan tujuannya tidak lain adalah pada terwujudnya sila kelima “Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Keberadaan demokrasi Pancasila pada kehidupan berbangsa dan
bernegara masyarakat Indonesia tentu memegang peran yang penting dimana
menjamin kesetaraan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin tegaknya
hukum yang berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis
antara lembaga tinggi negara. Demokrasi Pancasila memiliki poin penting
dalam penyatuan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat
heterogen, sehingga setiap kebijakan publik lahir dari hasil bukan dipaksakan.
Demokrasi Pancasila, tidak saja menyangkut demokrasi politik sebagaimana
telah terungkap diatas, melainkan juga demokrasi dalam bidang ekonomi
maupun sosial-budaya. Hal ini menjadi urgensi tersendiri untuk diformulasikan
dan diterapkan yang dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan
demokrasi yang saat ini masih terjadi. Prof. Jimly Asshiddigie dalam
makalahnya menyatakan bahwasanya “Kelemahan demokrasi adalah antara
lain terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan kualitas keadilan”.
Sehingga dalam praktiknya prinsip demokrasi perlu diimbangi dengan prinsip-
prinsip lain, yang secara umum diakui perlunya keseimbangan antara prinsip
demokrasi dan negara hukum (democracy and the rule of law). Penerapan

prinsip demokrasi mengandung banyak kelemahan, dan karena itu harus
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diiringi oleh penerapan prinsip negara hukum. Sebaliknya, prinsip negara

hukum juga banyak mengandung kekurangannya sehingga harus diimbangi

dan diiringi dengan penerapan sistem demokrasi.

Data The Economist

Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2020

menunjukkan bahwasanya Indeks demokrasi Indonesia pada tahun tersebut

menduduki skor 6,3. Indeks skor ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 6,48,

dimana skor tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia

dalam kurun waktu 14 Tahun terakhir.

Tabel 1. Indeks Demokrasi Indonesia 2006 — 2020 oleh EIU

Tahun Skor
2006 6.41
2008 6.34
2010 6.53
2011 6.53
2012 6.76
2013 6.82
2014 6.95
2015 7.03
2016 6.97
2017 6.39
2018 6.39
2019 6.48
2020 6.30

Sumber:https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/

Keberadaan angka tersebut menunjukkan bahwasanya tren indeks

demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan yang signifikan.
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Survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
(LP3ES) pada 2020 Sebagian besar responden melihat bahwa demokrasi di
Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran (44,7%),
stagnasi/lkemandegan (23,7%) bahkan tak sedikit yang menilai kita telah
berada dalam otoriterisme (28,9%). Hanya 2,7% responden yang menilai
demokrasi kita mengalami kemajuan. Selain itu data Indeks Demokrasi (IDI)
yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, bahwasanya terdapat 30
indikator indeks demokrasi Indonesia yang menunjukkan angka penurunan
pada beberapa indikator sepanjang tahun 2018-2020. Beberapa indikator
tersebut yang mengalami penurunan yaitu indikator:
a) Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang
menghambat kebebasan berpendapat
b) Ancaman/penggunaan kekerasan oleh  Masyarakat yang
menghambat kebebasan berpendapat
c) Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
d) Alokasi anggaran pendidikan dan Kesehatan
e) Perda yang merupakan inisiatif DPRD
f) Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu
g) Persentase perempuan pengurus partai politik
h) Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh
keputusan PTUN
i) Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
Adapun permasalahan yang menandai kemunduran demokrasi di
Indonesia dalam segi struktural dan institusional diantaranya yaitu politik uang
dalam pemilu, korupsi politik, rendahnya kualitas pemilu, rendahnya efektivitas
pemerintahan, rendahnya partisipasi politik dan diskriminasi terhadap
minoritas. Selain permasalahan demokrasi dalam hal kepemiluan (electoral
process), hal lain yang harus dioptimalisasikan yaitu terkait pluralisme
(pluralism), pelaksanaan pemerintahan (the functioning of government),
partisipasi politik (political participation), kultur politik (political culture), and
kebebasan politik (civil liberties). Permasalahan tersebutlah yang perlu
mendapatkan perhatian tersendiri dimana penerapan demokrasi pada
kehidupan bernegara tentu juga mempengaruhi produk hukum yang

diterbitkan. Produk hukum yang ideal sesuai dengan prinsip demokratis yaitu
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produk hukum yang responsif dan otonom yang mencerminkan pemenuhan
aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga
mereka relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
Proses normatif mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut
pelaksanaan pembuatan produk hukum saat ini masih terdapat permasalahan
dalam hal ketidaksesuaian dengan Pancasila sebagai dasar ideologi.
Dinamika penyelenggaraan kehidupan masyarakat serta kenegaraan
tentu akan sedikit banyak berpengaruh pada penerapan demokrasi di
Indonesia. Hal inilah yang harus dioptimalisasi dan dilaksanakan penguatan
guna menjamin pengimplementasian kehidupan demokrasi yang bersesuaian
dengan peraturan, regulasi, serta marwah kenegaraan. Lebih khusus pengaruh
pelaksanaan demokrasi yang akan dilaksanakan, diterima dan diberikan
kepada masyarakat atau warga negara guna menekan dan mengurangi

permasalahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

. Permasalahan Kajian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian regulasi serta pelaksanaan sistem demokrasi
dan sistem pemilu di Indonesia dengan UUD NRI Tahun 19457

2. Bagaimana konsepsi penguatan sistem demokrasi di Indonesia
berdasarkan ideologi Pancasila guna menjamin perlindungan hak asasi
manusia dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan serta

penyelenggaraan kebijakan?

. Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari penyusunan Kajian Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian regulasi dan pelaksanaan
sistem demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia dengan UUD NRI Tahun
1945

2. Merumuskan konsep penguatan sistem demokrasi di Indonesia

berdasarkan ideologi Pancasila guna menjamin perlindungan hak asasi
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manusia dan partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan serta

penyelenggaraan kebijakan

D. Manfaat Kajian
Terdapat manfaat dari Kajian Akademik Penguatan Sistem Demokrasi
Indonesia sebagai referensi atau bahan MPR apabila akan dilaksanakan
perubahan UUD NRI Tahun 1945.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukum

Organisasi masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah negara
apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya wilayah, penduduk,
pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur yang
pertama, yaitu wilayah, kemudian penduduk dan ketiga berupa adanya
pemerintah yang berdaulat termasuk ke dalam unsur pokok atau unsur
konstitutif, yaitu unsur yang tidak boleh tidak ada atau wajib dipenuhi,
sedangkan unsur keempat, yakni pengakuan dari negara lain tergolong
termasuk ke dalam unsur tambahan atau unsur deklaratif yang merupakan
unsur pelengkap. Selain keempat unsur tersebut, didalam sebuah negara
juga diperlukan adanya aturan hukum yang berfungsi mengatur
penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya
aturan hukum maka penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dan
bernegara dapat berlangsung dengan aman, tertib, adil, serta dapat
mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenangan dari penguasa
maupun tindakan anarkis dari masyarakat. Negara yang dalam
menyelenggarakan  kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara
berlandaskan pada aturan hukum disebut sebagai negara hukum.?

Negara hukum adalah penyelenggaraan negara yang diatur melalui
suatu peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi supremasi
hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.? Sejak masa Yunani Purba,
pemikiran tentang negara hukum sudah berlangsung, hingga muncul
beberapa doktrin negara hukum dalam konsepsi “rechtsstaat” di Jerman,
‘etat de droit” di Perancis, “rule of law” baik di Inggris dan di Amerika,
“estado de derecho” di Spanyol, dan “stato di diritto” di Italia. Pietro Costa

! Cecep Cahya Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum
Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2023,
373

2 Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 2018, 55
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menyatakan bahwa pada akhirnya istilah dan konsep rule of law menjadi
sangat popular, baik dalam perkembangan literatur ilmiah dan jurnal-jurnal
hukum dan politik. Di beberapa negara tersebut, istilah “rule of law”
merupakan sebuah gagasan yang diajukan untuk sejumlah tujuan,
tergantung pada kepentingan yang hendak diwujudkan oleh masing-
masing negara yang tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara
yang lainnya. Pemaknaan istilah “rule of law” tidak terlepas dari sejarahnya
yang panjang, karena sangat dipengaruhi oleh kekhususan historis dan
konseptual dari tradisi nasional yang mendasarinya. Dengan kata lain
gagasan “rule of law” telah menandai keseluruhan rentang sejarah sebuah
gagasan (historical span of a notion) yang tidak dapat dipisahkan dari
budaya nasional (national culture) dimana gagasan tersebut berada dan
benar-benar dipergunakan (actually used). Gagasan ini berhubungan
dengan hukum dan politik, dan membawa pluralitas makna intrinsik,
sehingga bernilai penting dan ideologis.?

Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi
teori Negara Hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang sesuai
dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari zaman Plato hingga kini, konsepsi
tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli
filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara Hukum dan hal-
hal yang harus ada dalam konsep negara hukum. Plato dan Aristoteles
misalnya, telah merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang
diperintah oleh pemerintah negara yang adil. Dalam filsafatnya, disinggung
cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang
disebut dengan: cita-cita untuk mengejar kebenaran, cita-cita untuk
mengejar kesusilaan, cita-cita untuk mengejar keindahan, dan cita-cita
untuk mengejar keadilan. Konsep negara hukum lahir sebagai hasil
perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta
tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa
tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu
dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat

dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan

3 Nanik Prasetyoningsih, Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum. 2020, 58
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dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara
hukum.*

Di Eropa terjadi perbedaan dalam ungkapan “rule of law” dan
‘rechtsstaat”, sebenarnya perbedaan dalam terminologis tersebut
melambangkan keragaman konteks budaya dan kemandirian relatif teori-
teori tersebut. Nicholas W Barber menyatakan bahwa tidaklah
mengherankan bahwa konsepsi “rechtsstaat” menyerupai konsep “rule of
law”. Karena kedua konsep tersebut memberikan jawaban yang sama
untuk pertanyaan serupa, yaitu keadaan seorang diatur oleh hukum, bukan
tunduk pada perintah dari yang berkuasa.

Pembagian konsepsi antara “rule of law” dan “rechtstaats” dapat
dilihat dari perbandingan model yang diartikulasikan oleh Richard Thoma
dan Herman Heller. Richard Thoma memandang kedua konsep tersebut
memiliki basis politik yang eksplisit yakni suatu kerangka normatif untuk
pembatasan terhadap cara negara menjalankan kekuasaannya.
Rechsstaats menentukan serangkaian tuntutan prosedural atas
pelaksanaan kekuasaan. Rechsstaats menempatkan undang-undang
sebagai sumber hukum tertinggi yang mengikat para administrator atau
pejabat negara. Undang-undang akan ditafsirkan dengan cara yang tidak
memihak dan individu akan dapat memiliki akses ke pengadilan untuk
mengadukan pelanggaran atas kebebasan mereka.

Menurut Richard Thoma, konsep Rule of law yang disampaikan oleh
AV.Dicey menyerupai konsep Rechtsstaat, karena keduanya fokus pada
keutamaan prosedur hukum dan asas legalitas, yakni negara harus dapat
menunjukkan dasar hukum atas tindakannya. Hal ini merupakan prasyarat
yang diperlukan untuk pemerintahan oleh hukum dan kebebasan dari
perintah penguasa. Konsepsi Herman Heller mendasarkan pada

pemikiran, “all Rechtsstaaten were states, but not all states were
Rechtsstaaten”. Rechtstaats menurut Herman Heller mensyaratkan
demokrasi dapat berfungsi dalam negara. Hubungan demokrasi dengan
negara mensyaratkan dua tuntutan untuk negara. Pertama, Rechtstaats

mensyaratkan pemisahan kekuasaan. Undang-undang harus disusun oleh

* Otong Syuhada, Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya. 2021, 3
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legislatif terpilih, hukum harus mengikat warga negara dan pejabat. Kedua,
Rechtsstaat membutuhkan tingkat homogenitas social. Baik Heller maupun
Thomas, berpandangan bahwa Rule of law dan Rechtstaats berhubungan
dengan pembentukan dan ekspresi kehendak rakyat, memerlukan
kejelasan dan kepastian aturan hukum dan menuntut batasan pada
kekuatan negara dan beberapa hubungan dengan proses demokrasi.®

Banyak para ahli hukum yang sebelum menjelaskan apa yang
dimaksud dengan negara hukum dengan menjabarkan lebih dahulu terkait
dengan pengertian dari negara dan hukum itu sendiri. Antara lain sebagai
berikut:®

1. Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan
organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara
yang merupakan suatu keutuhan, serta tata kerja tersebut
menggambarkan hubungan dan pembagian tugas antara masing-
masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.

2. Logemann, negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan
mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Jadi dengan
kekuasaannya negara dapat memaksakan kehendaknya terhadap
semua orang yang ada dalam organisasi (negara) tersebut.

3. E. Utrecht menjelaskan pengertian dari hukum adalah himpunan
petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati
oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena
pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan
dari pihak pemerintah.

4. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, yang dimaksud

> Nanik Prasetyoningsih, Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum. 2020, 60-61
® Cecep Cahya Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum

Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2023,
374
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dengan hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,
yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwaijib,
pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan
diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

5. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah
serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam
masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi
lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya
kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Menurut Brian Z. Tamanaha menyebutkan bahwa kajian tentang
negara hukum dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan
formal dan pendekatan substantif. Pendekatan formal dimulai dengan
konsep bahwa hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah.
Selanjutnya berkembang dalam bentuk formal legality, yaitu hukum
diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif, dan pasti, dan
berkembang lagi menjadi democracy and legality, dimana sebuah
kesepakatan yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan
pendekatan substantif negara hukum berkembang dari hak-hak individu.
Landasan pokoknya adalah privasi, otonomi individu dan kontrak.
Selanjutnya prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan keadilan
berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung prinsip-
prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan dan kelangsungan
komunitas.’

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam
berbagai model seperti Rechtsstaat, rule of law, nomokrasi islam, dan

beberapa konsep lain, semisal konsep negara hukum Pancasila.? Konsep

’ Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan
Rakyatnya. 2014, 137

8 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi
Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1992).
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Rechtsstaat muncul pada abad ke-19, yang diusung oleh Friedrich Julius
Stahl. Konsep ini mengetengahkan unsur-unsur negara hukum
(Rechtsstaat) sebagai berikut:®

a) Perlindungan hak-hak asasi manusia

b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

c) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

d) Peradilan administrasi dalam perselisihan

Pada medio yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara
hukum (rule of law) dari A.V Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum
anglo-saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai
berikut:1°

a) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya
kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti
bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum

b) Kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Dalil
ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat

c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh

undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan

Negara hukum Pancasila yang diimplementasikan di Indonesia pada
prinsipnya bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Oemar seno adji
berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas
Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan
sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan

negara hukum Pancasila.

Negara hukum tidak semata-mata hanya memuat peraturan dalam
sebuah negara saja, melainkan terdapat beberapa unsur-unsur yang harus

dipenuhi agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara hukum. A.V. Dicey

9 Budiardjo, Dasar-Dasar limu Politik.
10 Bydiardijo.
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menguraikan adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang
disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:!?

1. Supremacy of Law yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk
menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan
kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;

2. Equality Before the Law yaitu persamaan di hadapan hukum atau
penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of
the land yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti tidak ada
orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara
biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama,;

3. Due Process of Law atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi
yang merupakan hasil dari the ordinary law of land, bahwa hukum
konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari
hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan,
singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan
dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi pemegang
kekuasaan.

Gambar 1. Rule Of Law

Due
Prosess of
Law

Supremacy
of Law

Equality Before
the Law

Stahl menyebutkan bahwa unsur-unsur negara hukum adalah
terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya

pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut,

11 7aid Afif, Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. 2018, 22
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terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan tercapainya peradilan administrasi dalam perselisihan.?
Menurut Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi dalam suatu negara
hukum terdapat beberapa prinsip, yaitu:*3
1. Semua Warga Negara Mempunyai Kedudukan yang Sama di
Hadapan Hukum
Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum tidak membeda-
bedakan apakah warga Negara tersebut tergolong sebagai rakyat,
pejabat pemerintah, kaya atau miskin, seluruhnya mendapat
perlakuan yang sama oleh hukum.
2. Badan Peradilan Harus Bebas dan Merdeka dari Pengaruh
Kekuasaan Lain
Untuk tegaknya keadilan di dalam suatu negara, maka
pengadilandalam mengambil keputusannya harus benar-benar
berdasarkan hukum yang berlaku, dan bukan karena adanya
pengaruh dari kekuasaan lain, yaitu eksekutif.
3. Negara atau Pemerintah Berlandaskan Hukum
Untuk membatasi kekuasaan negara yang sangat luas, maka perlu
dibentuk konstitusi sebagai landasan dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Untuk melaksanakan ketentuan konstitusi ini,
kemudian dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan yang lain
sebagai peraturan pelaksanaannya.
4. Adanya Pemilihan Umum
Pelaksanaan pemilihan umum di dalam negara hukum sangat
diperlukan. Karena melalui pemilu, rakyat dapat turut serta dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui wakil-wakilnya yang

duduk di lembaga perwakilan rakyat. Dengan dipilihnya wakil-wakil

12 Fauzi Iswari, Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-
Undang Di Indonesia. 2020, 130-131

13 Cecep Cahya Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum
Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2023,
376
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rakyat melalui pemilu ini, maka mereka dapat mengawasi jalannya

roda pemerintahan, dan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah.
5. Mengutamakan kepentingan umum

Di dalam negara hukum, kepentingan umum mendapat prioritas

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam

menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah

memperhatikan kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan

umum itu harus di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Rakyat dimengerti sebagai sebuah konstruksi yuridis yang
merangkum berbagai bentuk kehidupan (rechtsgemeinschaft).
Legitimasi sebuah tatanan pemerintahan tergantung dari kenyataan
bahwa praktik pemerintahan tersebut sesuai dengan hukum yang
legitim. ltulah negara hukum (rechtsstaat).'* Prinsip demokrasi
menjelaskan proses proseduralistis dalam menghasilkan hukum yang
legitim. Hukum yang legitim adalah norma-norma politis yang para
penyusunnya sekaligus juga adalah targetnya. Dengan demikian prinsip
demokrasi merumuskan tidak lain daripada pemahaman teori diskursus
tentang organisasi-diri sebuah komunitas politik.®

Hukum tidak hanya berfungsi pada ranah teori tindakan sebagai poros
antara lebenswelt dan sistem, melainkan juga pada ranah teori
legitimasi sebagai medium transformasi kekuasaan komunikatif menjadi
kekuasaan administratif. Pada ranah teori legitimasi ini hukum
memainkan tiga peran sekaligus: sebagai hasil deliberasi, sebagai
alasan untuk melaksanakan program-program kolektif dan sebagai
pemecahan konflik.

14 F Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori
Diskursus Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
1> Hardiman.
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Gambar 2. Pembagian kekuasaan dimengerti sebagai sirkulasi
komunikasi diskursus dalam sistem politik dengan hukum sebagai

medium
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Menurut interpretasi Habermas tersebut kekuasaan legislative,
eksekutif dan yudikatif sebenarnya merupakan diferensiasi-diferensiasi
bentuk-bentuk komunikasi yang memiliki titik orientasi mereka dalam
hukum. Jika kekuasaan politis ditafsirkan sebagai konsep diskursus dan
karenanya juga terkait erat dengan klaim-klaim kesahihan, macam-
macam kekuasaan negara diatas dapat dimengerti sebagai potensi-
potensi dari alasan-alasan (Potentiale von Grunden). Legislasi dan
jurisdiksi bergerak dalam horizon pemberian alasan-alasan normatif:
sementara legislasi melegitimasikan alasan-alasan normatif tersebut
sebagai hukum melalui diskursus-diskursus pendasaran (Begrundung
Diskurs), yurisdiksi menerapkan alasan-alasan normatif itu dalam
kasus-kasus konkret-praktis melalui diskursus-diskursus penerapan
(Anwendung Diskurse). Kemudian administrasi memandang hukum
sebagai program yang pelaksanaannya ditentukan lewat diskursus-
diskursus pragmatis (pragmatische diskurse). Karena terbatas pada

pelaksanaan kekuasaan komunikatif, kekuasaan administratif tidak
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boleh mengintervensi proses legislasi dan jurisdiksi, jadi ia tidak boleh
melampaui horizon pelaksanaan hukum.6

Oleh karena demi ketertiban dalam kehidupan Masyarakat maka
hukum pada hakikatnya adalah merupakan suatu sistem, dalam
pengertian ini menurut Soerjono Soekanto (1983: 25), suatu sistem
hukum mencakup masalah-masalah (1) the element of the system, (2)
the division of the system, (3) the consistency of the system, (4) the
completeness of the system, (5) the fundamental concept of the system.
Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja, bahwa komponen sistem hukum
terdiri atas: (1) asas-asas dan kaidah-kaidah; (2) kelembagaan hukum;
(3) proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.l’ Jadi
struktur komponen sistem hukum sebagai suatu sistem peraturan
perundang-undangan memiliki asas-asas, kaidah-kaidah serta norma-
norma yang berlaku.

Lawrence Friedman (1986) adalah terdiri atas 3 elemen, yaitu: (1)
struktur hukum (structure), (2) materi hukum (substance), dan (3)
budaya hukum (legal culture). Pertama, struktur mencakup berbagai
institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai
macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem
tersebut, salah satunya diantaranya adalah pengadilan Dalam
pengertian ini menyangkut bagaimana struktur organisasinya, landasan
hukum bekerjanya, pembagian kompetensinya dan lain sebagainya.
Kedua, komponen substantif adalah mencakup segala hal yang
merupakan suatu keluaran dari suatu sistem hukum. Dalam pengertian
seperti ini termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan,
keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh hal itu digunakan dalam
proses yang bersangkutan. Sedangkan substansi sistem hukum
mencakup di dalamnya peraturan perundang-undangan, baik tertulis

maupun tidak tertulis, serta putusan pengadilan. Ketiga, komponen

' Hardiman.
17 Stefanus Laksono Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin (Bandung: Alumni, 2013).
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kultur atau budaya hukum, yang tumbuh dan berkembang dalam
kehidupan Masyarakat.*®

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa yang disebut sebagai budaya
hukum adalah keseluruhan sikap dari warga Masyarakat serta sistem
nilai yang ada dalam Masyarakat, yang akan menentukan bagaimana
seharusnya hukum itu berlaku dalam Masyarakat yang bersangkutan.
Oleh karena itu hukum pada hakikatnya adalah merupakan suatu sistem
nilai. Hukum sebagai suatu perwujudan nilai-nilai mengandung arti
bahwa kehadirannya adalah untuk dijunjung tinggi di dalam Masyarakat.
Dengan demikian hukum bukan merupakan suatu institusi teknis yang

kosong dengan moral atau steril terhadap moral.'®

B. Penyelenggaraan demokrasi Pancasila
1. Teori demokrasi
a. Pengertian demokrasi

Demokrasi merupakan bagian terpenting dalam
penyelenggaraan kenegaraan, dimana pondasi atau landasan utama
dalam penyelenggaraan demokrasi adalah adanya prinsip trias
politica yang membagi menjadi tiga jenis lembaga negara vyaitu
eksekutif, yudikatif dan legislatif. Demokrasi memberikan
penjaminan kepada rakyat untuk dapat berperan aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu demokrasi juga akan
menjadi pedoman utama pelaksanaan kehidupan lembaga negara
yang sehat dan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam
kehidupan bertata negara.

Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph
Schumpeter, baginya demokrasi secara sederhana merupakan
sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin
politik. warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu

di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

18 Utomo.
19 Kaelan, Etika Kehidupan Berbangsa.
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Diantara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi.?° Pada pemilihan
berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih
sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-
pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan
demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, “metode demokratis adalah
penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana
individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui
perjuangan kompetitif untuk meraih suara”.?!

Lebih lanjut penerapan demokrasi ini tentu tak lepas dari unsur
utama penyelenggaraannya yaitu dengan adanya keterlibatan
rakyat. Sebagaimana diketahui kata “demokrasi” berasal dari dua
kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti
pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan
rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun konsep demokrasi ini pertama
kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk
pemerintahan, dimana ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah
sebagai berikut:??

1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam
pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak
langsung (perwakilan)

2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam
segala bidang

3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga
negara

4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang

duduk di lembaga perwakilan rakyat

20 Georg Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang
Sedang Berubah) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

21 Huntington, “Will More Countries Become Democratic?,” Political Science Quarterly 99, no. 2
(1984): 197.

22 panjalu Wiranggani, Demokrasi (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017).
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Selanjutnya G. Bingham Powell (1982:3) mempersyaratkan
sejumlah kriteria untuk melihat apakah demokrasi betul-betul
terwujud dalam suatu negara. Kriteria tersebut adalah sebagai
berikut:

1) The legitimacy of the government rest on a claim to represent the
desires of its citizens. That is, the claim of the government to
obedience to its laws is based on the government’s assertion to
be doing what they want it to do

2) The organized arrangement that regulates this bargain of
legitimacy is the competitive political election. Leaders are
elected at regular intervals, and voters can choose among
alternative candidates. In practice at least to political parties that
have a change of winning are needed to make such choices
meaningful
Selain teori diatas, terdapat pula beberapa definisi terkait

demokrasi, diantaranya yaitu:

1) Ebenstein dan Fogelman
Lebih melihat demokrasi sebagai penghargaan atas sejumlah
kebebasan, yang kemudian dirinci oleh mereka ke dalam
kriteria-kriteria konseptual berikut: (1) empirisme rasional; (2)
kepentingan individu; (3) teori instrumental tentang negara;
(4) prinsip kesukarelaan; (5) hukum di balik hukum (6)
penekanan pada soal cara; (7) musyawarah dan mufakat
dalam hubungan antarmanusia; dan (8) persamaan asasi
semua manusia. Kesemua kriteria tersebut diletakkan oleh
Ebenstein dan Fogelman dalam konteks penghargaan
kebebasan setiap orang dalam mengekspresikan diri dan
kepentingannya.??

2) Joseph A. Schemer
Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk

mencapai  keputusan politik dimana individu-individu

23 William. Edwin Fogelman Ebenstein, Isme-isme dewasa ini (Jakarta: Erlangga, 1987).
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memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan
kompetitif atas suara rakyat.

3) Sidney Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-
keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau
tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

4) Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo
Demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh
dijalankannya prinsip-prinsip  berikut, (1) pembatasan
terhadap tindakan pemerintah  untuk  memberikan
perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan
menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan
damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2)
adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan;
(3) persamaan di dalam hukum yang diwujudkan dengan
sikap tunduk pada rule of law tanpa membedakan kedudukan
politik; (4) adanya pemilihan yang bebas dengan disertai
adanya model perwakilan yang efektif; (5) diberinya
kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik,
organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan
serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media
massa,; (6) adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk
menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan
tidak populernya pandangan itu; (7) dikembangkannya sikap
menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih
mengutamakan penggunaan cara-cara persuasi dan diskusi
daripada koersi dan represi.?*

5) Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl
Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana

pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan

24 Gwendolen. John H. Herz Carter, “Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini,” in Masalah
Kenegaraan (Jakarta: Gramedia, 1982).
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mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak
secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama
dengan para wakil mereka yang terpilih.

6) Henry B. Mayo
Demokrasi merupakan nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk
mendefinisikan demokrasi, (1) menyelesaikan pertikaian-
pertikaian secara damai dan sukarela; (2) menjamin
terjadinya perubahan secara damai dalam suatu Masyarakat
yang selalu berubah; (3) pergantian penguasa dengan teratur;
(4) penggunaan paksaan sesedikit mungkin; (5) pengakuan
dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman; (6)
menegakkan keadilan; (7) memajukan ilmu pengetahuan; (8)
pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.?®

7) Amien Rais
Amien Rais memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi,
yaitu: (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan; (2)
persamaan di depan hukum; (3) distribusi pendapatan secara
adil; (4) kesempatan pendidikan yang sama; (5) empat
macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan
pendapat, kebebasan persurat kabaran, kebebasan
berkumpul dan kebebasan beragama; (6) ketersediaan dari
keterbukaan informasi; (7) mengindahkan tata krama politik;
(8) kebebasan individu; (9) semangat kerjasama; dan (10) hak
untuk protes.?®

8) Ulf Sundhaussen
Demokrasi sebagai suatu sistem politik yang memenuhi tiga
kriteria: (1) dijaminnya hak semua warga negara untuk
memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara
berkala dan bebas yang secara efektif menawarkan peluang
kepada penduduk untuk mengganti elit yang memerintah

25 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1982).
%6 Amien Rais, Demokrasi dan Proses Politik (Jakarta: Seri Prisma LP3ES, 1986).
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dengan yang lainnya; (2) semua warga negara menikmati
kebebasan berbicara, berorganisasi dan memperoleh
informasi, dan beragama; serta (3) dijaminnya hak yang sama
di depan hukum.?’

9) Lyman Tower Sargent
Demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam
pengambilan keputusan, adanya persamaan hak di antara
warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang
diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga
negara, adanya sistem perwakilan yang efektif dan akhirnya
adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip
ketentuan mayoritas.?®

10)Clark D. Neher
Demokrasi adalah suatu sistem politik yang di dalamnya
terdapat jaminan bagi setiap elemen pluralitas untuk
mengekspresikan kepentingannya dengan disertai tetap
terjaganya kestabilan dan kelangsungan sistem politik
tersebut.?®

11)Arend Lijphart
Demokrasi sebagai perpaduan antara pengakuan dan
penghargaan terhadap keanekaragaman (pluralitas) dengan
terpeliharanya stabilitas politik dan pemerintahan.*°

27 UIf Sundhaussen, Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik,
1992.

28 C.1 Eugene Kim, “Rezim-rezim militer di Asia: sistem dan gaya politik,” in Hubungan-hubungan sipil
militer: perspektif regional (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 2.

29 Clark D Neher, “Democratization in Southeast Asia,” in lllinois Department of Political Science
(Nortern lllinois University, 1992).

30 UIf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI (Jakarta, 1986).
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12)Robert A. Dahl
Robert A. Dahl mengajukan lima kriteria bagi demokrasi
sebagai sebuah ide politik. Yaitu:3! (1) persamaan hak pilih
dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2)
partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua
warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara
kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang
yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian
terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara
logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya
kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan
agenda mana yang harus dan tidak haus diputuskan melalui
proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan
itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;
dan (5) pencakupan, yaitu terlibatnya Masyarakat mencakup
semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam
definisinya ini tampak bahwa Dahl mementingkan keterlibatan
Masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya
pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan
perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai
unsur-unsur pokok demokrasi.
13)Moh. Mahfud MD

Demokrasi sebagai sistem Masyarakat dan bernegara.
Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan
demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi
sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan
arah bagi peranan Masyarakat untuk menyelenggarakan

negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan

31 Karl D Jackson, “Bureaucratic polity: A theoritical framework for analysis of power dan
communications in Indonesia,” in Political power and communications in Indonesia (London:
University of California Press, 1978).
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pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga
masyarakat tentang demokrasi.®?

14)Affan Gafar
Demokrasi terdapat dalam dua bentuk yaitu pemaknaan
secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah
demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah
negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi

dalam perwujudan pada dunia politik praktis.33

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan
bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang
memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena
kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat.
Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah
negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan
rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian
negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan
rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.3*

Kajian sistematis terhadap demokrasi dimulai sejak
Aristoteles meneliti konstitusi Yunani Kuno hingga adanya paper
saat dipresentasikan di asosiasi American Political Science
Association (APSA). Sejak asosiasi ini dibentuk tahun 1903,
ilmuwan politik Amerika sangat tertarik pada subjek demokrasi. Hal
ini seperti yang dinyatakan oleh Gunnel, bahwa perkembangan teori
demokrasi sebagai sub bidang ilmu politik adalah bersamaan
dengan adanya demokrasi modern. Sejak berdirinya, teori negara
mendominasi literatur yang sekarang kita namakan pemikiran
demokrasi modern. Pada awal 1930-an, teori pluralisme mulai

muncul. Teori ini akhirnya digantikan oleh teori liberalisme. Pada

32 MD Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
33 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi dan Civil Society (Yogyakarta: Graha limu, 2012).
3% |bid, 3-4
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1950-an pluralisme diartikulasikan kembali dalam konteks
metodologi internal dan ditandai dengan adanya debat ideologis di
dalam APSA.%

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan
bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada
keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan
berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:36

1) Pemerintahan dari rakyat (government of the people)
Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah
yang sah dan diakui (legitimate government) dimata rakyat.
Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui
(unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah
pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat.
Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah
pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program
programnya.

2) Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan
menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan
sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (social control)
dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak
langsung.

3) Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh
rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-
luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik
melalui media pers maupun secara langsung.

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda,

tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai

3> Hamka Hendra Noer, Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern. 2019, 84
36 Tri Dwi Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih, Arif Baegaqi, Demokrasi. 2012, 4-5
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proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil
society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai
demokrasi. Nilai-nilai demokrasi tersebut, antara lain sebagai
berikut:3’
1) Pentingnya Kesadaran Akan Pluralisme
Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan
masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan
kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap
kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas
sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa
yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama
dan potensi alamnya.
2) Musyawarah
Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki
atau mengharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan
tulus menerima kemungkinan terjadinya “partial finctioning of
ideals”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus,
seluruh keinginan sepenuhnya.
3) Pertimbangan Moral
Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan
bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan
sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus
diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.
Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi.
Dengan demikian pertimbangan moral dan keseluruhan akhlak
menjadi acuan dalam bertindak dan mencapai tujuan.
4) Pemufakatan yang Jujur dan Sehat
Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan
menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu
guna mencapai hasil mufakat yang juga jujur dan sehat.
Pemufakatan yang dicapai melalui “engineering”, manipulasi

atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit,

37 bid, 5-8
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malah dapat disebut sebagai pengkhianatan pada nilai dan
semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik
hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau
kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis
untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri
salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik,
berkecenderungan baik, dan beritikad baik.

5) Pemenuhan segi-segi Ekonomi
Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam
pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan social dan budaya.
Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan
harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-
benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan
demikian rencana pemenuhan kebutuhan ekonomi harus
mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan
sosial.

6) Kerjasama antar Warga untuk Mempercayai Itikad Baik
Kerjasama antar warga untuk mempercayai itikad baik masing-
masing, kemudian jalinan saling mendukung secara fungsional
antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada,
merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.
Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience),
persamaan percaya pada itikad baik orang dan kelompok lain.
Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang
keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya,
ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui
keterbukaannya itu.

Secara komprehensif kriteria demokrasi diajukan oleh
Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan
Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang

dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:38

38 Fauzi Iswari, Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-
Undang Di Indonesia. 2020,132-133
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1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan
perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan
menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan
damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.

2) Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan

3) Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap
tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik

4) Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model
perwakilan yang efektif

5) Diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai
politik, organisasi kemasyarakatan, @ masyarakat dan
perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers
dan media massa

6) Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan
pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya
pandangan tersebut

7) Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan
perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-
cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dibagi
menjadi 3 (tiga), yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak Langsung
atau perwakilan, dan demokrasi perwakilan dengan sistem
pengawasan langsung dari rakyat. Didalam demokrasi langsung,
rakyat diikutsertakan secara langsung dalam proses pengambilan
keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Praktik
demokrasi langsung ini dijalankan oleh Yunani Kuno yang
dipraktikkan antara Abad IV sebelum Masehi sampai Abad VI Masehi.
Demokrasi ini berarti bahwa hak rakyat untuk membuat keputusan-
keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga
negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sedangkan
pada demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dijalankan
oleh rakyat dengan cara menunjuk wakil-wakilnya melalui pemilu.

Para wakil rakyat tersebut ditunjuk untuk membuat Keputusan-
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keputusan politik berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang
diwakilinya.

Munculnya konsep demokrasi ini berawal dari tidak relevannya
lagi penerapan demokrasi secara langsung. Hal ini karena
perkembangan jumlah masyarakat dan semakin kompleksnya urusan
negara sehingga rakyat tidak bisa mengambil kebijakan secara
langsung. Demokrasi dengan sistem pengawasan langsung dari
rakyat demokrasi ini merupakan perpaduan antara demokrasi
langsung dengan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini rakyat
memilih wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif. Akan tetapi,
dalam melaksanakan tugasnya para wakil rakyat tersebut diawasi
dengan referendum dan inisiatif rakyat. Referendum adalah
pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara

langsung.3®

Bagan 1. Sistem Demokrasi

Demokrasi Langsung

Demokrasi Tidak
Langsung

Sistem Demokrasi

Demokrasi Perwakilan
dengan Pengawasan
Langsung

Sebagaimana diketahui pendefinisian atas demokrasi tentu
sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Masyarakat.
Semakin tinggi tingkat kompleksitas kehidupan Masyarakat maka
semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi didefinisikan.
Salah satu hasil akomodasi pendefinisian demokrasi terhadap

tingkat perkembangan Masyarakat adalah semakin tergesernya

39 Muhadam Labolo & Teguh llham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori,
Konsep dan Isu Strategis). 2015, 46
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kriteria partisipasi langsung oleh rakyat dalam formulasi kebijakan —
yang menjadi kriteria pertama Pericles — oleh model perwakilan.*®

Istilah demokrasi khususnya di berbagai negara berkembang
semakin populer, baik pada tingkat wacana maupun sosial politik.
Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati strata
teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu
mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang
melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan
antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di
dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan
mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah
suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin

politik.

Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu
diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.
Kemampuan untuk memilih diantara pemimpin-pemimpin politik
pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan
kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode
penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik,
dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan
melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara. Namun
demikian, proses kompetisi itu harus tetap dibingkai oleh etika
normatif yang mengarah pada terjadinya keseimbangan sosial.%!
Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat,
bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih

dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan

0 Eeep Saefulloh Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1994).

1 Heru Nugroho, Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami
Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. 2012, 2
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untuk kepentingan publik.4> Demokrasi memberikan pemahaman
bahwa sumber daya adalah orang-orang dengan pengertian, orang
akan melahirkan aturan yang akan menguntungkan dan melindungi

hak-hak mereka.*3

Dalam pembahasan demokrasi, hal yang penting untuk
diperhatikan yaitu adanya tahapan transformasi dan perkembangan
politik demokrasi sebagai bagian dari Sejarah praktik politik
demokrasi. Robert A. Dahl membagi perjalanan sejarah praktik
demokrasi ke dalam tiga tahap transformasi.** Transformasi
demokrasi pertama adalah demokrasi yang kecil ruang lingkupnya,
berbentuk demokrasi langsung. Tahap transformasi ini terjadi dalam
praktik politik Yunani dan Athena. Transformasi demokrasi kedua
diwujudkan dengan diperkenalkannya praktik republikanisme,
perwakilan dan logika persamaan. Setelah itu, transformasi
demokrasi ketiga dialami oleh kehidupan politik modern saat ini.
Tahapan ketiga ini dicirikan oleh belum adanya kepastian dan
apakah kita akan kembali ke masyarakat kecil semacam Yunani
Kuno dan Athena ataukah ke bentuk lain. Tahapan ini akan
membawa pada sebentuk demokrasi yang lebih maju, vyaitu
demokrasi yang memusatkan diri pada pencarian sumber-sumber
kebijaksanaan daripada berusaha melaksanakan persamaan dalam
masyarakat. Untuk itu, jalan yang ditempuh demokrasi maju adalah
penyebarluasan sumber daya ekonomi, posisi dan kesempatan
melalui penyebarluasan pengetahuan, informasi dan keterampilan.

Sedangkan Samuel P. Huntington memaparkan sejarah praktik
demokrasi dengan cara yang agak berbeda. Huntington membagi

sejarah pelaksanaan demokrasi di dunia ke dalam tiga gelombang.4®

42 Jailan, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. 2015, 136
3 Cora Elly Noviat, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan.
2013, 1

4 Nasution, “Dwi Fungsi ABRI: Pada Mulanya dan Kini,” Prisma 12 (1980): 10.

% Muhammad. Deliar Noer Hatta, Biografi Politik (Jakarta: LP3ES, 1989).
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Gelombang pertama berakar pada revolusi Amerika dan Perancis
dan ditandai oleh tumbuhnya institusi-institusi nasional yang
demokratis sebagai sebuah fenomena abad ke-19. Gelombang
kedua dimulai pada perang dunia Il, yang ditandai dengan
perimbangan baru dalam konstelasi antarbangsa akibat perang serta
bermunculannya negara-negara pascakolonial.

Sementara gelombang ketiga dimulai pada tahun 1974 ditandai
oleh berakhirnya kediktatoran Portugal dan terus berlanjut dengan
gelombang besar demokratisasi di seluruh bagian dunia secara
spektakuler hingga tahun 1990. Di antara satu gelombang dengan
gelombang yang lain, menurut Huntington, terjadi “fase pembalikan”.
Gelombang pembalikan pertama terjadi pada tahun 1920-an dan
1930-an dengan kembalinya bentuk-bentuk tradisional kekuasaan
otoriter atau tumbuhnya bentuk-bentuk totaliterisme. Gelombang
pembalikan kedua terjadi pada tahun 1950-an tatkala terjadi

pertumbuhan otoriterisme, terutama dalam kasus Amerika Latin.

b. Asas dan prinsip demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi
adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia
mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.
Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok
demokrasi, yaitu:#®
1) Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya
pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat
secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur adil;
dan
2) Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya
tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia

demi kepentingan bersama

%6 Wiranggani, Demokrasi.
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Keberadaan asas demokrasi menjadi dasar atas adanya
penyelenggaraan demokrasi dan sebagai inti fundamental yang
menjaga kesesuaian penyelenggaraan. Asas demokrasi merupakan
perpanjangan kaidah perilaku yang dikonkritisasi ke dalam aturan-
aturan hukum sehingga memberikan legitimasi berlakunya. Asas
demokrasi sebagai asas hukum mengandung nilai-nilai yang ideal
untuk menentukan kaidah-kaidah hukum sebagai operasionalisasi
asas-asas hukum serta ~memberikan pengaturan  bagi

penyelenggaraan negara.

Asas demokrasi dalam mengatur arah penyelenggaraan negara
tentu berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yaitu konstitusi (UUD
NRI Tahun 1945) yang di dalamnya mengandung pula nilai-nilai
ideal atas demokrasi sebagai tindak lanjut dari asas-asas hukum
yang salah satunya vyaitu diberlakukannya sistem pemilihan
langsung dalam menentukan organ negara atau pemerintahan.
Asas demokrasi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 ini
terealisasikan dalam berbagai kaidah-kaidah hukum antara lain:
pertama, pembatasan masa jabatan presiden (Pasal 7 UUD NRI
Tahun 1945); Kedua, pemilihan presiden secara langsung (Pasal 6A
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); Ketiga, penegasan kedudukan DPR
dalam fungsi legislasi (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);
Keempat, pembentukan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD NRI
Tahun 1945); Kelima, pengaturan tentang hak-hak asasi manusia
(BAB XA Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945).47

Asas demokrasi yang berkedudukan sebagai asas hukum bagi
penyelenggaraan negara memberikan pengertian bahwa asas
demokrasi  adalah  standar untuk  menilai  kelayakan
penyelenggaraan negara, termasuk peraturan perundang-undangan
yang dihasilkannya.*® Dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan, fungsi hakiki asas demokrasi adalah untuk memastikan

47 Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 2009).
8 Kurnia.
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bahwa kehendak mayoritas adalah dasar dalam mengambil
keputusan yang valid.*® Asas demokrasi memberikan posisi yang
seimbang antara kehendak mayoritas yang mengambil keputusan
dengan perlindungan hak-hak minoritas dalam keputusan yang
diambil. Asas demokrasi yang hidup di Indonesia adalah
kekeluargaan untuk mengabdi kepentingan bersama dalam

mencapai tujuan yang sama.*°

Sebagaimana diketahui bahwasanya asas merupakan nilai
fundamental, prinsip juga turut menjadi panduan pelaksanaan atas
kesesuaian dengan asas yang ditentukan. Setiap prinsip demokrasi
dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi
dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi
yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. Menurutnya,

prinsip-prinsip demokrasi adalah:!

1) Kedaulatan rakyat

2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3) Kekuasaan mayoritas

4) Hak-hak minoritas

5) Jaminan hak asasi manusia

6) Pemilihan yang bebas dan jujur

7) Persamaan di depan hukum

8) Proses hukum yang wajar

9) Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10)Pluralisme sosial, ekonomi dan politik

11)Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerja sama, dan mufakat

4 Kurnia.

>0 Abu Daud. Abubakar Busro Busroh, Asas-Asas Hukum Tata Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983).
>1 Wiranggani, Demokrasi.
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Lebih lanjut berikut penjelasan pada setiap komponen soko guru

demokrasi:>?2

1) Kedaulatan rakyat
Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara
demokrasi, pemilik kedaulatan rakyat bukan penguasa.
Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki
oleh penguasa berasal dari rakyat.

2) Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat
Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap
pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisa dan
tidak boleh menjalankan kehidupan Negara berdasarkan
kemauannya sendiri.

3) Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas
Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan.
Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam hal
demikian, berlaku prinsip majority rule. Maksudnya keputusan
diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan
tersebut harus menghormati hak — hak minoritas (minority rights)

4) Jaminan hak asasi manusia
Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi.
Jaminan tersebut dinyatakan dalam konstitusi. Jaminan hak
asasi itu sekurang — kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak —
hak tersebut meliputi hak mengemukakan pendapat,
berekspresi, dan pers bebas, hak beragama, hak hidup, hak
berserikat dan berkumpul, hak persamaan perlindungan hukum
hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian disini
berlaku prinsip, hak asasi manusia harus senantiasa
dikembangkan (diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak
lainnya)

>2 Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan (Bandung: Mizan, 1988).
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5) Pemilu yang bebas dan adil
Prinsip ini  menghendaki adanya pergantian pimpinan
pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk
menjaga agar kedaulatan rakyat tidak diselewengkan. Untuk itu
diselenggarakan pemilihan umum (pemilu).

6) Persamaan di depan hukum
Prinsip ini menghendaki adanya persamaan politik. Maksudnya,
secara hukum (di depan hukum) setiap warga negara
mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam
proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak
boleh ada sikap membeda-bedakan (diskriminasi), entah
berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis
kelamin.

7) Perlindungan hukum
Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga
negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Misalnya
warga negara tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang
jelas, warga negara tidak boleh dipenjarakan tanpa melalui
proses hukum yang terbuka

8) Pemerintahan dibatasi oleh konstitusi
Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan
pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu dituangkan dalam
konstitusi.  Selanjutnya  konstitusi itu menjadi  dasar
penyelenggaraan negara yang harus dipatuhi oleh pemerintah.
ltulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering disebut
“‘demokrasi konstitusional” dengan demikian pemerintahan
demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (rule of
law). Itu berarti kebijakan negara harus didasarkan pada hukum.

9) Penghargaan pada keberagaman
Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok sosial-budaya,
ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya.

Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang
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sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan
negara
10) Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi

Prinsip ini menghendaki agar kehidupan negara senantiasa
diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama dan
konsensus. Toleransi berarti kesediaan untuk menahan diri,
bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-
orang yang berpandangan berbeda. Kemanfaatan berarti
demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu
perbaikan kehidupan rakyat. Kerjasama berarti semua pihak
bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam
mewujudkan cita-cita bersama. Kompromi berarti ada komitmen
untuk mencari titik temu diantara berbagai macam pandangan
dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk

kebaikan bersama.

c. Teori demokrasi
1) Sejarah demokrasi Indonesia

Demokrasi pertama kali dipraktekkan dan menjadi
kebudayaan Yunani Kuno sebagai gagasan mengenai
kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (city-
state) Yunani Kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 S.M) merupakan
demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk
pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan
politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara
yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung
dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif
karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya
terbatas (negara sedikit hanya 300.000 penduduk dalam satu
negara-kota). Sejarah peristilahan “demokrasi” dapat ditelusuri

jauh ke belakang.
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Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam praktik
negara-kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Dalam
tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama dari
Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan
beberapa kriteria: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan
partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di
depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua
bakat, minat, keinginan, dan pandangan; dan (4) penghargaan
terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi
dan mengekspresikan kepribadian individual .53

Dalam negara modern demokrasi dapat bersifat langsung,
dan juga bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan.>*
Kemunculan di Yunani dan Romawi pada tahun 500 SM inilah
yang pertama kali menandai kelahiran suatu sistem
pemerintahan yang memberi partisipasi rakyat melalui sejumlah
besar warga negara. Sistem pemerintahan yang demikian
merupakan perkembangan dari model sebelumnya yang
didominasi oleh sistem Kerajaan, kediktatoran, aristokrasi atau
oligarki. Tetapi harus dipahami, Yunani Kuno bukanlah sebuah
negara dalam pengertian kita yang modern saat ini, yaitu suatu
tempat di mana semua orang Yunani hidup dalam sebuah negara
dengan suatu pemerintahan.> Sistem demokrasi di Indonesia
sendiri dapat diketahui tahapan perkembangannya, yaitu:

a) Perkembangan demokrasi Pra Orde Baru
Pada era revolusi nasional terjadi pada tahun 1945-
1949, dimana Indonesia menganut sistem parlementer®®

dengan kehadiran banyak partai. Era demokrasi ini ditandai

>3 Harold Crouch, “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia,” World Politics XXXI, no. 4 (1979).
>4 Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982).

> R. A. Dahl, On Democracy (Yale University Press, 1998).

6 Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia,” Jurnal Hukum dan
Dinamika Masyarakat 5, no. 1 (2007): 59.
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pula oleh adanya kabinet yang jarang dapat bertahan lebih
dari satu tahun karena ulah partai. Keadaan ini
menimbulkan  keinginan untuk memperkukuh badan
eksekutif dan menyederhanakan sistem partai. Paham
demokrasi pluralistik pada tahun 1945-1949 yang ditandai
dengan adanya sistem multipartai yang telah mampu
meredam sistem politik yang otoriter dengan dominasi
peranan pemerintahan negara.

Ditandai dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden
No. X, 3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan
partai-partai politik, perkembangan demokrasi dalam masa
revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi
kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan
sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan seremonial,
sementara kekuasaan pemerintahan yang riil dimiliki oleh
Perdana Menteri, cabinet dan parlemen. Partai politik
memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan
proses pemerintahan. Kompetisi antara kekuatan dan
kepentingan politik mengalami keleluasaan terbesar
sepanjang Sejarah Indonesia Merdeka.®’

Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan
dengan hingar bingar, terutama melalui saluran partai politik
yang mengakomodasikan berbagai ideologi dan nilai-nilai
primordialisme yang tumbuh di tengah Masyarakat.>®
Namun demikian, masa ini ditandai oleh terlokalisasinya
proses politik dan formulasi kebijakan pada segelintir elit
politik semata. Studi J. Eliseo Rocamora, misalnya,
menunjukkan bahwa masa 1945-1959 ditandai oleh

tersentralisasi nya kekuasaan pada tangan elit-elit partai

>7 Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia.
>8 Karim M.Rusli, Perjalanan Partai-Partai Politik: Sebuah Potret Pasang Surut (Jakarta: Rajawali
Pers, 1983).
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dan Masyarakat berada dalam keadaan terasingkan dari
proses politik.>® dalam keadaan ini, presiden Soekarno —
yang amat tidak menyukai distribusi kekuasaan yang
menempatkannya sebagai presiden simbolik — merupakan
pihak yang paling merasa dirugikan dengan praktik politik
masa itu.° selain itu, militer juga berada dalam posisi kurang
lebih sama dengan Soekarno.t?

Dalam perkembangannya, keberlangsungan
demokrasi pada era pra orde baru ini mengalami
kemunduran dan perpecahan yang salah satunya ditandai
dengan adanya perpecahan antar elit dan antar partai politik
serta adanya sikap Presiden Soekarno dan militer yang
menentang model demokrasi yang dijalankan. Menurut
Rocamora, elit-elit partai mengalami perpecahan oleh dua
sebab utama.’? Yakni terakumulasinya rasa permusuhan
selama sekian lama telah menyebabkan memuncaknya
permusuhan itu hingga berada dalam di atas titik toleransi;
dan merebaknya frustasi terhadap kesulitan ekonomi dan
mulai mengaburnya harapan-harapan revolusi. Masih dalam
catatan Rocamora®3, pertentangan antar elit partai tersebut
kemudian merebak menjadi pertentangan politik yang
bersifat luas. Sebabnya adalah: adanya kecenderungan
partai untuk memperluas dukungan dengan memanfaatkan
kesetiaan primordial dalam Masyarakat agama budaya

Indonesia; dan pada saat yang sama pengaruh pada

>9 J Eliseo Rocamora, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965
(Jakarta: Grafiti Press, 1991).

% Herbert dan Lance Castles Feith, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, 1988.

®1 Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI.

62 Rocamora, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965.

%3 Rocamora.
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pemimpin daerah terhadap partai-partai membesar,
sehingga dukungan terhadap partai pun meluas pula
menjadi bersifat kedaerahan dan golongan.%*

Perpecahan yang akut antarpartai politik yang
diperparah oleh konflik tersembunyi antara kekuatan partai
dengan  Soekarno dan  militer; serta  adanya
ketidakmampuan setiap cabinet dalam merealisasikan
programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional;
telah membuat periode revolusi dan demokrasi parlementer
ditandai oleh krisis integrasi dan stabilitas yang parah.
Keadaan ini telah ikut memberikan peluang bagi Soekarno
dan militer untuk membuka pintu baru perkembangan politik.
setelah sukses sosialisasi konsepsi presiden Soekarno
1957,%° direalisasikannya nasionalisasi ekonomi, dan
diberlakukannya Undang-Undang Darurat maka pintu ke
arah Demokrasi Terpimpin yang diidam-idamkan Soekarno
pun terbuka lebar.

Periode demokrasi terpimpin ini secara prematur
telah dimulai dengan terbentuknya Zaken Kabinet pimpinan
Ir. Juanda pada 9 April 1957, dan menjadi tegas setelah
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Peralihan dari periode
demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin ini ditandai
oleh berubahnya peta tangan Presiden, dan secara
signifikan diimbangi oleh peran dan kekuasaan PKI dan
Angkatan Darat. Pada demokrasi terpimpin ini, semua
anggota DPR-GR dan MPRS diangkat untuk mendukung
program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang

politik. Dia berusaha keras menggiring partai-partai politik ke

® Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia.
% Soekarno, “Menyelamatkan Republik Indonesia,” in Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, 1988,
66-72.
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dalam ideologisasi Nasakom (Nasional, Agama dan
Komunis).

Tiga pilar utama partai politik yang mewakili Nasakom
adalah PNI, PU dan PKI. Dia menggalang dukungan dari
semua kekuatan Nasakom.® Namun, demokrasi Terpimpin
dan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup tidak
berlangsung lama. Tragedi G.30 S/PKI (Gerakan 30
September/Partai  Komunis Indonesia) yang membuat
semuanya berakhir. Pasca tragedi G.30 S/PKI, Soekarno
jatuh dari kursi kepresidenan.®” Apabila ditelaah
berdasarkan sejarah praktik politik dan demokrasi
sepanjang 1945-1965 terdapat beberapa hal penting.
Pertama, stabilitas pemerintahan dalam rentang waktu 20
tahun itu berada dalam keadaan yang amat
memprihatinkan. Dalam catatan Pinch dan Lev, sepanjang
1945-1965 sistem politik Indonesia mengalami 25 Kkali
pergantian kabinet.5® dan tidak ada satu pun cabinet yang
bisa bertahan dalam waktu 2 tahun penuh. Gambaran yang
sama diungkapkan oleh Hudson dan Taylor. Menurut
Hudson dan Taylor sepanjang 1948-1967 telah terjadi 20
kali pergantian kekuasaan eksekutif di Indonesia, dengan
rata-rata satu kali pergantian setiap tahun.5°

Kedua, stabilitas politk secara umum juga
memprihatinkan. Hal ini antara lain diperlihatkan oleh

terjadinya konflik politik dalam kuantitas yang amat tinggi.

% Emdievi Y.G Alejandro, Diktator Zaman Modern: Mengejar Ambisi Menuai Tragedi (Jakarta: Visi
Media Pustaka, 2007).

67 Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, Il (Jakarta: LP3ES, 2001).

%8 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuasaan Politik dan Pembangun (Jakarta:
Rajawali Pers, 1990).

% Nasikun, Sistem sosial Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1984).
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Menurut catatan Hudson dan Taylor,’® sepanjang 1948-
1967 telah terjadi 45 kali demonstrasi protes, 82 Kkali
kerusuhan, 7.900 kali serangan bersenjata, dan 615.000
orang terbunuh disebabkan kekerasan politik. secara umum,
konflik yang bersifat ideologis dan primordial memang
mengalami puncak aktualisasinya dalam masa 20 tahun
pasca kemerdekaan ini.

Ketiga, krisis ekonomi adalah keadaan lain yang
menjadi ciri periode 1945-1965. Dalam masa revolusi dan
demokrasi parlementer, pergantian kekuasaan yang terus-
menerus telah menyebabkan setiap kabinet tidak sempat
merealisasikan program ekonomi dan sosial mereka.
Akibatnya perekonomian terbengkalai. Begitu pula halnya
dengan periode demokrasi terpimpin. Kegandrungan akan
revolusi, perhatian berlebihan terhadap persoalan
internasional, dan salah urus serta mismanajemen politik
telah menyebabkan demokrasi terpimpin mengalami krisis
ekonomi yang tidak kalah parah.

Keempat, pada saat yang sama, perangkat
kelembagaan politik berada dalam keadaan
memprihatinkan pula. Birokrasi dan elemen pemerintahan
lainnya berada dalam keadaan yang tidak terurus dan
mengalami pembusukan. Akibatnya, proses politik dan
pemerintahan tersendat karena ketidaksiapan dan
ketidakmampuan aparatur. Dengan adanya hal ini
demokrasi dalam era tersebut tidak dapat dikatakan
terpraktikkan dengan baik dalam masa ini. Sebaliknya,
konflik dan stabilitas politik berada dalam tingkatan paling

memprihatinkan sepanjang sejarah Indonesia Merdeka

70 Nasikun.
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yang menandai adanya orde baru yang lahir dan
ditumbuhkan.’*
b) Perkembangan Demokrasi Orde Baru

Kejadian keruntuhan orde lama dan kelahiran orde
baru pada tahun 1960-an mendorong adanya harapan baru
akan tumbuhnya demokrasi di awal orde baru yang
dipelopori tidak saja oleh kalangan elit politik yang merasa
memperoleh peluang politik baru, namun juga dimiliki oleh
berbagai kalangan lain secara luas. studi Francois Raillon
menunjukkan bahwa para mahasiswa dari kampus-kampus
pada saat itu, memiliki harapan besar terhadap tumbuhnya
suasana politik baru yang lebih segar dan demokratis.”?

Harapan akan tumbuhnya demokrasi tersebut adalah
harapan yang memiliki dasar-dasar argumentasi empiris
yang memadai setidaknya menyangkut tiga hal berikut ini.
Pertama, berbeda dengan demokrasi terpimpin Soekarno
yang lahir sebagai produk rekayasa elit, Orde Baru
dilahirkan oleh Gerakan massa yang mengalirkan arus
keinginan dari bawah. Latar belakang ini menjadi dasar yang
kuat bagi terjadinya pembesaran pluralisme dan
penumbuhan demokrasi mengingat sebagai sebuah
pemerintahan yang tumbuh dari bawah orde baru
seyogyanya memberikan tempat bagi aktualisasi politik
Masyarakat.

Kedua, rekrutmen elit politik di tingkat nasional
dilakukan oleh pemerintah orde baru pada saat
pembentukannya memperlihatkan adanya kesejajaran
dengan gagasan Daniel Bell yang sangat populer saat itu.

Yaitu: formulasi kebijakan-kebijakan politik tidak lagi

1 Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia.
2 Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde
Baru 1966-1974 (Jakarta: LP3ES, 1985).
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diserahkan pada peran politisi dan ideolog, melainkan
kepada para teknokrat yang ahli.”® perluasan dan reorientasi
dalam rekrutmen politik — yang mengintegrasikan kalangan
teknokrat ke dalam struktur kekuasaan — ini dianggap
mengindikasikan akan terjadinya suatu reorientasi politik di
kalangan penguasa sejalan dengan komitmen para
teknokrat pada waktu itu, dikenal egaliter dan demokratis.
Terintegrasinya kelompok teknokrasi ke dalam struktur
kekuasaan diharapkan akan memberikan pengaruh kepada
kinerja negara orde baru dan kebijakan-kebijakannya
sehingga lebih mementingkan proses politik yang bottom up
dan lebih berorientasi kepada publik.”

Ketiga, pada masa awal orde baru ditandai oleh
terjadinya perubahan besar dalam perimbangan politik di
dalam negara dan Masyarakat. Tiga pusat kekuasaan orde
lama — yaitu presiden, militer (khususnya Angkatan darat)
dan PKI — digeser oleh pusat-pusat kekuasaan baru; militer
dan teknokrasi, serta kemudian birokrasi. Kekuatan-
kekuatan politik kemasyarakatan yang selama masa orde
lama terhambat aktualisasinya juga muncul kembali ke
permukaan. Perkembangan demokrasi orde baru ini juga
mengalami pasang surut sejalan dengan tingkat
perkembangan ekonomi, politik dan ideologi sesaat atau
temporer. Namun prototipe demokrasi ini mengalami
pengaburan dan menghambar. Titik tolaknya adalah
kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 dengan
memperoleh suara mayoritas 62,8%.’° pada saat inilah

kesenjangan antara negara dan Masyarakat mulai

3 Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 (Jakarta: LP3ES, 1989).
4 Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia.

> R. William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (Jakarta: LP3ES,
1992).
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terbentuk, ditandai oleh maraknya gelombang demonstrasi
dan protes terhadap kinerja negara orde baru dan
kebijakannya, dan berpuncak pada terjadinya malapetaka
lima belas januari (malari).

Permasalahan lain yang muncul terkait dengan hak
dasar warga negara, yaitu adanya campur tangan birokrasi
yang sangat kuat, dimana selama pemerintahan orde baru
sejarah pemberangusan surat kabar dan majalah terulang
kembali seperti yang terjadi pada masa orde lama, misalnya
beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor
sudah dicabut izin penerbitannya atau dengan kata lain
dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi
tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat
negara.’®

Kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya
sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip
kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Tetapi pada
kenyataanya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat
penyimpangan dengan adanya gangguan terhadap prinsip-
prinsip demokrasi, mengundang keprihatinan dari berbagai
kalangan.”’

Perkembangan yang terlihat kemudian adalah
semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara
dengan Masyarakat. Negara orde baru mewujudkan dirinya
sebagai sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom,
sementara Masyarakat semakin teralienasi dari lingkaran

kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini

76 cucu Fatimah, “Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945,” in Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, 2019, 41.
7 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023
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adalah hasil penjumlahan dari berbagai faktor: (1)
kemenangan mutlak dengan kemenangan mutlak Golkar
dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang makin
kuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi politik
semacam birokratisasi, depolitisasi dan institusionalisasi; (3)
dipakainya pendekatan keamanan; (4) intervensi negara
terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan
keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasikan
modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber
pembiayaan Pembangunan, baik dari eksploitasi minyak
bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak
domestic, maupun yang berasal dari bantuan luar negeri;
dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam
menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
sehingga menyumbat gejolak Masyarakat yang potensial

muncul karena sebab struktural.

Tabel 2. Konstelasi Kekuasaan Orde Baru

_ - _ _ Elit Sipil
Presiden Militer Birokrasi _ : Masyarakat
Politik Profesional
++ ++ + - + --
Keterangan :
++ : berperan besar
+ : berperan, meski tidak dominan
--: tidak berperan
Kesenjangan kekuasaan inilah yang

mengkonstruksikan sebuah keadaan yang berbeda dengan
harapan yang tumbuh pada awal kelahiran orde baru.
Namun dalam perkembangan politik saat ini, harapan
kembali muncul

tumbuhnya demokrasi ke permukaan

sebagai sebuah kecenderungan umum. Harapan ini
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tampaknya dimekarkan oleh beberapa faktor:”® Pertama,
terjadinya perbaikan struktur sosial ekonomi Masyarakat
sebagai hasil konkrit Pembangunan orde baru dalam
kerangka stabilitas. Dalam kerangka ini, muncul kantong-
kantong kritisme baru di Tengah Masyarakat, terutama yang
terbentuk oleh komunitas kelas menengah yang makin
menguat secara ekonomi, sekalipun tidak demikian halnya

secara politik.

Kedua, Pembangunan orde baru yang menghasilkan
disparitas ekonomi dan politik, secara ironis berperan pula
menumbuhkan kesadaran baru pada Masyarakat bawah
yang termarjinalisasi oleh proses Pembangunan beserta
hasilnya. Akibatnya dari komunitas ini juga muncul kantong-
kantong kritisme baru, sekalipun kekuatan politiknya belum

terlalu signifikan.

Ketiga, adanya perimbangan dan komposisi baru
dalam tataran elit politik negara, potensial menyegarkan
pendekatan negara terhadap Masyarakat dan kantong-
kantong oposisi di dalamnya. Dalam kerangka ini kita bisa
memahami adanya sikap negara yang lebih akomodatif,

terutama semenjak akhir tahun 1980-an.

Keempat, Pembangunan beserta transformasi
struktural di bidang sosial dan ekonomi, telah pula berperan
dalam melakukan pendewasaan budaya politik dalam
tataran negara dan, terutama, Masyarakat. Gejala ini
terutama ditandai oleh terjadinya peningkatan keberanian
Masyarakat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja
negara dan kebijakannya. Jika hal ini berjalan konsisten,

maka ia potensial mendorong pergeseran persepsi

8 Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia.
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Masyarakat tentang kekuasaan dan negara kearah persepsi
yang lebih objektif dan rasional.

Kelima, terjadinya perubahan-perubahan besar
dalam politik internasional pada gilirannya ikut membantu
mendesakkan agenda demokratisasi bagi Masyarakat-

masyarakat domestik, termasuk Indonesia.

c) Perkembangan Demokrasi Era Reformasi
Demokrasi pada era reformasi ini ditandai dengan
adanya pemilu tahun 1999, dimana pemilu tahun 1999 baru
merupakan pancangan awal menuju ke arah terbentuknya
tatanan politik yang demokratis, suatu tatanan politik yang
mampu menjamin tegaknya hak-hak politik rakyat sebagai
cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat.”® Penyelenggaraan
pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 merupakan
salah satu bentuk perwujudan demokrasi pada era ini.
Sebagaimana diketahui pada perbedaan pelaksanaan
demokrasi pada era reformasi khususnya tahun 2004,
pelaksanaan pemilu tidak hanya memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), namun juga memilih anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dan wakil
presiden secara langsung oleh rakyat walaupun
dilaksanakan pemilihan legislatif dahulu dibanding
pemilihan presiden. Dengan adanya pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung, Negara Indonesia
mengalami perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan
demokrasi yaitu dari demokrasi perwakilan menjadi
demokrasi langsung terkait cara pemilihan pada saat
pemilihan umum.
Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2004 pun
tidak berjalan tanpa hambatan, dimana pergantian

demokrasi perwakilan (tidak langsung) menjadi langsung

9 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
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yaitu problematic sistem presidensial yang dikombinasikan
dengan sistem multipartai yang kemudian berpotensi
menghasilkan situasi deadlock dalam relasi presiden dan
parlemen sehingga berdampak pada instabilitas demokrasi
presidensial. Beberapa tindakan yang memiliki pengaruh
besar terhadap perkembangan di era reformasi,
diantaranya:&°

i.  MPR mengadakan sidang istimewa pada tanggal 10-
13 November 1998. Tujuannya untuk membahas
strategi reformasi yang akan dilakukan pada setiap
bidang. Lewat sidang ini, 12 TAP MPR dirilis.

i. Pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemilu
secara demokratis. Pembagian hasil eksplorasi,
eksploitasi, serta wewenang diatur sedemikian rupa
sesuai dengan kebutuhan pusat dan daerah

iii. Pembatasan partai politik dicabut supaya kebebasan
berpolitik dapat kembali tercipta dalam masyarakat.
Meskipun jumlah partai kembali meningkat pesat,
partai politik yang diverifikasi untuk mengikuti pemilu
tetap dibatasi.

iv.  Dwifungsi ABRI dihapuskan secara perlahan untuk
memfokuskan tugas ABRI dalam bidang pertahanan
dan keamanan. Bagian-bagian di dalam ABRI
dipisahkan sesuai dengan divisi masing-masing dan
jumlah anggota dikurangi. Kini, ABRI dikenal dengan
nama TNI(Tentara Nasional Indonesia)

v. Pemilu kembali diselenggarakan dengan periode
waktu yang telah ditentukan. Tujuan awalnya hanya

untuk memilih partai politik. Namun, pada tahun 2004,

8 Christopher Ezra. Christy Zee. Nicholas Nathanael. Ryan Ernando Manurung, “Perkembangan
Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya Untuk Kehidupan di Tahun 2022,” Nusantara:
Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, Sosial Humaniora 1, no. 1 (2022): 11,
https://doi.org/10.11111/nusantara.XXXXXXX.
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pemilu juga diterapkan untuk pemilihan presiden dan
wakil presiden
2) Demokrasi Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara menduduki posisi yang
sangat penting, dimana Pancasila menjadi poros utama
pelaksanaan seluruh proses kehidupan berbangsa dan
bernegara. Proses perumusan Pancasila ini dimulai pada saat
Presiden Soekarno mengemukakan tentang lima prinsip dasar
dalam hidup kebangsaan dan kenegaraan yaitu Pancasila,
Soepomo  mengemukakan  pemikiran  tentang  prinsip
kebangsaan, yaitu sistem negara integralistik, Muhammad Yamin
mengemukakan  tentang persatuan, golongan islam
mengemukakan prinsip ketuhanan, dan Mohammad Hatta
mengemukakan tentang prinsip kesejahteraan, namun jauh
sebelum sidang BPUPKI telah disepakati oleh segenap elemen
bangsa dalam Sumpah Pemuda tahun 1928.

Ideologi Pancasila tumbuh dan berkembang berdasarkan
pada suatu realitas objektif kehidupan bangsa yang multikultural,
beraneka ragam sosial, budaya, suku bangsa, kelompok serta
beragam agama atas kesadaran untuk mewujudkan suatu
kehidupan yang damai dan Sejahtera. lIdeologi Pancasila
mengakui segala perbedaan dalam kehidupan manusia, namun
perbedaan itu diintegrasikan dalam suatu kesatuan cita-cita
bangsa dan negara Republik Indonesia untuk terwujudnya suatu
kehidupan bersama yang berkeadilan untuk terwujudnya
kesejahteraan.®! Apabila ditelisik lebih lanjut makna demokrasi
memiliki padanan dengan demokrasi dalam arti kerakyatan,
dimana kerakyatan merupakan kata sifat yang berarti sifat tentang
rakyat. Segala sesuatu dikatakan tentang rakyat apabila benar-
benar mencerminkan hakikat rakyat. Beberapa pendefinisian
mengenai demokrasi Pancasila sebagai berikut:

a) Dardji Darmo Dihardjo

81 Kaelan, Etika Kehidupan Berbangsa (Yogyakarta: Paradigma, 2018).
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Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang
bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa
Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti dalam
ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.82
b) Yudi Latif
Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak
bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung
jawab sosial.
c) Prof. Notonegoro
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang
Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,
yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
d) Tap MPR RI
Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur
penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan
pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga
negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial
politik, —organisasi kemasyarakatan dan lembaga
kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara
baik di pusat maupun daerah.®3
Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang
berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang tujuan
akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat (bonum

commune). Demokrasi Pancasila menggunakan sistem

8 Apiek Gandamana, “Memaknai Demokrasi Pancasila,” Jurnal Handayani 7, no. 1 (2017).
8 Agustam, “Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di
Indonesia,” Jurnal TAPIs VII, no. 12 (2011): 80—90.
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pengorganisasian negara oleh rakyat dengan persetujuan rakyat,
kebebasan individu tidak bersifat mutlak, namun harus
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Demokrasi
Pancasila juga tidak mengenal dominasi mayoritas atas minoritas
dikarenakan cita-cita hidup Bangsa Indonesia dijiwai oleh
semangat kekeluargaan.®* Menurut Jimly Asshiddigie prinsip-
prinsip demokrasi Pancasila adalah kebebasan atau persamaan
(freedom/equality), kedaulatan rakyat (people’s sovereignty), dan
pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Adapun
penjelasan dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tersebut
adalah :8°
a) Kebebasan atau persamaan (freedom/equality)
Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan
dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan
memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa
pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan
semua orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan
memperolen akses dan kesempatan bersama untuk
mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan
yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti
free fight liberalism yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan
yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
b) Kedaulatan Rakyat (people’s sovereignty)
Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang
dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama,
kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,

sedangkan kedua, terjaminya kepentingan rakyat dalam

8 Menurut Paulus Widiyantoro, S.E., M.M. yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023

8 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika,
2011).
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tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain  konsep
kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat. Pengawasan
dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati
penguasa.
c) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
I.  Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif
i. Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan Merdeka
iii. Persyang bebas
Iv.  Prinsip negara hukum
v.  Sistem dwi partai atau multi partai
vi.  Pemilihan umum yang demokratis
vii.  Prinsip mayoritas

viii.  Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

Selanjutnya Prof. S. Pamuji. Demokrasi Pancasila

mengandung enam aspek:8®

a) Aspek formal, yang mempersoalkan proses dan cara rakyat
menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan
dan pemerintahan serta  bagaimana  mengatur
permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka,
jujur untuk mencapai konsensus.

b) Aspek material, untuk mengemukakan gambaran manusia
dan mengakui terwujudnya Masyarakat manusia Indonesia
sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat terebut.

c) Aspek normative, yang mengungkapkan seperangkat
norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria
pencapaian tujuan

d) Aspek optative, yang mengetengahkan tujuan dan keinginan
yang hendak dicapai

8 Toto Sugiarto, Ensiklopedi Pancasila: Arti Pancasila dan Demokrasi Pancasila (Jakarta: Hikam
Pustaka, 2021).
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e) Aspek organisasi, untuk mempersoalkan organisasi sebagai
wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila dimana wadah
tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai

f) Aspek kejiwaan, yang menjadi semangat para
penyelenggara negara dan semangat para pemimpin
pemerintahan.

Lebih lanjut penjiwaan atas kerakyatan ini dapat diketahui
pula dengan adanya hikmah kebijaksanaan yang memiliki
hubungan erat dengan kerakyatan. Sebagaimana disampaikan
oleh Yamin, bahwasanya hikmat kebijaksanaan tidak lain adalah
akal sehat. Hikmah kebijaksanaan yang menjadi pimpinan
kerakyatan Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah
melepaskan diri dari anarki, liberalism, dan semangat penjajahan.
Sehingga demokrasi Pancasila meletakan akal sehat sebagai
dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah
manusia makhluk hidup. Demokrasi Pancasila mengajarkan
menggunakan akal sehat sebagai pemimpin dalam
permusyawaratan. Permusyawaratan merupakan pada kata dari
perundingan.®’

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk
pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna:
Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang
dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan
yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang
Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.®® Secara prinsip demokrasi adalah sistem

pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan

87 Roch Eddy Prabowo, “Demokrasi Pancasila Sebagai Model Demokrasi yang Rasional dan
Spesifik,” Jurnal limiah CIVIS 1, no. 1 (2011): 2011.

8 |djang Tjarsono, “Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas,” Jurnal
Transnasional 4, no. 2 (2013): 884.
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negara, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber
pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang
implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan
UUD NRI Tahun 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah
kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945).
Sedangkan asas demokrasi Pancasila adalah sila ke 4 Pancasila.
Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilainilai Pancasila
adalah konsekuensi dan komitmen pelaksanaan Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen di bidang
pemerintahan atau politik. Pelaksanaan Demokrasi dengan baik
mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah
Pancasila.

Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan benar adalah
pengamalan Pancasila melalui politik pemerintahan. Menekankan
kepada kedaulatan rakyat, karena Demokrasi Indonesia menolak
niat memanipulasi kekuasaan rakyat. Menekankan bentuk
musyawarah mufakat karena bentuk ini lebih berorientasi pada
kepentingan masyarakat umum dan bukan individu. Menekankan
kepada Sosialisasi Demokrasi Indonesia melalui gerak langkah
dan mekanisme kehidupan politik dan pemerintahan.® Nilai-nilai
demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah
sebagai berikut: a) negara berdasar kedaulatan rakyat; b)
republic; ¢) atas hukum; d) pemerintahan yang konstitusional; €)
sistem perwakilan; f) prinsip ketuhanan.*°

Demokrasi Pancasila, menjamin kesetaraan rakyat dalam
kehidupan bernegara, menjamin tegaknya hukum yang
berdasarkan nilai Pancasila serta menjamin hubungan harmonis
antara lembaga tinggi negara, sehingga tidak ada salah satu pun

lembaga tinggi negara yang lebih dominan atau tidak akan terjadi

8 Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Padjajaran, Penegasan Demokrasi Pancasila
(Jakarta: Badan Keahlian MPR, 2018).
% Fakultas lImu Sosial dan lImu Politik Universitas Padjajaran.
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hegemoni kewenangan oleh salah satu lembaga tinggi negara.
Demokrasi Pancasila, tidak mengutamakan voting dalam
mengambil keputusan, melainkan dengan melalui pertimbangan-
pertimbangan dari semua fihak yang terkait, oleh karena itu
prinsip kebebasan dan kesetaraan, bermakna disamping bebas
menyampaikan pemikirannya juga harus bersedia untuk
mendengarkan dan adanya kesediaan untuk memahami pihak
lain.®t
3) Demokrasi dalam berbagai Bidang
Penyelenggaraan unsur dalam kenegaraan tentu seluruhnya didasari
oleh adanya asas demokrasi. Demokrasi menjadi nilai fundamental yang
harus diimplementasikan pada berbagai bidang. Bonger dalam bukunya
mengemukakan adanya dua pengertian demokrasi, yaitu:
a) Sudut formil daripada demokrasi
Bersumber pada kemerdekaan dan persamaan sehingga dalam
prosesnya yang dilakukan adalah demokrasi di bidang politik.
b) Sudut materiil daripada demokrasi
i. Didasarkan pertama-pertama pada kemerdekaan;
ii. Didasarkan pertama-tama kepada kemajuan di bidang
sosial dan ekonomi
iii.  Demokrasi yang berdasar atas kedua hal diatas bersama-

sama secara simultan

Lebih lanjut esensi atas penyelenggaraan demokrasi di berbagai bidang

sebagai berikut:

a) Demokrasi Ekonomi
Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia, sehingga
seluruh bidang dalam kehidupan seperti politik, ekonomi menjadi
satu kesatuan. Dalam bidang ekonomi Sukarno berpendirian
bahwa ekonomi tidak bisa dilepaskan dari politik, karena ekonomi
bukan saja lepas dari eksploitasi tetapi lebih dari itu hilangnya

imperialisme. Sejalan dengan itu perekonomian harus didasarkan

%1 Tjarsono, “Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal lka Solusi Heterogenitas.”
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pada kekuatan bangsa sendiri menolong dirinya sendiri (selfhelp).
Dalam konteks revolusi kemerdekaan Indonesia, Sukarno
menggambarkan Berdikari (selfhelp) sebagai cara meraih usaha
dengan tenaga sendiri, kebiasaan sendiri, kepandaian sendiri,
keringat sendiri, dan fi’il fi'ili sendiri keberanian sendiri.®?
Sebagaimana tergambar dengan lugas dalam Pembukaaan UUD
NRI Tahun 1945 alenia ke-1V yang menjadi tujuan utama pendirian
NKRI. Pokok-pokok pikiran mengenai demokrasi Pancasila
selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Batang Tubuh, dan
penjelasan UUD NRI Tahun 1945. Betapa dalam demokrasi
Pancasila, dimensi demokrasi ekonomi tidak dapat dipisahkan
antara dari dimensi demokrasi politik. Artinya tujuan sistem
ekonomi Pancasila pada akhirnya tidak mungkin dilepaskan dari
sistem ketatanegaraan bangsa ini (demokrasi politiknya).®3
Ekonomi berdikari adalah suatu sistem perekonomian yang
digagas Soekarno sebagai reaksi praktek ekonomi kolonial yang
eksploitatif menindas yang bertentangan dengan nilai-nilai jiwa
bangsa Indonesia yang mengenal nilai-nilai kebersamaan gotong
royong. Dalam aturan operasionalnya diatur dalam Pasal 33 UUD
NRI Tahun 1945 tentang Demokrasi Ekonomi, pada hakekatnya
ekonomi berdikari ini dilaksanakan melalui jalan Trisakti (berdaulat
dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian
dalam berkebudayaan). Teori ini menekankan pada kemampuan
bangsa yaitu melalui sumber modal dalam negeri baik dalam
investasi maupun tenaga kerja sehingga dapat menuju kepada

keadilan sosial, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.®*

92 Timbul Hamonangan. Imam Mukhlis. Andik Pratama Simajuntak, “Demokrasi Ekonomi Pancasila,
Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri 4.0,” in Prosiding Seminar
Nasional Ekonomi Pembangunan, 2021, 95.

9 Subiakto. et all Tjakrawerdaja, Sistem Ekonomi Pancasila (Jakarta: Universitas Trilogi, 2016).

% Simajuntak, “Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus
Globalisasi-Revolusi Industri 4.0.”
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Konsep kesejahteraan Indonesia didasarkan pada paham
demokrasi Indonesia, dimana kemakmuran masyarakatlah yang
menjadi prioritas bukan kemakmuran individu. Lebih lanjut Pasal
33 UUD NRI Tahun 1945 memberikan poin pengaturan atas
landasan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam.
Secara lengkap sebagai berikut:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur

dalam undang-undang

Keberadaan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan ekonomi
di Indonesia ini tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya eksistensi
Pancasila sebagai dasar negara. Emil Salim merupakan sosok
pertama yang memperkenalkan istilah Ekonomi Pancasila, dimana
hal ini lebih menonjolkan penafsiran sistem ekonomi Pancasila
dengan ciri berikut:®®

Pertama, peranan Negara dan aparaturnya adalah penting.
Tetapi pentingnya Negara harus dicegah tumbuhnya sistem
etatisme. Peranan swasta juga penting tetapi tidak dominan
sehingga tidak menimbulkan free fight liberalism. Usaha Negara

dan swasta hidup berdampingan tanpa dominasi yang berlebihan

%> Munawar. Dwi Budi Santoso. Ahmad Erani Yustika Ismail, Sistem Ekonomi Pancasila: Tafsiran
Pancasila dan UUD 1945 (Jakarta, 2014).
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antara satu terhadap lainnya. Sistem ekonomi Pancasila memuat
dasar demokrasi ekonomi, dimana kekuatan ekonomi tersebar di
masyarakat dan hubungan antara ekonomi dan politik tidak vertical
tapi horizontal.

Kedua, hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak
didasarkan pada dominasi modal (seperti dalam kapitalis) dan
dominasi buruh (seperti dalam komunis), melainkan pada asas
kekeluargaan yang berdasarkan keakraban hubungan antar
manusia. Peranan manusia ditentukan oleh harkat dirinya selaku
manusia, sehingga pengembangan diri manusia memegang posisi
sentral dalam sistem Ekonomi Pancasila menuju pada derajat
manusia seutuhnya.

Ketiga, masyarakat sebagai satu kesatuan memegang
peranan sentral dalam sistem ekonomi Pancasila. Penekanan
pada masyarakat tidak mesti mengorbankan peranan individu,
namun langkahnya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dalam sistem ekonomi Pancasila perlu dibuka kesempatan yang
luas bagi kelompok masyarakat untuk mengakses dan
memanfaatkan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan
hidupnya. Pintu masuk ini harus terbuka secara adil bagi semua
terlepas dari perbedaan suku, agama, rasa tau daerah.

Keempat, Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di bumi yang merupakan pokok bagi kemakmuran
rakyat. Dalam melaksanakan “hak menguasai” harus dilihat dari
peranan dan kewajiban Negara sebagai pemilik, pengatur,
perencana, pelaksana dan pengawas. Ramuan kelima peran
tersebut dengan bobot yang berbeda dapat menempatkan Negara
untuk menguasai lingkungan alam. Dalam sistem ekonomi
Pancasila, Negara tidak perlu memiliki semua sumberdaya alam,
tetapi yang terpenting bisa menguasainya melalui jalur pengaturan,
perencanaan dan pengawasan.

Kelima, sistem ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Sistem
nilai tersebut mempengaruhi perilaku manusia dan harus

dikembangkan dari ideologi Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila
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secara utuh harus dijadikan bintang penerang ke arah mana sistem
nilai itu akan dikembangkan.

Sehingga demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila
mengandung prinsip dasar kerakyatan, permusyawaratan lewat
perwakilan dan mufakat (hikmah kebijaksanaan). Kerakyatan,
permusyawaratan dan mufakat itulah yang menjadi prinsip dasar
demokrasi Pancasila.®® Korelasi antara demokrasi dan
pertumbuhan ekonomi masih diperdebatkan, namun sejumlah
pengalaman menunjukkan bahwa, pada tingkat yang paling
minimal, pendapatan per kapita rezim otoriter umumnya tidak
tumbuh lebih cepat dari negara-negara demokrasi.®’

Analisa statistik menunjukkan, “tidak ada tarik-menarik yang
saling meniadakan antara demokrasi dan Pembangunan”, dan
bahwa “demokrasi juga tidak selalu menghasilkan pertumbuhan
yang lebih lambat’.® Di negara-negara termiskin, tingkat
demokrasi berkorelasi positif dengan perbaikan-perbaikan bukan
hanya dalam pendapatan per kapita tapi juga dalam tingkat daya
tahan hidup bayi dan angka harapan hidup.®® Karenanya, kendati
demokrasi mungkin menghasilkan lebih sedikit keajaiban ekonomi,
sistem ini kelihatannya, seperti yang dinyatakan Adam Przeworski
dan Fernando Limongi, lebih mampu menghindari atau mengatasi
bencana-bencana kemanusiaan dan juga lebih cocok untuk
meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara terus-menerus.
Akhirnya, walaupun hubungan demokrasi dengan kesenjangan
sosial masih diperdebatkan, dalam jangka panjang demokrasi
memberikan jawaban yang lebih memuaskan terhadap kebutuhan-

% Yyudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta:
Gramedia, 2011).

97 Fernando. Adam Przeworski Limongi, “Political Regimes and Economic Growth,” Journal of
Economic Perspectives 3 (1993): 51-69.

% Limongi.

% partha Das Gupta, An Inquiry into Well-being and Destitution (Oxford: Clarendon Press, 1997).

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia m



kebutuhan kaum miskin dan kelompok pinggiran sebab demokrasi
memungkinkan  kelompok-kelompok semacam ini  untuk
memperjuangkan kepentingan dalam proses politik.%
b) Demokrasi Politik
Philippe C.S dan Terry L.K mendefinisikan mengenai demokrasi
politik bahwasanya demokrasi politik modern merupakan sistem
pemerintahan di mana penguasa mempertanggungjawabkan
tindakannya kepada warga negara, bertindak secara langsung
melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil rakyat.0t
Demokrasi politik merupakan salah satu hal yang substansial
dalam penyelenggaraan negara, dimana asas demokrasi juga turut
menjadi bagian penting dalam penerapan asas hukum bagi politik.
politik melihat demokrasi sebagai realitas (hal ada), bukan sebagai
norma (hal harus). Dengan demikian secara politik, demokrasi
diposisikan sebagai kenyataan; artinya demokrasi adalah semata-
mata tentang fakta, ada atau tidaknya kenyataan yang menentukan
(dipraktikkan atau tidak oleh suatu rezim). Terdapat empat kriteria
pokok praktik politik demokrasi yang terdiri atas:
i.  Partisipasi politik yang luas dan otonom
Praktik politik demokrasi pertama-tama mensyaratkan
adanya partisipasi politik yang otonom dari seluruh elemen
Masyarakat — perseorangan ataupun kelompok. Pembatasan
partisipasi adalah sebuah praktik anti demokrasi. Praktik
politik demokrasi juga mensyaratkan adanya partisipasi politik

yang luas, dalam arti tidak ada pembatasan dan eksklusivitas

100 | arry Diamond, Developing democracy towards consolidation (Yogyakarta: IRE Press Yogyakarta,
2003).

101 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, “Pengertian
Demokrasi, Model dan Prinsipnya,” Polpum, 2023, https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-
demokrasi-model-dan-prinsipnya/#:~:text=Demokrasi politik modern adalah sistem,sama dengan
wakil-wakil rakyat.&text=Demokrasi klasik merupakan demokrasi pertama,hanya mencakup laki-laki
merdeka.
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dalam penentuan sumber-sumber rekrutmen politik dan tidak
ada pula eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakan
politik.

Sirkulasi kepemimpinan politik secara efektif dan kompetitif
Praktik demokrasi mensyaratkan adanya jaminan mekanisme
sirkulasi kepemimpinan politik yang diadakan secara berkala,
selektif, kompetitif dan melibatkan keseluruhan elemen
Masyarakat dalam prosesnya. Baik keberkalaan, selektivitas
maupun sifat kompetitif dari sirkulasi kepemimpinan politik
merupakan kriteria-kriteria operasional yang amat penting.
Namun kriteria tersebut hanya akan memenuhi persyaratan
demokrasi apabila melibatkan semua warga negara dalam
keseluruhan prosesnya

Kontrol terhadap kekuasaan yang efektif

Persyaratan praktik demokrasi lain yang tidak kalah
pentingnya adalah adanya kontrol yang efektif terhadap
kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan dan akumulasi
kekuasaan yang senjang adalah kondisi anti demokrasi.
Kontrol baik oleh kelembagaan politik formal di tingkat
suprastruktur (semacam parlemen atau legislative, dan
yudikatif), maupun kelembagaan politik di tingkat infrastruktur
(semacam media massa, partai politik, organisasi sosial
kemasyarakatan dan lain-lain). Di samping itu, Masyarakat
secara perseorangan dan kelompok tak terorganisasi juga
diberikan keleluasaan untuk mengontrol kekuasaan. Dalam
kerangka ini, oposisi adalah prasyarat demokrasi yang
penting. Pembatasan oposisi adalah sikap anti demokrasi.
Kompetisi politik yang leluasa dan sehat dalam suasana

kebebasan

Kriteria terakhir dari demokrasi adalah adanya kompetisi
antar elemen Masyarakat, elemen Masyarakat dengan
elemen negara, antar elemen-elemen di dalam negara,

secara leluasa dan sehat. Dalam kerangka ini, perbenturan
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kepentingan dan nilai politik dimungkinkan terjadi sejauh tidak
menjadikan kehancuran bagi sistem politik. suasana yang
melingkupi kompetisi ini adalah suasana yang penuh
kebebasan dan saling penghargaan, sehingga kompetisi —
meminjam istilah Lewis Coser®? — diposisikan sebagai

“konflik yang fungsional positif”.

Keempat kriteria operasional itulah yang dapat dijadikan
ukuran minimal bagi praktik demokrasi. Dengan praktik politik
yang menjamin terlaksananya keempat kriteria tersebut, maka
apa yang disebut Dahl sebagai keunggulan proses demokrasi
dapat terbentuk vyaitu:® (1) demokrasi meningkatkan
kebebasan dalam bentuk yang tidak dapat dilakukan oleh
alternatif lain mana pun, yakni kebebasan penentuan Nasib
sendiri secara individual maupun bersama, serta kebebasan
dalam tingkat otonomi moral; (2) demokrasi meningkatkan
pengembangan manusia, dalam hal kemampuannya untuk
menentukan nasibnya sendiri, pemilikan otonomi moral dan
pertanggungjawaban terhadap pilihan yang diambilnya; dan (3)
demokrasi merupakan cara yang paling pasti yang dapat
digunakan manusia untuk melindungi dan memajukan
kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki
dengan orang lain.

Adapun prinsip dasar demokrasi Pancasila dalam demokrasi
politik Indonesia mengandung dua prinsip, yaitu:

Pertama, kedaulatan sepenuhnya ada pada rakyat dan
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bagian dari MPR yang

102 Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI (Jakarta:
Sinar Harapan, 1983).

103 T B Simatupang, “Menelaah kembali peranan TNI: Refleksi kesejarahan dan perspektif masa
depan,” 12 1X (1980).
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berfungsi sebagai lembaga legislatif dan presiden yang dipilih
dan diangkat oleh MPR. Demokrasi Pancasila, merupakan
sistem demokrasi yang berdasarkan pendelegasian kekuasaan
(delegation of power) dari MPR sebagai pemegang kekuasaan
negara tertinggi kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan
legislatif dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
Sistem ini dipilih oleh pendiri Negara karena dipandang lebih
sesuai dengan prinsip dasar demokrasi Pancasila.'%*

Kedua, penyelenggaraan  pemilihan umum  yang
dilaksanakan secara berkala dan teratur dengan ketentuan hak-
hak politik, diadakan untuk memilih para wakil rakyat yang akan
duduk dalam lembaga perwakilan di Pusat dan Daerah.
Pemilihan umum tersebut diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas ini dilaksanakan oleh
penyelenggara pemilu. Selanjutnya, pemilu juga dilaksanakan
setiap lima tahun sekali. Jadi, asas kepastian hukum dalam
penyelenggaraan pemilu sudah ditegakkan sebagaimana diatur
dalam UUD maupun UU pemilu. Kalau demikian penjelasannya,
maka ada kesesuaian antara UU kepemiluan dan semangat
UUD. Dengan melaksanakan semua asas pemilihan tersebut,
maka hasil pemilu mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Legitimasi hasil pemilu merupakan bagian penting dalam
menciptakan pemerintahan representatif.10°

Selanjutnya DPR dan DPRD yang akan memilih pemimpin
lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, melalui
musyawarah untuk mufakat. Jadi dalam prinsip kedua ini,
pemilihan pemimpin lembaga negara di pusat dan di daerah)

diselenggarakan secara tidak langsung sehingga tercapai hasil

104 Tjakrawerdaja, Sistem Ekonomi Pancasila.
105 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023
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pemilihan pemimpin lembaga negara melalui musyawarah untuk
mufakat.

Konsepsi mufakat itu sendiri, sesuai dengan pandangan
tentang hakikat manusia Pancasila, sebagaimana yang telah
diuraikan terdahulu. Konsepsi mufakat bersumber dari
persamaan jiwa dan semangat dalam mengemban hasil karya
bersama, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Dengan
kata lain konsepsi mufakat dapat diartikan sebagai hasil daya
konsensus, sehingga disebut juga sebagai hikmat
kebijaksanaan.'%® Melalui proses pemilihan seperti ini maka
perwujudan kedaulatan dari seluruh rakyat menjadi sebuah
keniscayaan, dan bukan sekadar kedaulatan orang-perorang
atau golongan.

c) Demokrasi sosial

Suatu negara yang menjalankan konsep demokrasi sosial
dituntut untuk menawarkan perlindungan sosial pada warganya
dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi. Disamping itu,
negara juga harus mampu memberikan jaminan pada warganya
supaya berkesempatan memperoleh dan menikmati fasilitas
pendidikan yang memadai. Warga masyarakat tidak hanya
sekedar dimungkinkan memperoleh keterampilan, tetapi juga
diarahkan agar dapat turut ambil bagian dalam dinamika kehidupan
kebudayaan yang lebih luas.%’

Tidak kalah pentingnya, bagi negara yang menjalankan
konsep demokrasi sosial harus dapat menjaga harkat dan martabat
warganya dalam konteks ekonomi dan sosial. Oleh karena itu
negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan dominasi iklim
kapitalis agar tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan

warga. Negara juga harus membuka dan memberdayakan ruang

106 | atif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.
7 Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami
Dinamika Sosial-Politik di Indonesia,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 1, no. 1 (2012): 7.
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publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam
menyalurkan aspirasinyal®®

Di dalam praktek demokrasi sosial, setiap pemerintahan
dituntut memiliki komitmen untuk menjamin adanya kesetaraan
kesempatan dan keadilan bagi setiap warganya. Kesetaraan dan
keadilan itu tidak hanya dalam bidang politik semata, tetapi juga
dalam bidang sosial dan ekonomi. Negara harus memberi jaminan
atas ketersediaan kesempatan dasar dalam kehidupan warga.
Agar dapat melakukan itu semua, negara harus memiliki jaminan
berupa kepastian hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga
negara benar-benar dapat memberikan jaminan kesejahteraan
berbasis hak bagi warganya. Hal ini merupakan tanggung jawab
politik suatu negara demokratis yang dapat mengakomodasi
kebutuhan hajat hidup warganya.%?

Demokrasi sosial bercirikan: a) nilai-nilai dasar dalam bidang
kemasyarakatan dan ekonomi; b) satu penyesuaian konstitusi yang
memuat nilai-nilai dasar yang adil (baik formal maupun dalam
dampak nyatanya); c) hak-hak kebebasan negatif dan positif yang

diberlakukan secara formal dan dampak nyatanya.©

C. Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem
dan pemerintahan. menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan
terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara
bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya,
sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-

bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan

198 Myron. Samuel P. Huntington Weiner, Understanding Political Development (Boston: Little Brown,
1981).

199 Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami
Dinamika Sosial-Politik di Indonesia.”

110 Tobias Gombert, Landasan Sosial Demokrasi (Friedrich Ebert Stiftung, 2010).
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mempengaruhi keseluruhannya itu.''* Sri Soemantri memaknai sistem
pemerintahan berkenaan dengan sistem hubungan antara eksekutif dan
legislative.1*? C.F Strong membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori:
parliamentary executive dan non-parliamentary executive atau the fixed
executive. Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan
menjadi tiga kategori: presidentialism, parliamentary system, dan semi-
presidentialism.'* Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang
dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan
kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang
hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas
lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah
pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang
menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan
rakyat.''4 Secara umum dapat dinyatakan bahwasanya sistem pemerintahan
adalah sekelompok organ (alat) pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam
arti sempit yang bekerja bersama-bersama untuk mencapai tujuan dari
pemerintah itu, yang telah ditentukan sebelumnya, seperti di Indonesia
tujuannya dapat dilihat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945115

Selanjutnya sistem pemerintahan dalam arti sempit menurut Efriza yaitu
sistem penyelenggaraan pemerintahan eksekutif. Dalam arti luas, sistem
pemerintahan dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya ke dalam garis
yang bersifat horizontal dan vertikal. Secara horizontal, bagan organisasi

negara itu dibagi kedalam fungsi-fungsi yang didasarkan atas perbedaan sifat

111 Moh. Harmaily Ibrahim Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: CV Sinar
Bakti, 1981).

112 5rj Soemantri, Bunga Rampai: Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Rl (Jakarta: Komisi Yudisial
RI, 2006).

113 saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem
Presidensial Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

114 Sunarso, Perbandingan Sistem Pemerintahan (Yogyakarta: Ombak, 2013).

115 Fatahullah Jurdi, lImu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara (Yogyakarta: Graha llmu, 2014).
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pekerjaan atau tugasnya, sehingga menghajatkan bentuk organisasi negara
yang berbeda-beda. Sedangkan pembagian organisasi negara itu secara
vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah ataupun negara

bagian yang menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.!t®

Batasan arti sistem pemerintahan menurut para ahli, sistem
pemerintahan pun memiliki pengertian yang berbeda-beda di antara para ahli,
seperti halnya Aristoteles (384-322 SM) yang membagi bentuk pemerintahan
menurut jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi
enam yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republic (politea) dan
demokrasi. Berbeda dengan Aristoteles, Polybius (220-146 SM) membagi
bentuk pemerintahan menurut jumlah orang yang memerintah serta sifat
pemerintahannya, yakni: monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan
anarki  (oklokrasi). Kranenburg (1880-1956), menyatakan adanya
ketidakpastian penggunaan istilah monarki dan republik untuk menyebut

bentuk negara atau bentuk pemerintahan.*'’

Sedangkan Leon Duguit (1859-1928) membagi bentuk pemerintahan
berdasarkan cara penunjukan kepala negaranya. Yakni sistem republik kepala
negaranya diangkat lewat pemilihan, sedangkan sistem monarki kepala
negaranya diangkat secara turun temurun. Jellinec (1851-1911), membagi
bentuk pemerintahan menjadi dua yakni republik dan monarki. Pendapat ini
sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Leon Duguit.''® Selanjutnya
secara garis besar sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara
demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial ataupun
bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga
melahirkan bentuk-bentuk semua (quasi), misalnya quasi parlementer atau

guasi presidential.

116 Efriza, llImu Politik dari llmu Politik sampai Sistem Pemerintahan (Bandung: Alfabeta, 2009).
17 Sunny Ummul. et.all Firdaus, Formulasi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republic
Indonesia Ke-V Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional (Yogyakarta: TS Publisher, 2018).
118 Sunarso, Perbandingan Sistem Pemerintahan.
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Sistem pemerintahan ini sangat dominan dipengaruhi oleh tipe
pemerintahan yang demokratis. Adapun tanda penyelenggaraan tipe
pemerintahan ini dapat dilihat dengan bagaimana kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif di organisir. Selanjutnya guna keperluan tersebut, dalam
pemerintahan demokrasi rakyat diberikan keleluasaan untuk mengatur
pemerintahan mereka baik secara langsung atau melalui pemilihan perwakilan.
Hal ini berbeda dengan pemerintahan otoriter yang membatasi dan melarang
partisipasi rakyatnya. Dua tipe sistem pemerintahan yang popular dalam
pemerintahan demokratis yakni, sistem pemerintahan presidensial dan

parlementer.t1®

Sebagaimana diketahui, sistem pemerintahan parlementer merupakan
sistem pemerintahan yang eksekutif dan legislative (Pemerintah dan DPR)
memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi.t?°
Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang paling luas
diterapkan di seluruh dunia.'?! Sistem pemerintahan parlementer meliputi dua
bentuk: Pertama, sistem pemerintahan parlementer dengan dua partai. Dalam
sistem dua partai ketua partai politik yang memenangkan pemilu sekaligus
ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan langsung sebagai perdana menteri.
Seluruh menteri dalam adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen
dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi menteri harus non aktif dalam
parlemen (kabinet parlementer). Karena partai politik yang menguasai kabinet
adalah sama dengan partai politik yang memegang mayoritas di House of
Commons, maka kedudukan kabinet sangat kuat, sehingga jarang dijatuhkan

oleh parlemen sebelum dilaksanakan pemilu berikutnya.'??

Kedua, sistem parlementer dengan multipartai. Dalam sistem multipartai

di dalam parlemen tidak satu pun dari partai politik yang mampu menguasai

119 | Gede Pantja Astawa, “Interpelasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah,” 2003.
120 Sunarso, Perbandingan Sistem Pemerintahan.

121 Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.

122 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945
(Jakarta: Kencana, 2010).
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kursi secara mayoritas, maka pembentukan kabinet disini sering tidak lancar.
Kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak sebagai
pembentuk kabinet/formatur, dalam hal ini si formatur harus mengingat
perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga setiap kabinet dibentuk

merupakan bentuk kabinet koalisi (gabungan dari beberapa partai politik).123

Sedangkan sistem pemerintahan presidensial, merupakan suatu
pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada
badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar
pengawasan (langsung) parlemen.'?* Selanjutnya Ahmad Sukardja
memberikan  pendefinisian  sistem  presidensial merupakan sistem
pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala
pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak
bergantung kepada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat
dalam menghadapi badan legislatif. Terdapat empat ciri-ciri sistem
pemerintahan presidensial, yaitu: (1) Kepemimpinan dalam melaksanakan
kebijakan (administrasi) lebih jelas pada sistem presidensial, yakni di tangan
presiden, daripada dalam kabinet parlementer, tetapi siapa yang bertanggung
jawab dalam pembuatan kebijakan lebih jelas pada kabinet parlementer
dibandingkan dengan kabinet presidensial; (2) Kebijakan yang bersifat
komprehensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai
kedudukan yang terpisah (seseorang tidak dapat mempunyai fungsi ganda),
ikatan partai yang longgar, dan kemungkinan kedua badan ini didominasikan
oleh partai yang berbeda.; (3) Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara
berada pada satu tangan; (4) Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-
jabatan eksekutif, yang dapat diisi dari berbagai sumber termasuk legislatif.12°
Sedangkan Alan R Ball dan B Guy Peters, sistem pemerintahan presidensial
mempunyai ciri-ciri: (1) presiden adalah kepala negara sekaligus sebagai
kepala pemerintahan; (2) presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi langsung

dipilih oleh rakyat (popular elected); (3) presiden bukan bagian dari parlemen,

123 Tytik.
124 Tytik.
125 Ramlan Surbakti, Memahami limu Politik, 1992.

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia



dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui proses
pemakzulan (impeachment); (4) presiden tidak dapat membubarkan

parlemen.t?6

Pemerintahan-pemerintahan yang demokratis menyediakan
kemungkinan terbaik bagi akuntabilitas, bersikap responsif terhadap tuntutan
Masyarakat, mendorong perdamaian, mudah diprediksi (sikap dan perilakunya)
dan menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Menurut
Robert Dahl, demokrasi memberikan “jaminan kebebasan yang tak tertandingi
oleh sistem politik apapun”.?” Secara instrumental, demokrasi mendorong
kebebasan melalui tiga cara. Pertama, pemilu yang bebas dan adil yang secara
inheren mensyaratkan hak-hak politik tertentu untuk mengekspresikan
pendapat, berorganisasi, oposisi, serta “hak-hak politik mendasar semacam ini
tidak mungkin hadir’ tanpa pengakuan terhadap kebebasan sipil yang lebih
luas. Kedua, demokrasi memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri
(self-determination), “setiap individu hidup di bawah aturan hukum yang dibuat
oleh dirinya sendiri”. Ketiga, demokrasi mendorong otonomi moral, yakni
kemampuan setiap warga negara membuat pilihan-pilihan normative, dan
karenanya pada tingkat yang paling mendalam, demokrasi mendorong

kemampuan untuk memerintah sendiri (self-governing).

Pendek kata, proses demokratisasi mendorong Upaya memberdayakan
kemanusiaan (menumbuhkan tanggung jawab pribadi dan kecerdasan)
sembari menyediakan sarana terbaik bagi rakyat untuk melindungi dan
memajukan kepentingan bersama. Sejalan dengan prinsip-prinsip
konstitusionalisme dan representasi, pemerintah menjadi lebih baik ketika ia
menjadi lebih demokratis. Namun hal ini tidak berarti bahwa demokrasi
electoral bisa dicapai dengan mudah, di negara manapun dan kapanpun.?®

Walaupun demikian, demokrasi membuat pemerintahan lebih responsif

126 Syofyan. Hufron Hadi, llmu Negara Kontemporer (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2016).
127 Robert A Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989).

128 | arry Diamond, “Economic development and democracy reconsidered,” in Reexamining
Democracy: Essays in Honor of Seymour Martin Lipset (Newburry Park: Sage, 1992), 93-139.
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terhadap warga negara yang lebih banyak dan lebih beragam. Pada gilirannya,
“semakin besar peluang untuk mengekspresikan, mengorganisasikan, dan
merepresentasikan berbagai pilihan politik, semakin besar pula jumlah dan
ragam pilihan dan kepentingan yang mungkin direpresentasikan dalam

pembuatan keputusan.?°

Dimensi-dimensi lainnya juga mempertegas demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan yang paling baik. Melalui perlindungan atas hak protes dan
berorganisasi, aliran informasi yang lebih bebas, deliberasi dan transparansi
yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan, penghargaan yang lebih besar
terhadap hukum (termasuk konvensi-konvensi internasional), dan berbagai
mekanisme akuntabilitas, demokrasi memiliki kinerja yang jauh lebih baik

dalam melindungi lingkungan.*3°

D. Pemilihan Umum

Pengakomodiran pengaturan mengenai pemilu terdapat dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum,
bahwasanya pemilu merupakan sarana sarana kedaulatan rakyat untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana dikatakan oleh
Abraham Lincoln, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu untuk menjamin berjalannya
demokrasi, keberadaan pemilu yang bebas dan tidak memihak merupakan
keharusan dalam suatu negara yang demokratis, hal itu juga diperkuat dengan
pendapat dari International Commission of Jurist yang merumuskan bahwa
salah satu syarat utama pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilu
yang bebas dan tidak memihak.13!

129 Robert A Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven: Yale University Press, 1971).
130 Rodger A Payne, “Freedom and The Environment,” Journal of democracy 6, no. 3 (1995): 41-55.
131 Yudhi. Lestanata. Darmansyah Hidayatullah, “Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh
Mahkamah Konstitusi (MK),” Jurnal limiah Mandala Education (JIME) 8, no. 1 (2022): 1021.
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Pelaksanaan pemilu ini merupakan pengimplementasian langsung atas
Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya pemilu merupakan sarana
cerminan penyampaian aspirasi masyarakat dalam setiap pesta demokrasi
guna mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis. Selanjutnya pemilu
juga menjadi sebuah momen negara dan menjadi suatu cara untuk
menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dalam hal
ini DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan
aspirasi masyarakat dengan dilandasi kebebasan pemilih. Adapun tujuan dari
penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan
yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin
konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan
mencegah duplikasi dalam pemilu, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemilu sendiri telah terakomodir dalam hukum Indonesia
sesuai dengan Bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945,
dimana ketentuan penyelenggaraan pemilu diantaranya yaitu pemilu
dilaksanakan setiap lima tahun sekali, pemilu diselenggarakan untuk memilih
anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, serta
pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Selanjutnya pelaksanaan pemilu yang demokratis menjadi hal yang penting
dengan adanya penerapan lima persyaratan, diantaranya yaitu: a) pemilu harus
bersifat kompetitif; b) pemilu harus diselenggarakan secara berkala; c) pemilu
haruslah inklusif; d) pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan
dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak
dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas; e)
penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia
dilandasi dengan asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur
dan Adil), yang secara rinci sebagai berikut:

1. Langsung : Rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara
langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara

2. Umum : Semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah
menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah

berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.
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3. Bebas : Rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa
ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa
pun.

4. Rahasia : Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam
melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak
akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan
suara nya.

5. Jujur : Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat
seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas
pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus
bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

6. Adil : Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta
pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta

bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun

Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk
menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan
pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan
tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu
pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan
menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya
yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini
dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi
tidak langsung (indirect democracy) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan
kehendaknya melalui  sistem  perwakilan.'®>  Syamsuddin  Harris
mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai

sebagai sarana:!®?

132 Jimly Asshiddigie, Pengantar lImu Hukum Tata Negara (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi RI, 2006).

133 Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum: Catatan Pendahuluan dalam
Pemilihan Umum di Indonesia, 1997.
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1. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu
rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan
eksekutif ataupun legislatif

2. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat
diwujudkannya suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;

3. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat
mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung
dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang
demokratis

4. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa
pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan
mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Pentingnya pelaksanaan pemilihan umum pada dasarnya untuk
melaksanakan kedaulatan rakyat, memilih wakil-wakil rakyat, meyakinkan atau
setidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warga negara, mempengarubhi
perilaku warga negara, dan mendidik penguasa negara untuk mengandalkan
kesepakatan, dari rakyat daripada melakukan pemaksaan untuk
mempertahankan legitimasinya.’3* Pemilihan umum adalah merupakan
institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu
negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan
dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan
persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui
pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk
memilih presiden / kepala daerah. Bahkan di negara yang tidak menjunjung
tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak
legitimasi kekuasaan (otoritas). Oleh karena itu, pemilihan umum yang dituntut
demokrasi bukanlah sembarang pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum
dengan syarat-syarat tertentu.

Pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hanyalah
merupakan simbol belaka yang tidak banyak artinya bagi perkembangan
demokrasi. Meskipun ketentuan perundang-undangan yang ada memang

sudah memberikan syarat-syarat tersebut, sebagaimana misalnya istilah

134 Marulak Pardede,Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. 2014, 82
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langsung, umum, bebas, rahasia yang bila dilaksanakan sesuai arti yang
terkandung didalamnya sudah menjamin terselenggaranya pemilihan umum
yang demokratis, akan tetapi yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas
pemilihan umum dari pemilihan umum ke pemilihan umum, sehingga pemilihan
umum yang diadakan semakin lama semakin baik.3°

Ada 3 model

(independent model), model pemerintah (Government model) dan model

penyelenggara pemilu, yakni model independent
campuran antara model independent dan model pemerintah (mixed model).
Perbedaan ketiga model tersebut sebagai berikut:3¢

Tabel 3. Perbedaan model penyelenggara pemilu

Aspek Model Mandiri | Model Model Campuran
Pemerintah Mandiri Pemerintah
Penataan | Secara Terletak di | Secara Berada di
Kelemba | kelembagaan | dalam atau di | kelembagaan dalam arahan
gaan independen bawah arahan | independen dari | pemerintah.
dari cabang | departemen cabang eksekutif
eksekutif negara bagian | pemerintah.
pemerintah dan/atau lokal
Pemerintah.
Penera- | Tanggung Tunduk pada | Memiliki otonomi | Tunduk pada
pan jawab Penuh eksekutif untuk memantau | cabang  eksekutif/
cabang atau mengawasi, | pemerintah, dan
pemerintahan | dan dalam | pemantauan  atau
beberapa kasus | pengawasan dan
menetapkan dalam beberapa
kebijakan untuk | kasus penetapan
implementasi kebijakan oleh

135 Budiono. MENGGAGAS SISTEM PEMILIHAN UMUM YANG SESUAI DENGAN SISTEM

DEMOKRASI INDONESIA. 2017, 37
136 Catt. et al Helena, Electoral Management Design (Sweden: International IDEA, Sweden, 2014).
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komponen

independen

Akuntabili | Tidak melapor | Bertanggung Tidak melapor ke | Bertanggung jawab
tas kepada jawab  penuh | pemerintah  dan | penuh kepada

pemerintah kepada secara formal | pemerintah

tetapi dengan | pemerintah bertang

sangat sedikit gung jawab

pengecualian legislatif, yudikatif

mempertang- atau kepala

gungjawabkan negara

secara formal

kepada

legislatif,

peradilan, atau

kepala negara
Kekuatan | Memiliki Kekuasaan Memiliki Kekuasaan terbatas

kewenangan terbatas pada | kewenangan pada implementasi.

untuk implementasi. | kerangka

mengembangk pengaturan

an  kerangka pemilu secara

peraturan mandiri

pemilu secara berdasarkan

mandiri undang-undang.

berdasarkan Monitor atau

undang- mengawasi

undang. mereka yang

melaksana-kan
pemilu.

Komposi- | Terdiri dari | Dipimpin oleh | Terdiri dari | Dipimpin oleh
si anggota yang | seorang anggota yang | seorang menteri

berada di luar | menteri atau | berada di Iluar | atau pegawai

pemerintah pegawai cabang eksekutif | negeri. Tidak

selama negeri. Dengan | selama berada di
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menjadi sangat dikit | kantor memiliki  anggota,
penyelenggara | pengecualian, | penyelenggara hanya sekretariat.
pemilu. tidak memiliki | pemilu.

anggota,

hanya

sekretariat.

Masa Menawarkan Biasanya tidak | Menawarkan Masa jabatan tidak

Jabatan |jaminan masa | ada anggota, | keamanan masa | dijamin.
jabatan, tetapi | oleh karena itu | jabatan, tetapi
belum tentu | N/A. Staf | belum tentu masa
masa jabatan | sekretariat jabatan tetap
tetap. adalah

pegawai negeri
yang masa
jabatannya
tidak dijamin.

Anggaran | Mengelola Anggaran Memiliki Komponen
anggarannya | adalah anggaran yang | anggaran di
sendiri. komponen dialokasikan kementerian  atau
Terlepas dari | anggaran secara terpisah anggaran
kontrol kementerian pemerintah daerah.
pemerintah. atau anggaran

pemerintah
daerah

Pemilu sebagai mekanisme yang diselenggarakan dalam negara
demokrasi guna menentukan pemerintah dan wakil rakyat yang baru
dilaksanakan berdasarkan sistem pemilu. Hak memilih segenap warga
negara yang disalurkan menjadi suara yang diperoleh peserta pemilu
merupakan bentuk legitimasi yang diperoleh oleh calon pemerintah dan
wakil rakyat. Menurut Valina Subekti, sistem pemilu adalah seperangkat
metode yang mengatur warga negara memilih wakilnya untuk duduk

sebagai pemerintah. Sistem pemilu dapat berupa metode menyalurkan
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suara sebagai kursi dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun metode
untuk menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu berkaitan dengan cara
pemberian suara, perhitungan suara, dan pembagian kursi di lembaga
perwakilan rakyat.3’

Secara konseptual, Ibnu Tricahyo mendefinisikan pemilu dengan
sudut pandang yang abstrak dan filosofis. lbnu menyatakan bahwa
pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta
sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagai sarana
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya
demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan
hukum.138

Keberadaan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tentu berpengaruh
pada penyelenggaraan pemilu. Norma dasar atau asas-asas dan prinsip-
prinsip yang bersifat tetap tentang pemilu di Indonesia itu harus berasal
dan bersumber serta mengalir dan juga merupakan jiwa (ruh) dari UUD NRI
Tahun 1945. Norma dasar atau asas-asas dan prinsip pemilu itu juga tidak
boleh merupakan asas-asas yang dijabarkan dari peraturan perundang-
undangan yang berubah-ubah.*®*® Sehingga sistem pemilu adalah suatu
kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang
merupakan suatu kesatuan yang terorganisasi dan bekerja sama, bahu-
membahu (shoulder to shoulder) ke arah tujuan kesatuan.'*® Dengan

adanya hal ini tentu kesatuan unsur atas pemilu harus dilaksanakan sesuai

137 pyutu Eva Ditayani Antari, Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan
Umum Di Indonesia. 2018, 94-95

138 Muhadam Labolo & Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori,
Konsep dan Isu Strategis). 2015, 50

139 Teguh. Muhammad Prasetyo, Filsafat Pemilu: Untuk Pemilu Bermartabat (Bandung: Nusa Media,
2020), 7.

140 prasetyo, 28.
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dengan falsafah bangsa. Pancasila senantiasa diorientasikan sebagai nilai
dan ideologi yang terbuka sebagai het recht staat in open verbinding met
de werkelijkheid; sehingga selalu memiliki nilai keterkaitan dengan
realitas yang terjadi dengan idealitas yang telah melekat pada
Pancasila sebagai norma dasar. 14!

Lebih lanjut nilai falsafah Pancasila yang harus diterapkan dalam
pelaksanaan pemilu yaitu adanya nilai keadilan, dimana keadilan yang
dimaksud yaitu keadilan pada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu.
Adapun teori keadilan yang dapat digunakan untuk menakar pelaksanaan
pemilu di Indonesia yaitu teori keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat
singkatan dari suatu sebutan lengkap, yaitu teori, jurisprudence, atau
filsafat hukum/philosophy of law/legal philosophy. Keadilan bermartabat
adalah filsafat hukum yang dibangun di Indonesia, hasil rancang bangun
anak bangsa Indonesia sendiri. Filsafat pemilu yang merujuk pada jiwa
bangsa Indonesia dalam hal ini yaitu Undang-Undang Pemilu yang berlaku
berbasis pada logika yuridis bahwa peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang merupakan manifestasi atau perwujudan jiwa bangsa itu
adalah jiwa bangsa yang diderivasi dari Pancasila sebagai jiwa bangsa
juga, namun seperti dikemukakan diatas, Pancasila adalah sumber dari
segala sumber hukum dalam sistem hukum Pancasila. 142

Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum apabila dipandang dalam perspektif keadilan bermartabat
merupakan suatu wujud dari perkembangan dan pembaruan hukum atau
perkembangan jiwa bangsa (volksgeist) yang berkaitan dengan pemilu di
Indonesia dari masa ke masa. Undang-Undang Pemilu, untuk saat ini dapat
dilihat sebagai suatu puncak pemaknaan akan suatu sistem pemilu yang

bermartabat.'*®* Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat

141 Fradhana Putra Disantara, “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika dan Hukum,”
Jurnal Litigasi 22, no. 2 (2021): 222.

192 prasetyo, Filsafat Pemilu: Untuk Pemilu Bermartabat, 130.

143 Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat (Riorentasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi) (Depok:
Rajawali Pers, 2017), 8.
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dapat dicapai apabila semua tahapan pemilu juga mencerminkan
pengejawantahan kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip hukum dan
asas-asas kepemiluan secara universal.'** Terdapat dua sistem pemilihan
umum, antara lain sebagai berikut:
1. Sistem Distrik!4°
Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan
didasarkan atas kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik
memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah
atau distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, calon
yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang,
meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang
pendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat
membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di
distrik lain. Beberapa keunggulan dari sistem distrik:

a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena
kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya
satu. Hal ini akan dapat mendorong parpol menyisihkan
perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.

b. Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat
dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan
partai tanpa ada paksaan. Di Amerika dan Inggris sistem ini
telah menunjang bertahannya sistem dwi partai.

c. Karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh
komunitasnya sehingga hubunganya dengan konstituen lebih
erat dan orang yang telah terpilih akan cenderung
memperjuangkan kepentingan distriknya.

d. Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui

distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain,

144 Junaidi. Agmar Media Ahmad, “Penegakan Hukum Kepemiluan Untuk Pemilu Bermartabat,” Jurnal
Sosial Humaniora Sigli 4, no. 1 (2021): 78.

145 Budiono. Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia.
2017, 38-39
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sehingga memperoleh dukungan mayoritas. Sehingga partai
pemenang dapat mengendalikan parlemen.

e. Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai
parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.

Kelemahan dari sistem distrik, antara lain:

a. Kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan
minoritas.

b. Kurang representatif, karena partai yang calonnya kalah dalam
suatu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya.

c. Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural
karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.

2. Sistem Proporsionall4®

Dalam sistem ini, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat
dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah
suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidigie mencontohkan
model dari sistim ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu
1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi,
maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara.
Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang
diperoleh setiap parpol. Kelebihan atau keuntungan yang dimiliki
dalam penerapan sistem proporsional, yaitu:

a. Sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah
kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara
masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.

b. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi
(kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam
parlemen tanpa adanya suara yang hilang). Semua golongan
dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menampilkan

wakilnya dalam parlemen.

146 Budiono. Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia.
2017, 39-40

Nurida Maulidia Rahma, Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang. 2022,
68
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Kelemahan dari sistem distrik, antara lain:

a. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja
sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-
persamaan yang ada, tapai cenderung mempertajam
perbedaan-perbedaan. Sehingga berakibat pada
bertambahnya jumlah partai.

b. Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai
menentukan daftar calon.

c. Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan
menyulitkan suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50%
lebih).

3. Gabungan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional4’
Karena dari kedua sistem tersebut mempunyai kelebihan dan
kekurangan masing-masing, maka beberapa negara mencoba untuk
menggabungkan kedua sistem tersebut. Jerman adalah salah satu
contoh negara yang berhasil menerapkan gabungan kedua sistem ini,
di Jerman setengah dari parlemen dipilih dengan sistem distrik dan
setengahnya lagi dengan sistem proporsional. Setiap pemilih
mempunyai dua suara, pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik
(sebagai suara pertama) dan pemilih juga memilih partai dengan
dasar sistem proporsional (sebagai suara kedua).
Bagan 2. Sistem Pemilu

Sistem Pemilu

) Gabungan
Proporsional

147 Budiono. Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia.
2017, 40
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BAB Il

METODE KAJIAN

A. Objek Kajian
Objek kajian dari penelitian adalah “Demokrasi”. Bahwasanya hakikat
penerapan demokrasi di Indonesia terejawantahkan pada Pancasila sila
keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”. Sistem demokrasi ini juga termaktub dalam
Pembukaan UUD NRI 1945 Alenia 4 “Maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedudukan rakyat”. Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 UUD NRI
Tahun 1945 menyatakan bahwasanya “Kedaulatan berada di tangan rakyat

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

B. Jenis dan Pendekatan Kajian
Jenis penelitian dalam penyusunan kajian ini adalah penelitian normatif.
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud
Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research)
adalah selalu normatif 148, Adapun penelitian hukum (legal research) adalah
menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma
hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai
dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan
norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.4°
Adapun jenis kajian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut
Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan

148 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.
149 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2005), 47.
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dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaat berbagai metode ilmiah.1%°
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu
data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data
yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena
itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih
menekankan pada makna.'®' Setidaknya terdapat tiga tahapan utama
penelitian kualitatif menurut Sugiyono yaitu:1>?

Gambar 3. Tahapan penelitian kualitatif

— —
Tahap Reduksi  [I* Tahap Seleksi
Deskripsi/Orientasi

1. Tahap deskripsi atau orientasi. Peneliti mendeskripsikan informasi yang
diperolehnya yaitu mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan
dirasakan secara sepintas. Tahap ini merupakan tahapan awal
mendeskripsikan informasi yang diperolehnya secara sepintas, peneliti
mendeskripsikan secara singkat sebagai orientasi awal terhadap apa yang
dilihat, didengar dan dirasakan oleh subjek yang diteliti.

2. Tahap reduksi. Peneliti melakukan proses reduksi informasi (mereduksi)
segala informasi yang diperoleh pada tahap deskripsi atau orientasi untuk
difokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi. Peneliti menguraikan masalah sebagai fokus yang telah
ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara
mendalam tentang fokus masalah tersebut. Hasil yang diperoleh adalah
berupa tema-tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh dari

lapangan menjadi suatu pengetahuan atau bahkan teori baru. Hasil dari

150 | J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
151 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Syakir Media Press, 2021).
152 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta,

2012).
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penelitian kualitatif dapat juga dijadikan hipotesis untuk penelitian kuantitatif

pada penelitian selanjutnya.

Tiga tahapan tersebut di atas dijabarkan secara spesifik ke dalam tujuh
langkah penelitian kualitatif (Sudjana, 2001) yaitu identifikasi masalah,
pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian,
pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori dan pelaporan hasil
penelitian. Dalam suatu penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dapat
digunakan untuk menemukan informasi guna menjawab permasalahan hukum
yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara
pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu
memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Adapun
pendekatan hukum ini terdiri atas pendekatan undang-undang (statute
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan
pendekatan perbandingan (comparative approach). Seluruh jenis pendekatan

penelitian ini digunakan dalam penyusunan kajian.

. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono, terdapat empat teknik dalam pengumpulan data kualitatif
yaitu:

Gambar 4. Teknik pengumpulan data kualitatif

|

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia



1. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara
sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.153 Kegiatan
observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan
dengan menggunakan panca indra untuk mendapatkan informasi.
Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang
perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan
situasi yang ada dan sebagainya.

2. Wawancara (interview)
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang
untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah
makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Sedangkan menurut
Zuriah'>4, wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara
lisan. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam
dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil
observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara
mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan
keakuratan data yang diperoleh.

3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara
visual, verbal maupun tulisan. Bahwa dokumentasi merupakan cara
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk
juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang
berhubungan dengan masalah penelitian.'>> Jadi dokumen dapat dijadikan
sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah
berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang

dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

153 N Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara,
2009).

154 Zuriah.

155 Zuriah.
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dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai
pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.
4. Triangulasi

Triangulasi dapat dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan data
yang digunakan peneliti untuk menguji apakah data yang dihasilkan
merupakan data yang kredibel. Dengan kata lain, triangulasi merupakan
usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari
berbagai sudut pandang yang berbeda. Terdapat beberapa jenis triangulasi
yaitu triangulasi peneliti (investigator triangulation), triangulasi metode/
teknik (methodological triangulation), triangulasi sumber/data (data

triangulation), dan triangulasi teoritis (theoretical triangulation).

Berdasarkan keempat teknik di atas, teknik yang digunakan dalam
penyusunan kajian yaitu adalah metode wawancara, dokumentasi, dan
triangulasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai operasionalisasi teknik

pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara (interview) dilaksanakan kepada person (orang) yang
memahami mengenai konsep sistem demokrasi di Indonesia, baik
pemerintah, akademisi maupun organisasi Masyarakat. Metode yang
digunakan adalah Focus Group Discussion dan wawancara mendalam
(depth interview) kepada aktor-aktor yang tercantum dalam Tabel 1
(Informan Kajian Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia)

2. Dokumentasi yang bersumber pada data primer, sekunder dan tersier
dalam bentuk paper (kertas) mengenai sistem demokrasi di Indonesia.
Adapun data primer diperoleh melalui kajian seluruh peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari rancangan undang-
undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum dan politik.
sedangkan data tersier diperoleh dari petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti ensiklopedia, kaus
dan indeks kumulatif.

3. Triangulasi dilakukan dengan metode triangulasi sumber/data dan teoritis.
Proses triangulasi ini dilaksanakan melalui sinkronisasi atas data kajian
dengan data wawancara ahli yang didapat. Triangulasi ini akan memberikan

gambaran sinergitas dan
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D. Penentuan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak
pengalaman tentang latar penelitian.'>® Pemilihan informan harus didasari pada
keterkaitan informan tersebut dengan sesuatu yang diteliti sehingga hasil data
penelitian yang didapat berdasarkan informan tepat dan sesuai pada realita.
Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Purposive
sampling termasuk satu dari beberapa jenis pengambilan sampel non
probabilitas, karena peneliti tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan temuan

penelitian.
Adapun informan dalam Kajian Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Informan Kajian Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia

No. Informan Nama Informan Jumlah

1. | Dewan Etik Mahkamah | Prof. Dr. Sudijito, S.H., M.Si. 1
Konstitusi Republik
Indonesia dan Akademisi

2. |Ketua Badan Pengawas | Muhammad Amin, S.AP., 1
Pemilihan Umum Jawa | M.H.

Tengah

3. | Koordinator Divisi Hukum | Eko Budiyanto, S.H., M.H. 1
dan Penyelesaian
Sengketa Badan Pengawas

Pemilu Sukoharjo

4. | Komisioner Komisi | Paulus Widiyantoro, S.E., 1
Pemilihan Umum Jawa | M.M

Tengah

156 | exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
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5. | Akademisi/ Guru Besar llmu | Prof. Dr. Triyanto, S.H., 1
Pendidikan M.Hum
Kewarganegaraan

6. | Akademisi/ Guru Besar | Prof. Dr. Mohammad Jamin, 1
Sosiologi Hukum dan | S.H., M.Hum
Kemasyarakatan

7. | Akademisi/ Ketua Pusat|Dr. Drs. Hassan Suryono, 1
Studi Radikalisme dan Anti | S.H., M.Pd., M.H.
Terorisme Universitas
Sebelas Maret

8. | Organisasi Masyarakat | Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., 1
(Aktivis Politik Hukum dan | M.M
Hak Asasi Manusia)

9. | Akademisi/ Ahli Hukum Tata | Andy Omara, S.H, 1
Negara M.Pub&lInt.Law.,Ph.D

10. | Akademisi/ Ahli Hukum Tata | Dr. Agus Riwanto, S.H., 1
Negara S.Ag., M.Ag

11. | Akademisi/ Ahli Hukum Tata | Dr. Jadmiko Anom Husodo, 1
Negara S.H., MH

12. | Akademisi/ Ahli Imu | Dr. Muhtar Haboodin, S.IP., 1
Pemerintahan MA.

13. | Akademisi/ Ahli Hukum Tata | Achmad, S.H., M.H. 1
Negara

14. | Akademisi/ Ahli Hukum Tata | Arga Baskara, S.H., M.H. 1
Negara

Jumlah Orang 14
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Kerangka Berpikir

Bagan 3.

Kerangka Berpikir Kajian

UUD NRI Tahun 1945

l

Demokrasi

Demokrasi Pancasila

Hak Asasi Manusia

Kesesuaian Regulasi Dengan
UUD NRI Tahun 1945

Penguatan Demokrasi
Pancasila

Metode Yuridis Normatif

Analisis Regulasi Kepemiluan

Indepth Interview

Analisis  Konsep  Negara  Hukum,
Demokrasi, Demokrasi Pancasila, Sistem
Pemerintahan, Sistem Pemilu, Partisipasi
Masyarakat, HAM

Formulasi Regulasi
Telah Sesuai
Regulasi Belum
Optimal Dalam
Implementasinya
Perlu Stratetgi
Pengoptimalisasian
Norma

Penguatan Struktur dan Kultur
Demokrasi
Penguatan Pendidikan
Demokrasi

Penguatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyusunan
Peraturan Kepemiluan

Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Pembentukan Buku Panduan
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F. Waktu Pelaksanaan Kajian

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Kajian Akademik Penguatan Sistem

Demokrasi Indonesia adalah 34 (tiga puluh empat) hari kerja, terhitung sejak

24 Oktober — 10 Desember 2023. Berikut merupakan tabel waktu kegiatan

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia:

Tabel 5. Jadwal Kegiatan

No.

Kegiatan

Bulan
Oktober

Bulan November

Bulan Desember

1l v | 1 11

Tahap Persiapan

a. Diskusi Awal

b. Pembuatan
rencana detail

pekerjaan

c. Pengumpulan
data dan
informasi

awal

Tahap Pengumpulan

Data dan Informasi

a. Studi

Literatur

b. Perumusan
instrument
pengumpulan

data primer
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c. Pelaksanaan
wawancara/F
GD

d. Penyampaian
Laporan
Pendahuluan

Tahap Penyusunan
Penelitian

a. Perancangan

konsep laporan
akhir

Penyampaian
dan  konsultasi

kepada pengusul

Penyempurnaan

laporan akhir

Presentasi
laporan akhir
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Regulasi Serta Pelaksanaan Sistem Demokrasi Dan Sistem
Pemilu Di Indonesia Dengan UUD NRI Tahun 1945

1.

Analisis Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Gelombang demokrasi cukup mendorong perubahan paradigma
substansi peraturan perundang-undangan menjadi lebih demokratis.
Arah kedemokratisan itu ditandai dengan adanya gelombang perubahan
amandemen pertama UUD NRI 1945 yang dilaksanakan empat tahap,
yakni di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dari perubahan yang terjadi
mengakibatkan perubahan yang mencolok seperti pada perubahan
norma-norma dalam kehidupan bernegara yang menegaskan bahwa
negara Indonesia ialah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini sejalan
dengan sistem demokrasi Indonesia yang dijalankan sekarang yakni
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa kekuasaan itu berasal
dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, maka rakyat akan
melahirkan suatu aturan yang memberikan kebermanfaatan dan
melindungi hak-hak mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, hal ini
perlu dilakukan suatu peraturan bersama yang mendukung dan menjadi
landasan pijakan internal kehidupan bernegara untuk menjamin dan
melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut
Konstitusi. Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan
adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat
dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat... “Kedua, pada
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang
Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada
pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Asas
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kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam
konstitusi banyak Negara. Meskipun demikian, setiap Negara
mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas
tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negara menganut
sistem pemerintahan presidensial.

Dengan adanya rumusan Pasal 1 ayat [2] UUD 1945 maka perlu
dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut
UUD, karena UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan norma-
norma pengaturan Negara. Oleh karenanya status dari UUD adalah
sebagai hukum positif. Teori-teori tentang pelaksanaan asas kedaulatan
rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik atau pun ahli hukum
sangat beragam, dan tidak jarang terdapat perbedaan atau
pertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam
sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, yaitu
ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Kalau terdapat ketentuan
yang perlu penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat
penafsiran yang komprehensif berdasar pada hukum positif yang ada,
dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri. Penafsiran yang parsial akan
menyebabkan ketidak taatan asas yang dapat menyebabkan hukum
yang dilahirkan oleh penafsiran tersebut sangat parsial dan
menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lain.
Sementara pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu sendiri bisa
dilakukan secara langsung, dan bisa juga melalui lembaga perwakilan.

Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan
demokrasi dalam tiga masa:

. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran
parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi
parlementer;

. Masa Republik Indonesia Il, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam
banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang
secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek

demokrasi rakyat;
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c. Masa Republik Indonesia lll, yaitu masa demokrasi Pancasila yang
merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan  demokrasi
presidensial, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde
Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang
disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD
1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan

penguatan sistem presidensial

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang memusatkan
republik presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Sistem
presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada
kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai
kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada
badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi
badan legislatif. Keberadaan sistem presidensial dinilai Jimly Asshiddigie
ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem
presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan
kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai
bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup
besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk
mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh

sistem ini.

Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensial, diantaranya
pertama, kepala Negara juga menjadi kepala pemerintahan, kedua,
pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, ketiga, menteri-
menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, keempat, posisi
eksekutif dan legislative sama-sama kuat. Menurut Bagir Manan, sistem
pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai dikatakan subsistem
pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam
negara yang berbentuk republik. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem

pemerintahan presidensial, yaitu :
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a. Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan
legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan
eksekutif tidak terbagi.

b. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara,

c. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang
bertanggung jawab kepadanya,

d. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan
sebaliknya,

e. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan

f. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Penerapan sistem presidensial di Indonesia sebenarnya menciptakan
polemik-polemik dalam ketatanegaraan. Pasalnya apabila ditelaah,

kelemahan sistem presidensial ini diantaranya:

a. Pemilihan presiden dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama
dilakukan bersamaan dengan pemilihan umum yang berfungsi sebagai
preliminary presidential election untuk mendapatkan dua paket calon
presiden dan wakil presiden. Dua paket yang memperoleh dukungan
terbanyak relativitas paket calon lainnya, disahkan sebagai paket calon
yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahap pemilihan presiden.
Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi
presiden dan wakil presiden. Jarak antara pemilihan umum dan
pemilihan presiden adalah antara 4-6 bulan, sehingga perhatian publik
dapat terfokus dan penting sekali untuk pendidikan politik dan
demokratisasi.

b. Untuk mengatasi problem banyaknya jumlah partai, maka sejak masa
kampanye partai-partai politik dimungkinkan untuk saling berkoalisi atau
bekerja sama dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Harus
dimungkinkan calon Presiden dari Partai A sedangkan calon Wakil
Presiden dari partai B, asal hal itu dideklarasikan sebelum kampanye
pemilu. Paket yang dianggap memenangkan pencalonan dihitung dari
gabungan jumlah kursi yang diperoleh kedua partai tersebut dalam

parlemen. Jika parlemennya dua kamar, maka jumlah kursi yang
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dihitung adalah kursi yang berhasil dimenangkan di DPR dan DPD
sekaligus.

c. Setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka sesuai prinsip
presidensial, maka berdualah yang menentukan personalia kabinet.
Tanggung jawab kabinet berada di tangan Presiden. Untuk mengatasi
kemungkinan divided government yang ditakutkan bisa saja anggota
kabinet direkrut atas tanggung jawab Presiden sendiri melalui
pendekatan tersendiri dengan pimpinan partai lain diluar koalisi partai
Presiden dan Wakil Presiden. Betapapun juga menjadi anggota kabinet
bagi para politisi tetap lebih menarik dibandingkan dengan menjadi
anggota parlemen. Akan tetapi, sesuai prinsip presidensial tanggung
jawab tetap berada di tangan Presiden.

d. Dalam sistem presidensial, Presiden tetap dapat diberhentikan ditengah
jalan melalui mekanisme yang dikenal dengan sebutan impeachment
dibatasi hanya dapat dilakukan karena alasan pelanggaran hukum
(kriminal) yang menyangkut tanggung jawab personal (Individual
responsibility). Diluar alasan hukum, proses tuntutan pemberhentian
tidak dapat dilakukan seperti halnya dalam sistem parlementer melalui
mekanisme mosi dan tidak percaya (vote or cencuro). Oleh karena itu,
tidak perlu ada kekhawatiran jika Presidennya diberhentikan dan Wakil
Presiden tampil sebagai pengganti meskipun ia berasal dari partai yang
berbeda.

e. Dalam sistem presidensial, hakikat pertanggungjawaban
pemerintahannya tidak hanya bersifat kolektif, melainkan bersifat
individual. Oleh karena itu, jika kepala Pemerintahaan berhenti atau
diberhentikan, pemerintahan dan kabinetnya tidak perlu terpengaruh
dan harus ikut dibubarkan seperti dalam sistem parlementer. Oleh
karena itu, tidaklah ada alasan untuk mengkhawatirkan penerapan

sistem presidensial itu untuk Indonesia di masa depan.

Untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial
yang dianut Indonesia, sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-
unsur dari sistem pemerintahan parlementer. Beberapa variasi dari sistem

pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
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a. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari
DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden
meskipun secara tidak langsung.

b. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.

c. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan
atau persetujuan dari DPR.

d. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk

undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem
presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya
pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and
balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen

untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Disamping kelemahan, sistem demokrasi Indonesia memiliki kelebihan
diantaranya ialah Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak
dapat dijatuhkan DPR, Pemerintah punya waktu untuk menjalankan
programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet, Presiden tidak dapat
membekukan dan atau membubarkan DPR, Kelemahan Sistem
Pemerintahan Indonesia, Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan
konsentrasi kekuasaan ditangan Presiden, Sering terjadinya pergantian
para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden, Pengawasan rakyat
terhadap pemerintah kurang berpengaruh, Pengaruh rakyat terhadap

kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

a. Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1
Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang

berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa
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bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk
pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik,
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala
negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada
Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut
sistem pemerintahan presidensial.

Pembukaan konstitusi suatu negara adalah bagian yang paling
sakral dari suatu konstitusi. Di dalamnya termuat berbagai hal,
kejadian, impian-impian, yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa
yang bersangkutan. Konstitusi, khususnya pembukaan adalah sarat
dengan ide, cita-cita, moralitas, sedangkan sistem perundang
undangan adalah pembadanan (embodiment), ide tersebut. Undang-
undang Dasar 1945 adalah suatu perjanjian khidmat (solemn pledge)
yang dibuat oleh bangsa Indonesia, sehingga ia merupakan dokumen
ruhani daripada teks hukum. la tidak kuantitatif tetapi kualitatif, tidak
konkret tetapi umum (general).

Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi di Indonesia, pada
pokok pikiran pertama mengulas mengenai negara kesatuan. Negara
Kesatuan sendiri tercantum sebagaimana sila ke-3 Pancasila
“Persatuan Indonesia”. Dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok
pikiran mengenai paham Negara Kesatuan, ialah negara yang mampu
melindungi segenap bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah
negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham
golongan dan paham perseorangan.

Pada pokok pikiran kedua mengulas mengenai negara berkeadilan
sosial sebagaimana sila ke-5 Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”’. Dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok
pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil serta makmur. Negara

Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya.
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Pada pokok pikiran ketiga membahas mengenai negara
berkedaulatan rakyat, sebagaimana termuat dalam sila ke-4 Pancasila.
Dalam pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran adalah sistem
kenegaraan yang terbentuk dalam UUD harus dilandaskan pada
kedaulatan rakyat serta berlandaskan pada permusyawaratan
perwakilan, dimana pokok pikiran ini memiliki kesesuaian dengan sifat
masyarakat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan
rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan
rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi.

Pada pokok pikiran keempat meninjau mengenai negara
berketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat dalam sila ke-1
dan ke-2 Pancasila. Dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok
pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang
maha Esa yang berdasarkan kemanusiaan yang adil serta beradab.
Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar memuat tentang mewajibkan
budi pekerti yang luhur serta selalu memegang teguh cita-cita moral
rakyat.

Dari pernyataan pokok-pokok pikiran di atas, tercipta dasar-dasar
Penyelenggaraan Negara dalam hal “Negara Hukum dan Kedaulatan
Rakyat”. Penegasan kedaulatan rakyat dalam konteks Negara hukum
Indonesia termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun
1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar’, dan “Negara Indonesia adalah Negara
hukum”, Dengan demikian kedaulatan berada di tangan rakyat dan
segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat

Negara dan masyarakat haruslah didasarkan pada aturan hukum.
Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaan
kedaulatan rakyat itu diselenggarakan menurut prosedur konstitusional
yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional
democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan
kedaulatan hukum (nomocratic) diselenggarakan secara beriringan
“sebagai dua sisi dari mata uang yang sama”. Undang-Undang Dasar
menganut pengertian bahwa Negara Indonesia itu adalah Negara
Hukum yang Demokratis (democratische rechtsstaat) dan sekaligus
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adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas Hukum (constitutional
democracy) yang tidak terpisah satu sama lain.

Sistem penyelenggaraan negara di Indonesia didasarkan pada
asas pemisahan kekuasaan. Tidak adanya pertanggungjawaban
bersama antara eksekutif dan legislatif artinya kepala
pemerintahan/eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen/legislatif,
sebaliknya parlemen tidak berhak meminta kepada kepala
pemerintahan untuk mengundurkan diri. Tidak ada
pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dengan para
menterinya Presiden dipilih oleh pemilih baik secara langsung maupun
melalui dengan pemilihan. Hal tersebut termasuk pernyataan
karakteristik dari sistem presidensial.

Gambar 5. Sistem pemilihan presidensial

elect

Choosen

L

Cabinet Misters
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Dapat dijabarkan pula bahwa sistem penyelenggaraan negara di
Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pemilihan presiden dipilih secara
langsung. Sebelum perubahan, pemilihan presiden dan wakil presiden
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam Pasal
6A UUD NRI 1945 mengatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya 2
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(dua) periode dan penegasan masa jabatan presiden harus tetap dan
atau pasti “fix term”. Pasal 7 UUD NRI 1945 menyatakan, “Presiden
dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya

untuk satu kali masa jabatan”.

Pengaturan tentang pemberhentian presiden, atau yang dikenal
dengan istilah pemakzulan (impeachment) yaitu apabila “Presiden
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai presiden dan/atau wakil presiden” sebagaimana diatur pada
Pasal 7A UUD NRI 1945. Mempertegas peran Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembuat Undang-Undang. Tiap-tiap
Undang-Undang menghendaki persetujuan DPR. Hal ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Posisi
DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Pasal 7C UUD NRI 1945
menyebutkan, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Adapun karakteristik yang menonjol dari sistem presidensial yang

dianut oleh Indonesia adalah:

a) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi
penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi
dibawah Undang-Undang Dasar.

b) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung
dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen,
melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang
memilih.

c) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan
pertanggungjawaban secara hukum apabila Presiden dan/atau
Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.
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d) Para menteri adalah pembantu Presiden.

e) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya
dalam sistem Presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan
untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa
jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang
sama lebih dari dua masa jabatan.

Gambar 6. Prinsip Check and Balances

UUD NRI TAHUN 1945

Eksekuti 1 Yudikatif

* f
PRESIDEN MA MK
Psl4sd 16 Psl 24B Psl 24C

Legislatif

DPD
MPR
. Psl 22C sd

Legislasi/Pengawasan/Anggaran Juducial Review

Konstitusional
Review

Prinsip checks and balances

Sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis juga mempengaruhi
terciptanya bentuk otonomi daerah di sistem pemerintahan Indonesia.
Sehingga, pada regulasi UUD NRI 1945 menganut dua pola pembagian
kekuasaan negara yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal
dan secara vertikal. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dipertegas
pula bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik”. Adanya otonomi daerah tercipta asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
berdasarkan Asas Otonomi. Desentralisasi adalah wewenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan
oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan
pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun
fungsional. Satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan
mengatur dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan

pemerintahan.
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Dekonsentrasi  sendiri adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan, Tugas
Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

b. Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Ketatanegaraan
Pasca reformasi bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan
negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan
setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik
secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-
undangan di Indonesia baik di dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28,
maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005
mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang
harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat,
hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan,
hak mendapatkan keadilan.
Adapun prinsip-prinsip demokrasi bisa dijabarkan di bawah ini:
a) Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik;
b) Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara;
c) Tingkat kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui oleh
para warga negara,
d) Suatu sistem perwakilan;

e) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dapat pula dilihat berdasarkan
Pancasila, sebagai berikut:

a) Prinsip Kerakyatan
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Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara
ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di
tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal, dan tidak terbagi.

b) Prinsip Hikmat Kebijaksanaan
Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan
rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan.
Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak tuhan YME, sementara
kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia dalam mencari
kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang
diterapkan di Indonesia.

c) Prinsip Permusyawaratan
Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan,
yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran
demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat
menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang
beragam.

d) Prinsip Perwakilan
Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip
perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia

diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti

Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia , rakyat memiliki
para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka
menyelenggarakan kehidupan bernegara. Konstitusi Indonesia, UUD 1945,
menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden
dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada DPR dan
MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hirarki, rakyat adalah
pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan melalui
pemerintah. Pada era presidensial Sukarno, Indonesia sempat menganut
demokrasi terpimpin 1956, Indonesia juga sempat menggunakan
demokrasi Pancasila pada era presiden Suharto. Setelah era Suharto,
Indonesia kembali menjadi negara demokrasi yang benar-benar
demokrasi. Pemilu demokrasi yang diselenggarakan tahun 199 dan pada

tahun 2004, untuk pertama kali bangsa Indonesia menyelenggarakan
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pemilu presiden. Dan ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi
di Indonesia, dan perkembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat
bagi warga negara ini akan terus berproses seiring dengan dinamika rakyat

Indonesia dan sistem ketatanegaraan yang ada.

Konsep demokrasi di NKRI dapat dipandang sebagai sebuah
mekanisme dan cita cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok
yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang
disebut kerakyatan. Dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau
pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia, berdasarkan pada tiga
hal, yaitu :

a) Nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan itu sendiri, dari, oleh

dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila dari Pancasia;

b) Transformasi nilai-nilai pada bentuk dari sistem pemerintahan;

c) Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila

dan UUD 1945.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi di
pemerintahan Indonesia adalah pengakuan HAM, hakikat manusia, yaitu
pada dasarnya warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama
dalam hubungan sosial sesama warga negara. Demi terjaminnya tegaknya
sistem demokrasi dan tegaknya keadilan, serta HAM, maka keberadaan
negara hukum, adalah mutlak. Konstitusi baru ideal jika ada jaminan
kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan
pemerintah, serta control yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan

pemerintah itu sendiri.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia dapat dilihat sebagai
berikut.

a) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.
Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
b) Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem

pemerintahan presidensial.
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c) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
dalam satu paket.

d) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab
kepada presiden.

e) Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota
dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif
dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

f) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya.

c. Negara Demokrasi dalam Menjamin Hak Warga Negara Menurut UUD NRI
Tahun 1945

Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus
menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus
bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan
parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap
upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai
pengebirian berpendapat. Bahkan undang undang baru seperti Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan
oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengebiri
kebebasan berpendapat.

Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika
adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam
berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus
men”justifikasi” fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan
berpendapat tidak boleh memutarkan balikkan fakta kebenaran yang
ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama
baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan
kesopanan tidak terlalu masalah karena sanksi yang didapat hanyalah
sekedar sanksi sosial.

Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak
untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, bahkan hak
kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi
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dalam aas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut
tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Ada juga yang penyalurannya
lewat lembaga perwakilan di DPR atau DPRD dan hak kebebasan
berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang lain karena
pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan
berpendapat yang posisinya sama.

Dalam menggunakan hak mengemukakan pendapat yang dianut
negara kita, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung
jawab. Bebas artinya, bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat
dikemukakan secara bebas tanpa ada tekanan dari siapapun juga.
Sedangkan bertanggung jawab artinya, bahwa ide, pikiran atau
pendapat tersebut mesti dilandasi oleh akal sehat, niat baik dan norma-
norma yang berlaku.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus
dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 28 UUD NRI Tahun
1945 serta amandemen yang sudah empat kali dilakukan serta prinsip
hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29
deklarasi universal HAM dekrit 1949 yang berlaku secara universal di
dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998
tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat
lima asas, yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab
dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu :

a) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
b) Asas musyawarah dan mufakat

c) Asas kepastian hak dan keadilan

d) Asas proporsionalitas

e) Asas manfaat

Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat
di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai

tujuan untuk:
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a) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu
hak asasi manusia, sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;

b) Mewujdukan perlindungan hukum yang konsisten dan
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan
pendapat;

¢) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan
kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung
jawab dalam kehidupan berdemokrasi;

d) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan

perorangan atau kelompok.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
b) Menghormati aturan-aturan moral yg diakui umum
c) Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku

d) Menjaga keamanan dan ketertiban umum

e) Menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu :

a) Pendapat yang dikemukakan serta argumentasi yang kuat dan masuk
akal sehingga tidak sembarangan berpendapat

b) Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak sehingga
bermanfaat bagi kehidupan bersama

c) Pendapat dikemukakan dalam kerangka aturan yang berlaku, sehingga
tidak melanggar hak

d) Orang yang berpendapat harus terbuka dan siap menerima kritik dan
saran dari orang lain

e) Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh suatu keinginan dan
kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan

demokrasi
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Tetapi warga negara bebas mengungkapkan pendapat asal tidak

bertentangan dengan filsafat yakni Pancasila, UUD 1945, dan tujuan

negara republik Indonesia.

Gambar 7. Perkembangan Konstitusi
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Penyelenggaraan demokrasi kini bertumpu pada UUD 1945 setelah
mengalami amandemen. Secara redaksional tugas, fungsi dan wewenang
DPR sebagai perwujudan aspirasi rakyat masih seperti pengaturan UUD
1945 lama. Perubahan hanya menyangkut sistematika pengaturan, tidak
mengenai substansi materi pengaturannya. Pada dasarnya DPR
mempunyai fungsi legislasi (pengaturan), pengawasan dan budgeting

(anggaran). Ada satu kritik yang menyangkut sistem pemerintahan negara.

Sistem pemerintahan presidensial yang dipertahankan dalam UUD 1945
setelah amandemen oleh Yusril Ihza Mahendra dan 14 beberapa tokoh lain
dipandang perlu diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer.
Alasannya untuk memberi tempat kepada orang yang mempunyai
kharisma dan pengikut tetapi kurang kapabel untuk mengantisipasi sistem
multi partai yang tak mungkin menghasilkan pemenang mayoritas mutlak.
Sementara ada pendapat sistem

lain yang tetap menghendaki
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pemerintahan presidensial. Menurut pendapat tersebut otoriterisme yang
menggejala selama ini, bukan disebabkan oleh sistem pemerintahan yang
dianut tetapi oleh tidak dielaborasikannya secara ketat prinsip-prinsip
konstitusionalisme dalam UUD NRI Tahun 1945.

Diakui bahwa UUD NRI Tahun 1945 memang membangun sistem
executive heavy, mengandung ambigu, terlalu banyak atribusi kewenangan
sehingga seringkali penguasa negara menggunakannya guna
mengakumulasikan kekuasaannya secara terus menerus. Tepatlah kalau
dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan “yang sangat penting
dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat,
semangat para penyelenggara negara”’. Namun sayangnya kepercayaan
tersebut tidak dikawal dengan sistem yang ketat. Mengenai pelaksanaan

demokrasi.

Setelah amandemen UUD NRI 1945 menunjukkan suatu kemajuan.
Terbukti bahwa sebagian besar aspirasi rakyat tentang penyelenggaraan
pemerintahan negara telah terakomodir. Sistem pengawasan, regulasi dan
budgeting dari DPR berjalan lancar tanpa campur tangan ataupun
intimidasi dari kekuasaan atau rezim yang sedang berkuasa. Hal itu
menandakan adanya semangat ari penyelenggara pemerintahan negara
untuk tidak keluar dari koridor konstitusi dalam mengartikulasikan
demokrasi. Checks and balances memang perlu dalam penyelenggaraan
negara. Terlalu kuatnya posisi DPR dibanding pemerintah akan
menjadikan ketidakberdayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi-

fungsinya.

Sebaliknya, terlalu kuatnya pemerintah ketika berhadapan dengan DPR
akan menjadikan lemahnya fungsi regulasi, pengawasan dan budgeting.
Untuk menciptakan suasana dinamis dalam penyelenggaraan negara tidak
hanya dibutuhkan konstitusi yang memberikan bingkai pengaturan tentang
demokrasi tetapi juga adanya kesadaran dari pihak pemerintah maupun
DPR untuk tidak terlalu berlebihan dalam berkompetisi. Itikad baik kedua
belah pihak sangat diperlukan, yang terpenting adalah tercapainya tujuan

membentuk masyarakat adil dan makmur secepatnya.
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d. Menafsir Demokrasi Pada Pasal UUD NRI Tahun 1945

Rumusan Pasal | Ayat (2) tersebut berbunyi: "Kedautatan ada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
Implikasi dari berlakunya Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah perubahan
struktur lembaga-lembaga negara setelah perubahan UUD NRI
Tahun 1945. Sekarang tidak lagi dikenal lembaga tertinggi dan
lembaga tinggi negara. Yang ada adalah lembaga-lembaga negara
yang memiliki fungsi perwakilan dan yang tidak memilikinya.

Pasal 1 Ayat (2) tersebut memuat dua prinsip. Pertama, prinsip
kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang terdapat dalam kalimat
"kedaulatan ada di tangan rakyat." Kedua, prinsip negara hukum atau
konstitusionalisme, yang tersirat dalam kalimat "dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar." Paduan dari kedua prinsip tersebut
menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat di dalam pelaksanaan sebuah
sistem kenegaraan harus ada koridor dan batas-batasnya. Tanpa itu,
kedaulatan rakyat bisa digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks kedaulatan rakyat ini, ada dua hal yang harus
dibedakan; kedaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan
kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam
kerangka Undang-Undang Dasar. Sebagai sebuah potensi,
kedaulatan ada di tangan rakyat® masih tetap eksis dalam
genggaman rakyat. Namun, begitu kedaulatan dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga negara tersebut
tidak boleh melaksanakan kedaulatan itu tanpa batas. Batas-
batasnya ditentukan oleh UUD. Dengan demikian, demokrasi berjalan
berdasarkan atas hukum.

Terdapat dimensi lain dalam kedaulatan rakyat dalam ketentuan
Pasal 1 Ayat (2). Mengacu pada ketentuan tersebut, di dalam UUD
NRI Tahun 1945 dikenal dua macam kedaulatan. Pertama,
kedaulatan langsung, di mana rakyat melakukan secara langsung
kedaulatannya. Kedua, kedaulatan yang dilakukan oleh badan-badan

perwakilan. Terkait kedaulatan langsung, dalam UUD telah diatur soal
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pemilihan umum (Pemilu). Pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat
yang dilakukan secara langsung. Dalam pemilu rakyat memilih
anggota DPR/DPRD, DPD, dan juga Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah dilaksanakan secara langsung, proses berikutnya, menurut
Konstitusi, kedaulatan dilakukan oleh badan perwakilan.

Dalam memahami lembaga perwakilan menurut UUD, orang tidak
bisa terpaku pada adanya kata "perwakilan” dalam nama sebuah
lembaga; seperti Dewan PerwakiLan Rakyat atau Dewan Perwakilan
Daerah. Presiden adalah juga manifestasi dari perwakilan karena
Presiden dipilih langsung. Oleh karenanya, pilar dari Lembaga
perwakilan, yang melaksanakan kedaulatan setelah kedaulatan
langsung, adalah tiga lembaga; DPR, DPD, dan Presiden. Lembaga
perwakilan DPR dan lembaga perwakilan Presiden yang orang-
orangnya dipilih langsung oleh rakyat bertemu membentuk undang-
undang. Selanjutnya, lembaga perwakilan DPR dan Lembaga
perwakilan DPD yang orang-orangnya dipilih langsung bertemu
dalam forum yang bernama MPR untuk membuat Undang-Undang
Dasar. Singkatnya, DPR, DPD, dan Presiden adalah lembaga-
lembaga Negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan.

Sistem di atas merupakan sebuah banguna sistem sebagai
kontinuitas dalam sebuah arus yang mengalir. Kedaulatan berada
ditangan rakyat. Akan tetapi, ada sebuah anomali menyatakan bahwa
rakyat yang melaksanakan tugasnya setiap hari. Terdapat teori dalam
demokrasi yakni teori rule of the majority. Teori rule of the majority
sejatinya menyiratkan ide tentang kedaulatan rakyat. Yang disebut
majority dan minority adalah mereka yang mewakili rakyat dalam
lembaga-lembaga perwakilan. Pada saat kedaulatan dilakukan oleh
lembaga perwakilan terdapat benang merah yang menghubungkan
pada kedaulatan langsung, yakni bahwa rakyat secara langsung
memilih orang yang duduk dilembaga perwakilan. Anggota
perwakilan tidak tagi bertumpu pada satu lembaga seperti MPR
seperti yang terjadi sebelumnya. Pilar perwakilan ada tiga; DPR,
DPD, dan Presiden. Hal ini karena mereka semua dipilih langsung
oleh rakyat.
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Sementara itu, lembaga-lembaga lain seperti BPK, MA, MK, dan
lainnya bukan pelaksana kedaulatan langsung. Lembaga-tembaga itu
hanya melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Ada lembaga yang
berfungsi menegakkan rule of law, yakni lembaga-lembaga pelaku
kekuasaan kehakiman. Ada pula lembaga yang berfungsi mengontrol
terpenuhinya kriteria terselenggaranya sebuah good governance,
yakni BPK. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara
lembaga perwakilan yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan
lembaga-tembaga fungsional? Inilah makna kalimat "menurut
Undang-Undang Dasar." Artinya, meskipun lembaga-lembaga
perwakilan dipilih langsung oleh rakyat, namun rakyat tidak
melimpahkan kewenangan seluruhnya kepada mereka. Rakyat
melimpahkan kewenangannya secara terbatas. Misalnya, DPR dan
Presiden diberi kewenangan membuat undang-undang. Namun,
keduanya dibatasi syarat, yakni tidak boleh melanggar ketentuan
tentang HAM, misalnya. UUD NRI tahun 1945 memberikan
kewenangan terkait dengan kedaulatan rakyat dan cantumkan pula
batasan-batasan itu. Misalnya, ditentukan sebuah batasan bahwa
saat membuat undang-undang, maka undang-undang tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi. Pada saat yang sama, meskipun
kedua lembaga perwakilan tersebut berwenang memilih MA dan MK,
pada saat itu juga kedua tembaga perwakilan itu harus tunduk kepada
Undang-Undang Dasar. Artinya, bahwa menurut UUD, MK dan MA itu
diberi independensi. Itu merupakan batas dari kewenangan
sebagaimana disebutkan dalam UUD.

Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa sebagian besar kedaulatan
rakyat terdapat dalam ketiga tembaga perwakilan, sementara sisanya
diberikan kepada lembaga negara lainnya. Pemahaman itu kurang
tepat. Kedaulatan tetap berada di DPR, Presiden, dan DPD. Namun,
dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu, mereka dibatasi oleh
UUD. Dibatasi bukan berarti bahwa sisa kedaulatan itu diberikan
kepada yang membatasi. Kedaulatan itu dipagari oleh prinsip-prinsip
hak asasi manusia dan kemandirian lembaga-lembaga negara

lainnya. Selain adanya pagar yang membatasi, juga terdapat
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kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalnya saja kewajiban yang
ditetapkan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.

2. Kesesuaian Regulasi dan Pelaksanaan Sistem Pemilu di Indonesia
Dengan UUD NRI Tahun 1945
a. Pemilu Demokratis di Indonesia

Sebuah negara dikatakan demokratis apabila negara tersebut terus
berproses menuju ke masyarakat demokratis. Salah satu indikasi kuat
kriteria negara demokratis adalah adanya pemilihan umum yang jujur
dan adil. Seperti diakui oleh pengamat Internasional bahwa sejak tahun
1999 Indonesia sudah melaksanakan pemilu secara relatif adil dan
jujur. Bahkan pada pemilu tahun 1955 pun diakui sebagai pemilu yang
adil. Jika kita memiliki nilai-nilai demokrasi sejatinya hal tersebut justru
bertentangan dengan demokrasi. Dalam pengamatan selanjutnya
ternyata Indonesia masih dalam tataran melaksanakan demokrasi
pada tingkatan prosedural yaitu sesuai dengan prosedur demokratis
seperti adanya pemilu, adanya lembaga-lembaga perwakilan dan
seterusnya.

Sistem demokrasi agaknya masih dinilai lebih baik dari sistem
lainnya termasuk di dalamnya sistem kerajaan, atau sistem militer yang
cenderung fasis atau totaliter, Sistem Islam yang menunjuk pemimpin
sebagai raja juga dinilai cenderung oligarki (kekuasaan tidak berpindah
dari kerabatnya) sehingga dinilai merugikan kelompok lain. Indonesia
termasuk memilih sistem demokrasi. Namun demokrasi yang
dimaksud, agar para pemimpin partai/kelompok dalam mencari uang
atau menyumbang ke dalam partai harus dilakukan secara transparan
dan akuntabilitas sehingga uang tersebut bukan dari hasil keculasan
atau korupsi. Itulah sebabnya, ketika UU politik disetujui banyak pihak
berkomentar agar faktor modal tidak menjadi faktor utama dalam
mengembangkan sistem demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia
berupa prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik. Jadi
Indonesia sudah merupakan negara yang demokratis. Negara dibentuk
atas kehendak rakyat, yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum.
Indikatornya adalah Indonesia melakukan demokrasi dengan kolektif,
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bersama-sama, hak yang sama, dan hasil dari Pemilu diterima oleh
masyarakat.>’

Mendapat kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, semua
bebas berunjuk rasa mengeluarkan segala aspirasinya. Namun
sayang, aksi ini kadang-kadang dilakukan dengan cara-cara yang tidak
terpuji bahkan cenderung anarkis. Sejatinya unjuk rasa dilakukan untuk
membela kepentingan rakyat, tetapi yang terjadi justru merugikan
rakyat yang lain, karena banyaknya fasilitas publik yang menjadi rusak
atau terganggu. Di kalangan elit pejabat/politikus, kebebasan dalam
dalam mengeluarkan pendapat juga sangat bebas, sehingga tidak
jarang memikirkan tentang etika politik dan bertutur kata yang baik di
muka publik. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak yang negatif,
berupa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun.

Mencermati fenomena yang terjadi sebagaimana tersebut di atas,
kedepannya perlu ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah untuk
menjamin semua kepentingan banyak orang (masyarakat pada
umumnya). Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia.
karena pada kodratnya setiap individu memiliki perbedaan, termasuk
didalamnya adalah tingkat pengetahuan/pendidikan, pola pikir, cara
pandang dari suatu permasalahan pun berbeda. Untuk dapat menjamin
setiap warga negara dalam menjalankan haknya tersebut maka
komunitas/negara membuat aturan aturan agar dalam menjalankan
haknya tersebut tidak berbenturan dengan hak orang lain.
sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945
Amandemennya: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.

157 Menurut Arga Baskara, S.H., M.H .yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023
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Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemerintahan yang
dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat.
Adapun tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan
tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak
terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum
sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi
masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum
bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga
permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk
pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(selanjutnya disebut NKRI). Pemilihan umum yang demokratis
merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk
mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh
menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk
menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat
maupun tingkat daerabh.

Sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan
seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang
dilakukan secara bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Dalam perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, Bab VIIB Pemilihan
Umum, Pasal 22E menyatakan Ayat (1) “Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali”. Ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah”. Ayat (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah adalah Partai Politik”. Ayat (4) “Peserta pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”.
Ayat (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Sebagai pilar utama demokrasi, Pemilu merupakan sarana dan
momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi
politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan
Presiden dan Wakil Presiden secara damai. Keberhasilan
penyelenggaraan Pemilu dan pelembagaan sistem demokrasi
mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan
pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa. Meskipun hak-hak
politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi
politik masyarakat semakin luas, di tataran empirik Pemilu masih belum
mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
dapat dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan dengan
pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana pernah diamanatkan
dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum Perubahan, karena mekanisme
pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, maka
Presiden dan Wakil Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
secara langsung dapat dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan
dengan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana pernah diamanatkan
dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum Perubahan, karena mekanisme
pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, maka
Presiden dan Wakil.

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas,
menegaskan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD
diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Mekanisme pengisian jabatan
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya
telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara
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pemilih dan yang dipilih di dalamnya, Presiden dan Wakil Presiden
yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan
dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih akan
menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam
melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga
mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam
rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan
terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang
Pemilu dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat
dan efektif, di mana Presiden dan Wakil presiden terpilih tidak hanya
memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka
mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan
dari DPR. Pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota
DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang
artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang
duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat
di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah. Namun
demikian, untuk memperoleh wakil-wakil rakyat dan pejabat publik
yang baik, tentunya harus didukung dengan sistem penyelenggaraan
Pemilu yang baik dan berkualitas.

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan
meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan
keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu baik itu Pemilu Anggota DPR,
DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan secara berbeda dan bertahap. Menurut Jimly Asshiddigie
ada beberapa alasan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara berkala,
yaitu:

a. Perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi

dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen;

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia

129



b. Kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami
perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari
lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor
yang dapat mengubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika
dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia
international, baik karena faktor internal maupun eksternal
masyarakat itu sendiri;

c. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga
mempengaruhi aspirasi rakyat; dan

d. Diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan

yang lebih baik.

Menurut MK bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden haruslah dikaitkan dengan sistem pemerintahan menurut
UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem
pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan
sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan
Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya
tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang
secara limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden
dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip
hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and
balances). Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden
harus memperhatikan pertimbangan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam
menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan

bersama-sama serta disetujui bersama dengan Presiden.

Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden
secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan
DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan
parlementer. Namun untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu
saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan

DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia

130



jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan
tersebut tidaklah mutlak. Dalam konteks Indonesia, salah satu
kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen UUD 1945 adalah tetap
mempertahankan sistem presidensial, sekaligus menyempurnakan
agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial.
Sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semula dibayangkan

ideal oleh kalangan para perancang Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan kesepakatan (konsensus) dalam Pemilu, sebuah
konsensus nasional telah dicapai setelah proses bargaining yang lama
antara pemerintah dan partai-partai. Dengan dicapainya konsensus ini,
bukan berarti Pemilu dapat segera dilaksanakan sebab konsensus itu
hanya memuat pokok-pokok kesepakatan. Menurut UUD 1945, seluruh
anggota DPR dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang
pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti
anggota partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan DPR,
berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki
anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di DPR
dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh

Presiden.

Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan
pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak
adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh
rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya
menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh
Presiden. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi,
sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam
posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan
partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas
penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan

rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden.
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Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden dan Wakil Presiden
hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan
pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan
karena siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden sangat
tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sangat terkait dengan
hubungan antara DPR dan Presiden, karena anggota DPR seluruhnya
berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini
diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih
menjadi Presiden dan Wakil Presiden serta legitimasi rakyat kepada
seorang Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, idealnya
menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
oleh Presiden dan Wakil Presiden sangat berkaitan dengan dua
dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai

politik pada sisi yang lain.

Mekanisme pemilihan Presiden dalam desain UUD 1945 harus
dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945.
Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan
hubungan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan
antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, Presiden dan Wakil
Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai
politik yang dapat mereduksi posisi Presiden dan Wakil Presiden dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan

presidensial.

Menurut Jimly Asshiddigie bahwa sistem pemerintahan presidensial
dikarakterkan dengan:

a. Presiden adalah kepala Negara dan pemerintahan;
b. Kepala Negara bertanggung jawab kepada rakyat;
c. Presiden tidak mempunyai wewenang membubarkan rakyat; dan

d. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden.
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Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat tiga karakter utama
sistem pemerintahan presidensial, pertama, presiden memegang
fungsi ganda yaitu sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai
kepala pemerintahan. Meskipun sulit dibedakan secara jelas, sebagai
kepala negara, presiden dapat dikatakan sebagai simbol negara yang
dalam kondisi tertentu dapat mengatasi posisi semua lembaga atau
institusi dalam negara. Sementara itu, dalam kekuasaan eksekutif,
sebagai kepala pemerintah, presiden merupakan pemegang
kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden tidak hanya sekedar memilih
anggota kabinet, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan
keputusan di dalam kabinet. Kedua, selain fungsi ganda presiden,
karakter sistem pemerintahan presidensial dapat juga dilihat dari pola
hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.
Hubungan keduanya bisa dilacak sejak adanya pemilihan umum yang
terpisah untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif. Ketiga,
presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga
perwakilan. Disebabkan oleh pemisahan yang tegas tersebut, secara
politik presiden tidak bertanggung jawab secara politik kepada lembaga

perwakilan atau parlemen.

Dalam praktik sistem Pemilu, dengan pelaksanaan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden setelah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat
transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak juga memperkuat sistem
presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi.
Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and
balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan
baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan
koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga
tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan
penyederhanaan partai politik secara alamiah. Pengusulan pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak
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lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan
partai polittk yang kemudian akan menyederhanakan sistem
kepartaian. Saat ini demokrasi Indonesia dihadapkan pada dua isu
pembatasan kebebasan sipil dan pelemahan oposisi di mana
bergabungnya sejumlah partai oposisi ke dalam kabinet pemerintahan
menyebabkan check and balances serta fungsi kontrol sosial terhadap
pemerintah semakin lemah. Karena itu, dalam konteks ini perlu
didorong adanya penguatan budaya berdemokrasi di masyarakat sipil.
Kelompok oposisi perlu berperilaku kritis dan objektif. Selain itu,
masyarakat sipil berkolaborasi dengan partai oposisi harus terus
mengupayakan penggalangan moral rasional agar pemerintah dapat

terus sejalan dengan aspirasi masyarakat.>®

Bahwa jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan dengan serentak maka
konstelasi politik pasti akan berubah yang tentunya akan
menguntungkan rakyat, partai politik, dan aparat pemerintahan.
Keuntungan yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pemilu yang
dilaksanakan secara serentak, antara lain biaya penyelenggaraan
Pemilu bisa lebih dihemat, fungsi eksekutif dan legislatif dapat dengan
mudah dievaluasi, rakyat dapat mendesain sendiri fungsi check and
balances antara eksekutif dan legislatif, mengurangi pemborosan
waktu dan gesekan horizontal di masyarakat, dan akan menghasilkan
kelembagaan (legislatif dan eksekutif) yang kuat karena dipilih sesuai

kehendak rakyat.

b. Sistem Pemilu di Indonesia
Ada tiga macam pemilu di Indonesia yaitu pemilu DPR, DPD, dan
DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu DPRD dan DPRD

menggunakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak. DPD

158 Menurut Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. yang disampaikan pada Focus Group
Discussion “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023
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menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan wakil
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.
Terdapat dua prinsip pokok dalam sistem pemilihan umum,
diantaranya adalah:
a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu
wakil, biasanya disebut sistem Distrik).
b. Multi-member Constituency (satu daerah memilih beberapa wakil,
biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem

proporsional).

Sistem yang dianut di negara Indonesia ialah sistem proporsional.
Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena
para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari
masing-masing partai politik atau organisasi sosial politik (orsospol).
Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambing sustu
orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan
masing-masing orsospol, ditentukan melalui penjumlahan suara secara
nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-
masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan
kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Banyak atau
sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang
diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum.
Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan
nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-
masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara
proporsional, bukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik

hanya aka nada satu calon yang terpilih).

Berjalannya sistem proporsional menjadi sistem pemilihan umum,
juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari sistem
proporsional Dianggap lebih representatif karena persentase
perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan

kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan
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perolehan kursi. Selain itu, Setiap suara dihitung dan tidak ada yang
hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk
menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang

heterogen dan pluralis lebih tertarik pada sistem ini.

Sedangkan, kelemahannya sendiri kurang mendorong partai-partai
yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung
mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya
jumlah partai dapat menghambat proses integrasi di antara berbagai
golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah
fragmentasi dan berdirinya partai baru yang pluralis. Wakil rakyat
kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat
dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai
lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya,
system ini memberi kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk
menentukan wakilnya di parlemen melalui Stelsel daftar (List System).
Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk
mencapai mayoritas di parlemen. Dalam sistem pemerintahan
parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang

stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi.

Sistem proporsional diklasifikasikan menjadi sistem proporsional
terbuka dan sistem proporsional tertutup. Perbedaan mendasar
keduanya dapat dilihat dari definisi masing-masing. Proporsional
terbuka adalah sistem yang dalam pelaksanaannya, para pemilih
memilih partai politik atau calon dari partai politik. Para pemilik suara
bisa secara langsung memilih calon legislatif (caleg) yang diinginkan
agar bisa menjabat sebagai anggota dewan. Sedangkan dalam
proporsional tertutup, pemilik suara hanya bisa memilih partai politik
tertentu. Nantinya partai politik yang akan menentukan siapa kader

yang bisa duduk menjadi anggota dewan.

Kelebihan pemilu sistem proporsional terbuka adalah membuka
kesempatan pemilih menentukan langsung calon wakil legislatif di

parlemen sehingga derajat keterwakilan menjadi sangat tinggi. Pemilih
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dapat mengawasi langsung orang yang dipilihnya dalam pemilu. Akan
tetapi, kekurangan sistem proporsional terbuka adalah dapat memicu
terjadinya kecurangan politik uang karena biaya yang diperlukan untuk
kampanye pribadi sangat besar. Penentuan kandidat ditentukan
langsung oleh elektabilitas, sehingga kader-kader yang kurang populer
tetapi memiliki integritas tinggi cenderung tenggelam. Sementara itu,
kelebihan sistem proporsional tertutup adalah biaya politik yang cukup

rendah.

Pasalnya calon tidak perlu memobilisasi pendukung ataupun
melakukan kampanye pribadi. Selain itu, calon-calon kurang populer
yang dianggap memiliki integritas memiliki derajat kemungkinan terpilih
yang lebih besar sebagai anggota legislatif. Akan tetapi, kekurangan
sistem proporsional tertutup adalah memangkas keterlibatan pemilih
dalam menentukan wakil legislatif di parlemen. Pemilih tidak dapat

mengontrol wakil legislatif dari partai politik yang dipilihnya.

Pada Pemilu tahun 2009, sistem proporsional terbuka benar-benar
diterapkan melalui Putusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Hingga
saat ini, pelaksanaan Pemilu masih menggunakan sistem proporsional
terbuka,yang artinya rakyat dapat memilih secara langsung siapa
yang diinginkan untuk menjadi wakilnya baik dalam posisi legislatif
maupun eksekutif pemerintah. Sistem proporsional terbuka idealnya
menjadi suatu sistem yang adil dengan calon legislatif terpilih
merupakan orang yang dipercaya oleh rakyat memiliki kemampuan
dan komitmen untuk melakukan tugasnya terutama dalam
menyampaikan aspirasi rakyat karena telah memperoleh dukungan
terbanyak.

Menurut Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu proporsional dengan
daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh
UUD 1945. Namun karena secara konseptual dan praktik, sistem
pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem
proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup

bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan
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kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan
pembentuk undang-undang tetap terbuka kemungkinan untuk
disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan

pemilu.

Dalam hal ini, jika ke depan akan dilakukan perbaikan terhadap
sistem yang berlaku saat ini, pembentuk undang-undang harus
mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu tidak terlalu sering
melakukan perubahan, perubahan dilakukan dalam rangka
menyempurnakan sistem pemilu, perubahan harus dilakukan lebih
awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai, tetap harus
menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai
politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945
dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, melibatkan semua kalangan yang
memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan
menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful

participation).

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen
dinyatakan bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sejak awal
kemerdekaan, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis
yang bersumber dari konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat
merupakan konsepsi yang sudah diidealkan oleh para pendiri bangsa
Indonesia. Di sisi lain, Negara Republik Indonesia merupakan
organisasi kekuasaan yang disusun berdasarkan prinsip-kedaulatan
rakyat. Bahkan UUD 1945 itu sendiri memperoleh kedudukan sebagai
hukum tertinggi tidak lain karena dibentuk oleh seluruh rakyat sebagai
pemilik kedaulatan dan hal ini tentu harus dijaminkan terwujud. Sistem
demokrasi di Indonesia saat ini secara formal mengutamakan
kedaulatan rakyat dengan diadopsinya pemilihan umum secara
langsung. Namun demikian dalam praktiknya rakyat belum benar-

benar berdaulat. Kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi
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seringkali dibelokan dengan berbagai praktik tidak baik yang pada
akhirnya akan mengikis kedaulatan rakyat itu sendiri seperti adanya

politik uang.*®

Regulasi yang mengatur mengenai Pemilihan terus mengalami
perubahan hingga perubahan terakhir yang berlaku saat ini yaitu
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang. Dalam konteks pemilihan kepala daerah tahun 2020,
pada awalnya sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang
di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020
tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun
2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 (emapt)
tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda
meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat
dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemutakhiran

Data Pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Mengingat dalam pemerintahan Indonesia terdapat sebuah prinsip
otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi Pemerintah Daerah
untuk mengatur daerahnya sendiri, sehingga peran kepala daerah
merupakan sebuah peran yang penting dalam sistem pemerintahan
dan untuk mengembangkan daerahnya. Maka dari itu, sebuah sistem
Pemilihan yang tepat harus menjadi perhatian dalam rangka

mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

Pada hakikatnya, kata demokratis yang terdapat dalam Pasal 18
ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 mempunyai makna yang berbeda dengan

159 Menurut Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D. yang disampaikan pada Depth Interview
“Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 1 Desember 2023
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Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 6A
UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa keduanya dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa
pada Pasal 18 ayat 4 tersebut memberikan kesempatan bagi pembuat
undang-undang untuk menentukan model dan sistem seperti apa yang

digunakan untuk memilih kepala daerah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddigie, menurutnya
pemilihan kata ,dipilih secara demokratis bersifat luwes sehingga
mencakup pengertian pemilihan langsung ataupun tidak langsung dan
sengaja memberikan ruang kebebasan bagi daerah dalam proses
Pemilihan. Pemilihan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak
langsung tersebut, tetap merupakan sebuah demokrasi. Dimana, pada
pemilihan tersebut tetap ada peran rakyat yang menunjuk wakilnya dan
juga ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Beranjak kembali kepada sistem proporsional terbuka, model yang
diterapkan ini dianggap lebih demokratis dibanding dengan sistem
proporsional tertutup karena yang dijadikan ukuran pemenangnya
adalah yang memperoleh suara terbanyak, baik perolehan suara

terbanyak mutlak maupun terbanyak sederhana.

c. Kesesuaian Regulasi Kepemiluan Berdasar UUD NRI Tahun

1945

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai instrumen utama
pelaksanaan demokrasi menjadi hal yang penting untuk didasari
dengan peraturan dan regulasi yang memiliki substansial hukum dan
memberikan penjaminan hukum atas pelaksanaannya. Keberadaan
peraturan dan regulasi ini akan dijadikan kerangka umum dalam
pelaksanaan pemilihan umum dan mencegah adanya pelanggaran dan
penyelewengan pemilihan umum. Seperti dirumuskan International
IDEA, salah satu hal yang sangat penting dalam membangun kerangka
hukum pemilu adalah memastikan tidak adanya makna ganda. Selain
itu kerangka hukum pemilu harus mencakup seluruh tahapan pemilu.

‘Kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak
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bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat
menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk
memastikan pemilu yang demokratis”. Pembuatan landasan hukum
pemilu (legal framework) menjadi bagian dari siklus pemilu (electoral
cycle) atau tahapan pemilu.l®® Ada 8 tahapan pemilu yang berlaku
secara universal, yaitu (1) Pembuatan landasan hukum pemilu (legal
framework) (2) Perencanaan dan pembuatan kebijakan anggaran
untuk mendukung logistik pemilu (planning and implementation) (3)
Perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi pemilu
(training, education, and election socialization) (4) Pendataan dan
pendaftaran pemilih (voter registration) (5) Perencanaan dan
pelaksanaan kampanye pemilu (electoral campaign); (6) pemungutan
suara (election day and counting); (7) pengesahan hasil (verification of
result); (8) tahapan setelah pemilu (post election).161

Selanjutnya International IDEA juga mencatat lima belas standard
pemilu yang diterima masyarakat internasional, meliputi; (1)
strukturisasi kerangka hukum (2) sistem pemilu (3) penetapan daerah
pemilihan/ unit pemilu (4) hak memilih dan dipilih (5) lembaga
penyelenggara pemilu (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih (7)
akses suara bagi partai politik dan kandidat (8) kampanye pemilu yang
demokratis (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan
berpendapat (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye (11)
pemungutan suara 12) perhitungan suara dan tabulasi (13) peran
keterwakilan partai politik dan kandidat (14) pemantau pemilu (15)

kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.16?

160 Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Dinamika Hukum Pemilu: Produk Hukum KPU:
Problematika dan Implementasi (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022).

161 Surbakti dan Nugroho K. Ramlan, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif
(Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015).

182y Widianingsih, “Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan
Sosiologi Politik,” Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati 5, no. 2 (2017): 3.
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Keberadaan peraturan dan regulasi sebagai kerangka hukum ini
tentu haruslah bersesuaian dengan keadaan kenegaraan dan kondisi
Masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan = memberikan
penjelasan bahwasanya pembentukan peraturan yang baik harus
berpedoman pada asas-asas berikut ini: (1) kejelasan tujuan; (2)
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (3) kesesuaian
antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (4) dapat dilaksanakan; (5)
kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6) kejelasan rumusan dan (6)
keterbukaan. Selain asas pembentukan, dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 juga diakomodir juga adanya asas materi yang
terdiri atas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan,
kenusantaraan, bhinneka Tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta
keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Adapun peraturan
perundang-undangan ini disusun dalam tingkatan hierarki
sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 yang terdiri atas
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain peraturan yang masuk dalam hierarki tersebut, peraturan
perundang-undangan lain yang juga masuk menjadi peraturan
diantaranya vyaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia

142



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala

Desa atau yang setingkat. Sebagaimana diketahui peraturan dan

regulasi pemilu terakomodir dalam:

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan regulasi utama
yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum. Apabila dirunut
kembali pembentukan peraturan ini didasari dengan perlunya
pengaturan  pemilihan umum  sebagai perwujudan  sistem
ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin
konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan
efisien guna menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan
bahwasanya pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk: a)
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b) mewujudkan
pemilu yang adil dan berintegritas; ¢) menjamin konsistensi pengaturan
sistem pemilu; d) memberikan kepastian hukum dan mencegah
duplikasi dalam pengaturan pemilu; €) mewujudkan pemilu yang efektif
dan efisien. Hal inilah yang memberikan penjelasan bahwasanya
kerangka hukum memberikan payung hukum dan kepastian hukum atas
pengawalan penyelenggaraan pemilu yang bersesuaian. Secara umum
peraturan ini mengakomodir adanya:

1) Penyelenggara pemilu pada buku kedua (Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu)

2) Buku Ketiga mengenai pelaksanaan pemilu (peserta pemilu, daftar
pemilih, verifikasi calon, kampanye, pemungutan suara,
penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pelantikan dan
pengucapan sumpah/janji, peran pemerintah dan pemerintah

daerah, pemantauan pemilu, partisipasi Masyarakat, pendanaan)
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3) Buku keempat mengenai pelanggaran pemilu, sengketa proses
pemilu, dan perselisihan hasil pemilu (penanganan temuan dan
laporan pelanggaran pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu, pelanggaran administratif pemilu, sengketa proses pemilu,
perselisihan hasil pemilu)

4) Buku Kelima mengenai tindak pidana pemilu (penanganan tindak
pidana pemilu, majelis khusus tindak pidana pemilu, sentra
penegakan hukum terpadu, ketentuan pidana pemilu

5) Buku keenam mengenai ketentuan penutup dan peralihan

Apabila menilik pada substansi yang terkandung dan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tentu telah sesuai dengan
asas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan serta
telah melewati proses pelibatan partisipasi Masyarakat sebagai bagian
penting dari penyelenggaraan demokrasi dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan. Namun dengan adanya perkembangan
kehidupan kenegaraan dan Masyarakat, tentu nilai demokrasi ini tidak
bersifat mutlak, dan dimungkinkan adanya perkembangan dan
peraturan perundang-undangan harus bersifat dinamis untuk dapat

mengikutinya.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang ini juga tidak sepenuhnya
sesuai dan diterima oleh Masyarakat, terbukti dengan adanya
permohonan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi undang-undang yang
paling banyak diuji, berdasarkan data situs resmi Mahkamah Konstitusi
per Agustus 2023 Mahkamah Konstitusi sudah menggelar sidang uiji

materi undang-undang pemilu sebanyak 112 kali.16® Sebelumnya pada

183 Farid Kusuma, “UU Pemilu Paling Banyak Diuji Materinya di MK,” Suarasurabaya.net, 2023,
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/uu-pemilu-paling-banyak-diuji-materinya-di-mk/.
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tahun 2022 berdasarkan data perkara peraturan perundang-undangan,
Undang-Undang Pemilu diuji sebanyak 25 kali.'64

Keberadaan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi
ini merupakan hak warga negara dimana pemohon merupakan pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Hal inilah yang menunjukkan
adanya perwujudan pengakomodiran partisipasi Masyarakat sebagai
bagian dari demokrasi. Disebutkan dalam UU 12/2011, dalam hal suatu
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 24C (1) UUD
NRI Tahun 1945 yang menyebut, “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Maka
atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa
pembentukan undang-undang yang bersangkutan cacat hukum dan
karenanya bertentangan dengan undang-undang dasar, sehingga
mengatakannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. 165

Pelaksanaan pemeriksaan pengujian undang-undang (judicial
review) ini dapat dilaksanakan secara materiil (materiile) dan formal
(formele toetsing). Judicial review dalam negara demokrasi difasilitasi
dan diperbolehkan kepada warga negara untuk menyampaikan
keberatannya karena merasa. Pertama, UU pemilu merugikan hak-hak

politik sebagai warga negara. Padahal, salah satu poin penting dalam

164 CNN Indonesia, “MK Catat UU Pemilu Paling Banyak Diuji Sepanjang 2022, Total 25 Kali,”
Cnnindonesia.com, 2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230524133603-12-953436/mk-
catat-uu-pemilu-paling-banyak-diuji-sepanjang-2022-total-25-kali.

185 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan
NKRI, 2005), 170.
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negara demokrasi adalah penghormatan atas hak-hak politik seseorang.
Robert Dahl mengatakan dalam demokrasi electoral persamaan politik
dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi
Jika pengujian dilakukan atas materi undang-undang, maka hal itu
dapat disebut pengujian materiil.1%¢ Setiap kasus Judicial Review yang
masuk ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung memiliki
argumentasi yang spesifik terkait dengan bagaimana undang-undang
atau peraturan yang diuji dianggap tidak sejalan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Proses ini melibatkan pengujian hukum yang cermat dan
sering kali memerlukan penilaian yang mendalam terhadap teks hukum
yang bersangkutan serta konteks sosial, ekonomi, dan politik di
sekitarnya.1®’” Misalnya, pengujian atas proses prosedural terbentuknya
undang-undang itu ataupun atas proses administratif pengundangan
dan pemberlakuannya untuk yang ternyata bertentangan dengan
undang-undang dasar ataupun prosedur menurut undang-undang yang
didasarkan atas undang-undang dasar, dapat disebut sebagai pengujian
yang bersifat formil.1®8 Pengujian bersifat formal dapat dilaksanakan
untuk menguji terkait dengan beberapa indikator atau bahan
pertimbangan berupa:

1) Kesesuaian bentuk atau format undang-undang yang dibentuk
dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-
undangan berdasarkan undang-undang dasar

2) Pemenuhan ketaatan mengenai prosedur yang ditempuh dalam
proses pembentukan undang-undang

3) Kesesuaian keterlibatan lembaga dalam proses pembentukan

undang-undang

186 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023

167 Menurut Eko Budiyanto, S.H., M.H. .yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia” Tanggal 30 November 2023

168 AD. Basniwati, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia,” Kajian Hukum dan Keadilan I, no. 5 (2014): 261.

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia 146



4)

Prosedur pengundangan dan pemberlakuannya dengan
ketentuan undang-undang dasar atau peraturan perundang-

undangan berdasarkan undang-undang dasar

Selanjutnya keberadaan pengujian undang-undang ini dapat

dibedakan berdasarkan segi subyek dan segi obyek. Adapun

berdasarkan segi subyek, pengujian undang-undang ini terdiri atas: a)

pengujian oleh lembaga eksekutif yang disebut dengan executive

review; b) pengujian oleh lembaga legislatif yang disebut dengan

legislative review; dan c) pengujian oleh lembaga peradilan yang disebut

dengan judicial review. Sedangkan dalam hal pengujian undang-undang

dari segi objeknya, terdiri atas:

1)

2)

Pengujian terhadap norma konkrit berkaitan dengan keputusan-
keputusan yang bersifat administratif (beschikking) yang akan
diselesaikan sebagai judicial review dalam sistem peradilan tata
usaha negara di Indonesia;

Pengujian terhadap norma konkrit berupa putusan pengadilan
sebagai judicial review berupa: a) review atas vonis pengadilan
tingkat pertama oleh pengadilan tingkat pertama oleh
pengadilan tingkat banding; b) review atas vonis pengadilan
tingkat banding oleh pengadilan kasasi; c) review atas vonis
pengadilan kasasi oleh mahkamah agung sendiri, yaitu melalui
mekanisme Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar

biasa.

Judicial review dilakukan sebagai bentuk protes terhadap produk

hukum yang dibuat oleh pemerintah dan legislatif. Dalam analisa

Benny Harman dan Hendardi agar pemerintah dan legislatif tidak

sesukanya membuat undang-undang pemilu. Protes dalam produk

hukum pemilu diperbolehkan dan lembaga yang menampung atas

judicial review adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Sebagai contoh, tahun 2022 undang-undang nomor 7 tahun 2017

tentang Pemilu digugat oleh masyarakat. Beberapa kasus telah

diinventarisir dalam Lampiran 1. Salah satu kasus yang dimohonkan
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adalah pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden dan
penetapan pasangan presiden wakil presiden. Adapun Pasal yang
dimohonkan adalah Pasal 221 dan Pasal 238.

Kasus lainnya adalah pemohon keberatan soal ambang batas 20
persen presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222
tentang pemilu. Tingginya ambang batas dalam pengajuan bakal
kandidat presiden dirasa sangat merugikan bagi partai politik kecil.
Selain itu, dengan ambang batas 20 persen memungkinkan
berkurangnya kompetisi antar-kandidat presiden dalam perebutan
jabatan presiden. Implikasinya adalah akan terjadi dominasi partai
politik dalam pemerintahan. Eep S Fatah menyebutnya akan
terjadinya sistem partai hegemonik sebagai pemegang pemerintahan
di Indonesia . Dengan mengikuti alur pikir ini, maka sangat logis jika
warga masyarakat melakukan judicial review sebagai jalan keluar
terbukanya kesetaraan politik dalam mengakses jabatan politik.
Sedangkan, Georg Sorensen mengatakan judicial review sebagai
bagian dari kebebasan mengeluarkan pendapat—pemberian
kesempatan kepada semua orang untuk menjadi pejabat
pemerintah—pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil sebagaimana

diatur dalam regulasi pemilu.16°

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah berperan
menjaga kemandirian penyelenggara pemilu, melindungi hak
konstitusional warga negara dan memberikan solusi atas
kekosongan hukum serta kebuntuan aspek teknis pemilu.t’® Adapun
setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat erga
omnes, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat

189 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023

170 |da Budhiati, Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi
terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offset,

2020), 257.
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para pihak yang berperkara dan dirugikan hak konstitusionalnya
(pihak pemohon), namun mengikat secara publik. Putusan
Mahkamah Konstitusi secara yuridis mengikat dan harus dipatuhi
oleh setiap warga negara di wilayah Indonesia. Hal ini tentu berbeda
dengan putusan Mahkamah Agung yang bersifat inter partes, yaitu
hanya mengikat para pihak bersengketa.

b) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Keberadaan peraturan ini ditujukan untuk menjamin pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan
rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat wajib
dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota. Dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali
secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republic
Indonesia.

Peraturan ini terdiri atas: a) Bab I: Ketentuan Umum; b) Bab II:
Asas dan Prinsip Pelaksanaan; c) Bab lll: Persyaratan Calon; d) Bab
IV: Penyelenggara Pemilihan; e) Bab V: Pendaftaran Bakal Calon; f)
Bab VI: Uji Publik; g) Bab VII: Pendaftaran calon gubernur, calon
bupati dan calon walikota; h) Bab VIII: Verifikasi dukungan calon dan
penelitian kelengkapan persyaratan calon; i) Bab IX: Penetapan
Calon; j) Bab X: Hak memilih dan penyusunan daftar pemilih; k) Bab
XI: Kampanye; ) Bab XlII: Perlengkapan Pemilihan; m) Bab XIlII:
Pemungutan Suara; n) Bab XIV: Penghitungan Acara; 0) Bab XV:
Pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara ulang; p) Bab XVI. Pemilihan lanjutan dan

pemilihan susulan; g) Bab XVII: Pemantau; r) Bab XVIII: Partisipasi
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Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan; s) Bab XIX:
Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan; t) Bab XX:
Pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian
sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara; dan
perselisihan hasil pemilihan; u) Bab XXI: Pengesahan pengangkatan
dan pelantikan; v) Bab XXIl: Pendanaan; w) Bab XXIII: Pengisian
wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota; x) Bab XXIV:
Ketentuan Pidana; y) Bab XXV: Ketentuan Lain; z) Bab XXVI.
Ketentuan Peralihan.

Secara umum kedua peraturan tersebut telah bersesuaian
dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai peraturan
perinci atas peraturan tersebut. Sebagai contoh diantaranya
kelembagaan penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E
ayat (5) UUD NRI 1945 sudah diwujudkan dalam UU Pemilu. Contoh
lainnya terkait pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum
berdasarkan Pasal 6A UUD NRI 1945, hal tersebut sudah diatur juga
di UU Pemilu dan lain sebagainya.'’* Tentang kesesuaian regulasi
kepemiluan yang saat ini disusun oleh DPR, Komisi Pemilihan Umum
dan Bawaslu sudah ada yang sesuai dengan Undang Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 namun belum bisa
dikatakan sempurna. Celah-celah kesempatan pelanggaran masih
ada, sehingga selalu dari tahun-ketahun dalam helatan kepemiluan
selalu terjadi pelanggaran pidana yang sudah diproses oleh Bawaslu
dengan alat bukti yang cukup menjadi mentah saat masuk di ranah
Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu).1”?

Permasalahan lain yang juga terlihat yaitu adanya regulasi yang

terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

171 Menurut Muhammad Amin, S.AP., M.H. .yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023

172 Menurut Eko Budiyanto, S.H., M.H. .yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia” Tanggal 30 November 2023
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang,
misalnya, tidak konsisten dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu antara lain dalam hal penanganan pelanggaran dalam
penyelenggaraan pilkada. Jika membandingkan UU Pilkada dengan
UU Pemilu, Contohnya dalam penanganan kasus politik uang. Dalam
UU 10 Tahun 2016 pemberi dan penerima dapat mendapat sanksi
pidana. Namun dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sanksi
pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pemberi. Di samping itu
singkatnya batas waktu dalam penanganan pelanggaran Pilkada.
Batas waktu dalam Pilkada hanya 3 + 2 hari. Sedangkan dalam
Pemilu batas waktunya 7 + 7 hari. Minimnya waktu dalam
pelanggaran Pilkada menyebabkan kerja penegakan hukum terbatas
oleh waktu, di samping terjadinya inkonsistensi antara undang-
undang dan melanggar asas kepastian hukum yang diatur dalam
UUD NRI 1945.173

Konsepsi demokrasi dalam regulasi kepemiluan diatur secara
baik melalui hak pilih dan memilih. Hak pilih berarti diakomodasinya
hak untuk berpartisipasi. Meskipun demikian, ada yang perlu
diberikan catatan kritis. Misalnya, bahwa dalam proses penyusunan
regulasi kepemiluan terkadang menjadi elitis karena tidak melibatkan
masyarakat secara langsung. Demokrasi partisipasinya tercerabut
dan digantikan dengan demokrasi perwakilan. Mengedepankan

model demokrasi perwakilan berarti mengebiri keterlibatan

173 Menurut Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. yang disampaikan pada Focus Group
Discussion “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023
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masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan
keputusan politik.*"4

Selain itu kesesuaian ini akan tersinkron dengan peraturan
turunan dibawah undang-undang seperti peraturan pemerintah,
peraturan KPU, serta peraturan Bawaslu. Peraturan KPU sebagai
turunan undang-undang sudah barang tentu sangat dibutuhkan
sebagai pedoman yang lebih teknis dalam pelaksanaan pemilu.
Karena itu, setiap tahapan membutuhkan Peraturan KPU. Dalam
prakteknya, setiap tahapan dalam pelaksanaan pemilu membutuhkan
perubahan atau peraturan baru sebagai konsekuensi dari perubahan
situasi dan kondisi. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dan
sarana komunikasi menyebabkan suasana kampanye antara pemilu
2019 dan pemilu 2014 akan berbeda. Maka, Peraturan KPU yang
mengaturnya haruslah disesuaikan. Demikian juga Peraturan KPU
lainnya, harus selalu disesuaikan. Sampai sejauh ini. Saya menilai
bahwa Peraturan KPU yang dibuat, selalu sesuai dengan amanat
UUD NRI Tahun 1945.17°

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik bisa dikatakan sudah bagus karena telah mengatur soal
Pendidikan Politik dan tujuan Pendidikan Politik. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga

174 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023

175 Menurut Paulus Widiyantoro, S.E., M.M. yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023
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telah sesuai dan tidak bertentangan dengan demokrasi. Dimana
demokrasi juga mengatur tentang adanya Partai Politik. Kehadiran
partai politik dalam negara demokrasi bukan tanpa alasan, partai
politik hadir meliputi banyak kepentingan dalam proses bernegara,
dan hukum mengatur kepentingan-kepentingan tersebut kedalam
bentuk perundang-undangan, sehingga meskipun terdapat
kepentingan lain didalamnya, kepentingan masyarakat tetap terjamin
oleh hukum yang mengatur mengenai partai politik tersebut dan
jalannya pembangunan negara tetap dapat terarah melalui partai
politik dan Civil society sebagai salah satu yang mewakili adanya

partai politik.7®

Partai politik sejatinya memiliki tugas lebih dalam melakukan
pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan partai
politik telah menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik.1’” Pada Pasal 31 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjelaskan

bahwa:

1) Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat
sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan

antara lain:

176 Abdul Kodiman dan Siti Fatimah, “Urgensi dan Peran Partai Politik dalam Pembangunan Masyarakat
Madani di Indonesia”, Jurnal Tata Mana, Vol. 4 No. 1, 2023, him. 85

Y7 \rfan Azim dan Jun Mawalidin, “Peran Partai Politk Pemilu dalam Pendidikan Politik Menuju
Masyarakat Madani di Indonesia”, Awig Awig : Jurnal limu Pendidikan dan [Imu Hukum, Vol. 3 No. 1,
2021, him. 9

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia

153



a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara

b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara

c. Meningkatkan kemandirian,kedewasaan, dan
membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara

persatuan dan kesatuan bangsa

2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai

dengan Pancasila.

Kemudian terkait dengan pendidikan politik. Definisi pendidikan
politik disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (4) yaitu “proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap
warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.
Pendidikan politik dimaknai sebagai political forming atau bildung.
Dikatakan forming dilihat dari subtansinya yaitu untuk membentuk
individu politik yang sadar terhadap status dan kedudukan politiknya
didalam masyarakat. Disebut bildung (pendidikan atau pembentukan
diri sendiri), dikarenakan pengistilahan itu berkaitan kegiatan yang
dilakukan secara pribadi yang dilakukan dengan kesadaran penuh
dan tanggung jawab untuk membentuk pribadi yang paham terhadap

kedudukan politiknya."®

Jika melihat apa yang tercantum dalam Undang-Undang No.2
Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka dapat dilihat bahwa tingkat

178 Rinda Puiji Lestari dan Siti Qomariyah, “Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat”,
Manabia : Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 1, 2021, him. 5
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keberhasilan partai politik dalam memberikan pendidikan politik dapat
dilihat dari tiga aspek, yakni:

1. Saat masyarakat sudah memiliki kesadaran akan hak-haknya
dalam berpolitik, seperti menyatakan pendapat di muka umum
dan berperan aktif di dalam pembangunan negara.

2. Saat masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam berpartisipasi
secara aktif di dalam Pemilihan Umum, baik itu sebagai Calon
Anggota Legislatif maupun datang ke Tempat Pemungutan Suara
(TPS) sebagai pemilih.

3. Saat masyarakat sudah memiliki kemandirian dan tidak lagi

bergantung kepada pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mencapai tujuan tersebut memang tidaklah mudabh,
dibutuhkan peran serta dari partai politik, masyarakat, dan bahkan
pemerintah sebagai representasi dari kader-kader partai politik
terpilih. Tantangan yang ada harus dihadapi bersama dan tidak lagi
terjadi saling menyalahkan antara masyarakat, partai politik, dan
pemerintah. Jika sudah tercipta satu sinergi antara ketiga elemen
tersebut, maka partai politik bukan hanya menjadi alat bagi
masyarakat untuk berkonfrontasi dengan pemerintah, melainkan
sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan perdamaian abadi.1”®

d. Sistem Pemilihan yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI Tahun 1945
Pemerintahan Daerah merupakan salah satu komponen yang sangat
penting dalam pemerintahan di Indonesia. Untuk menjalankan suatu

pemerintahan daerah maka dibutuhkanlah kepala daerah yang dipilih

179 Rohman Hadi Saputro, “Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang”, Journal Civics &
Social Studies, Vol. 5 No. 1, 2021, him. 153
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melalui Pemilihan yang demokratis sesuai dengan amanat Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan di Indonesia merupakan sebuah polemik
yang terus berlangsung dan belum ada sistem yang benar-benar sempurna
untuk diterapkan. Pelaksanaan Pemilihan masih berubah-ubah seiring
dengan bergantinya pemangku kekuasaan dan situasi politik saat itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemilihan
dilaksanakan secara tidak langsung, lalu berdasarkan Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Pemilihan dilakukan secara langsung dan pasangan
calon diusung oleh parpol. Selanjutnya pada tahun 2008 dengan adanya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diperbolehkan calon melalui jalur
perseorangan. Pada tahun 2014 muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2014 yang mengembalikan Pemilihan tidak langsung hingga pada akhirnya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengembalikan Pemilihan
langsung kembali. Silih berganti aturan dengan berbagai mekanisme ini
menunjukkan belum adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan
Pemilihan di Indonesia. Padahal, kepastian hukum merupakan hal yang
sangat penting dalam tatanan negara hukum.

Saat ini, berdasarkan undang-undang yang berlaku, Pemilihan
dilaksanakan secara langsung. Pada awalnya, Pemilihan langsung
dijadikan solusi untuk menjawab polemik-polemik Pemilihan tidak langsung
dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun,
sangat disayangkan Pemilihan secara langsung pun ternyata masih
memiliki banyak kekurangan. Apabila disimpulkan, kekurangan dari
Pemilihan langsung dapat dilihat secara nyata, dari banyaknya kasus-kasus
yang timbul bahkan dari sebelum pelaksanaan Pemilihan hingga hasil dari
Pemilihan tersebut. Kasus-kasus tersebut diantaranya ialah adanya suap-
menyuap rakyat, adanya korupsi yang di adidaya untuk membuat kebijakan
yang menguntungkan pribadi, seringkali terjadi pecah belah antara
masyarakat karena berbeda pilihan politik dan terdapat calon-calon yang
curang dengan cara membayar sebagian besar masyarakat pada suatu
daerah tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah serangan fajar,
maraknya dinasti politik.

Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan ini, diketahui bahwa belum

semua daerah di Indonesia cukup dewasa secara demokrasi untuk
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melaksanakan Pilkada langsung seperti amanat undang-undang yang
tengah berlaku saat ini. Hal ini dapat dibuktikan suara rakyat masih dapat
dibeli dan provokasi masih mudah sekali menyusup di antara masyarakat.
Hal ini juga tidak sejalan dengan keadilan bermartabat, karena nurani masih
dapat dibeli dan menjadi persaingan tidak sehat. Serta perilaku memecah
belah masyarakat adalah tindakan yang tidak bermartabat dan
menyebabkan terjadi perpecahan yang tidak memanusiakan manusia.
Nilai-nilai Ketuhanan dan Pancasila juga seolah diabaikan demi
mendapatkan suatu tahta dalam pemerintahan daerah.

Pada dasarnya dibutuhkan sebuah takaran yang jelas untuk
menentukan suatu daerah dapat melaksanakan Pemilihan secara
simetris/langsung (berdasarkan undang-undang Pemilihan yang berlaku)
atau tidak langsung. Pemilihan asimetris dapat menjadi jawaban bagi
pelaksanaan Pemilihan di Indonesia yang hingga saat ini belum kepastian
pada pelaksanaannya. Tujuan dari Pemilihan asimetris sejalan dengan
semangat konstitusi dan teori keadilan bermartabat yang mengedepankan
nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan tujuan utama
untuk memanusiakan manusia. Apabila diuraikan, nilai Ketuhanan berperan
penting dalam segala proses dari awal hingga tujuan Pemilihan yaitu
mencari kepala daerah yang takut akan Tuhan, jujur dan benar-benar mau
melayani bagi daerahnya. Nilai kemanusiaan juga dapat tercermin dari
pengaturan Pemilihan yang memanusiakan manusia, pengaturan yang
berpihak pada kemajuan daerah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pemilihan asimetris juga meminimalisir potensi terjadinya konflik pecah
belah masyarakat di daerah daerah tertentu dan mengutamakan persatuan
masyarakat untuk persatuan Indonesia. Sehingga dengan adanya
Pemilihan asimetris berdasarkan teori keadilan bermartabat ini, demokrasi
tercapai dan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu,
masih ada ruang untuk perbaikan dalam regulasi kepemiluan di Indonesia.

Beberapa aspek yang masih menjadi perhatian antara lain:*8°

180 Menurut Eko Budiyanto, S.H., M.H. .yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia” Tanggal 30 November 2023
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a) Transparansi Dana Politik: Masih diperlukan regulasi yang lebih
ketat terkait sumber dan penggunaan dana politik agar
mengurangi potensi korupsi dan pengaruh yang tidak sehat
dalam politik.

b) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Diperlukan peningkatan
pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
dalam proses pemilihan umum, termasuk penanganan aduan
terkait pelanggaran pemilu dengan cepat dan adil.

c) Pemberdayaan Masyarakat: Perlunya upaya lebih lanjut untuk
memberdayakan masyarakat dalam pemahaman mengenai
proses politik, pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, dan
cara untuk terlibat secara aktif dalam memantau jalannya proses
demokrasi.

d) Dengan demikian, meskipun sudah ada sejumlah upaya untuk
menyesuaikan regulasi kepemiluan dengan sistem demokrasi
Indonesia, masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut guna
memastikan bahwa sistem demokrasi tersebut dapat berjalan
secara lebih efektif, transparan, dan inklusif.

e. Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif Tahun
2019
Pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut
hendaknya tidaklah terlepas dari paham negara hukum yang
mengedepankan legalitas dalam pelaksanaannya. Pemilu sebagai simbol
pelaksanaan demokrasi suatu negara juga harus taat pada paham
kedaulatan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Pemilu dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu adalah UU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Latar belakang
dibuatnya Undang-Undang Pemilu secara filosofis adalah dikarenakan
beberapa pertimbangan. Pertama, pemilu sendiri memiliki tujuan untuk
menjamin terwujudnya cita-cita dan tujuan Indonesia.
Cita-cita nasional ini bisa ditemukan dalam Pancasila yang termaktub
dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Berbunyi bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang
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melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kedua,
agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia bisa tercapai,
maka perlu adanya pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu dikarenakan
untuk memilih wakil rakyat dan pemerintah negara, karena pemilu
merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk menjamin
adanya cita-cita bangsa maka perlu adanya basis yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Hakikat Pemilu saling berkaitan dengan adanya pengaturan hukum yang
dapat dilepaskan dari realitas yuridis normatif, artinya ditetapkannya
Undang Undang Pemilu adalah dengan proses adanya persetujuan antara
wakil rakyat dengan Presiden yang pada akhirnya dapat disepakati
bersama dan lahirlah Undang-Undang pemilu. Maknanya bahwa hal ini di
latar belakang dari sila keempat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Rakyatlah
yang secara langsung dapat memilih suatu wakil rakyat dan pemerintahan.
Bahwa hal ini secara langsung tidak dapat berjalan dengan murni. Negara
Indonesia dengan wilayah yang teramat luas dan jumlah penduduk yang
sangat banyak ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan meminta
pemerintah meminta pendapat satu persatu masyarakat.

Maka dari itu terdapat suatu gagasan bahwa pelaksanaan kedaulatan
rakyat dapat dilakukan secara perwakilan atau bisa dikenal dengan konsep
demokrasi perwakilan (representative democracy), Yyang berarti
menjalankan kedaulatan rakyat dengan wakil yang dipilih oleh rakyat.

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia.
Pemilihan umum selama ini yang sudah dilakukan sangat berbeda dengan
pemilihan umum pada tahun 2019 ini yang mana pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR,DPD,DPRD)
dilakukan secara bersamaan. Ini adalah terobosan baru dari sistem
demokrasi kita, lahir nya konsep pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dengan Pemilu anggota Legislatif ini merujuk pada Putusan
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Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No 14/PUU-XI1/2013
tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang menjadi landasan
hukum untuk diadakannya pengaturan tentang penyederhanaan
pengaturan pemilu yang akhirnya dilaksanakan secara serentak. Hal ini
juga dimaksudkan guna menjawab adanya dinamika politik yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, sistem
pemilihan, manajemen pemilu dan penegakan hukum dalam suatu undang
undang.

Sebelum muncul aturan terkait MK ini pemerintah dalam melaksanakan
pemilu masih berpedoman menggunakan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan Umum mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara
Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan Tegaknya
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan
demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan Pembangunan Nasional
di Indonesia. Pemilihan Umum adalah hal yang sangat penting
membutuhkan suatu analisis. Sebab dalam konstitusi kita Undang-Undang
Dasar 1945 sebelum amandemen tidak satupun Pasal yang secara tegas
menyebutkan tentang pemilihan umum. Akan tetapi sejak dilakukan
amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang
berkaitan dengan Pemilihan Umum (pemilu) terdapat pada Pasal 1 ayat (2),
Pasal 6A, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pasal-pasal tersebut mempunyai hakikat serta tujuan pemilu yaitu
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu
yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem
pemilu, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien serta memberikan
kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu.

Dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan prinsip
demokrasi, maka harus diberlakukan sistem yang baik yakni terdapat
bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (subsystem) seperti
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pertama, electoral regulation yakni segala ketentuan hukum mengenai
pemilu yang berlaku, kedua, electoral process adalah keseluruhan kegiatan
yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemilu berdasarkan pada
ketentuan perundang undangan baik sifatnya legal maupun teknis, ketiga
electoral law enforcement merupakan penegakan hukum terhadap
ketentuan hukum pemilu baik politis, administrative, dan pidana. Adanya
ketiga sistem sekunder yang dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu
adalah untuk menentukan sejauh mana kapasitas sistem dapat
menjembatani proses untuk mencapai tujuan pemilu, di tiap bagian tidak
dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Sistem proporsional terbuka terbatas yang dianut Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017. Yakni sistem ini ditandai dengan penentuan calon
terpilinh berdasarkan nomor urut partai yang memperoleh suara terbanyak.
Sistem ini sebenarnya sudah pernah dilaksanakan pada pemilu tahun 1999
dan 2004. Pada tahun 2009 sistem ini sebenarnya sudah di atur di dalam
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang penerapan sistem pemilu
proporsional terbuka terbatas namun sistem ini dicabut oleh MK dengan
putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mana menggantikan sistem
sebelumnya menjadi sistem pemilu terbuka murni. Hal ini didasarkan sistem
pemilu proporsional terbuka terbatas bertentangan dengan prinsip
kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu pada tahun 2019 kali ini kembali menggunakan sistem pemilu
proporsional terbuka terbatas yang mana hal ini telah diusulkan oleh DPR
pada RUU Pemilu tahun 2017. Penerapan kembali sistem pemilu
proporsional terbuka terbatas ini didasari akibat timbulnya dampak negatif
sistem proporsional terbuka murni yang dilaksanakan pada tahun
sebelumnya seperti salah satunya banyaknya politik uang yang terjadi di
masyarakat. Itulah sebabnya pengaturan sistem pemilu proporsional
berbasis suara terbanyak ini telah membuat pemilu tahun 2009 dan 2014
adalah pemilu yang paling mahal dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh lembaga-lembaga
yang dibentuk dan diisi oleh wakil-wakil rakyat atau atas pilihan wakil rakyat.
Dengan kata lain, kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh orang
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orang yang benar-benar mengikutsertakan peran rakyat dalam pengisian
posisinya. Hal ini sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat sebagaimana digaungkan oleh pelopor kedaulatan rakyat. Karena
dalam pelaksanaan pemerintahan rakyat diwakili oleh lembaga-lembaga
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan
demikian jelas bahwa demokrasi tidak langsunglah yang diterapkan bangsa
Indonesia.

Hal ini lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang memiliki
demografi majemuk dan wilayah kekuasaan yang luas. Demokrasi tak
langsung sendiri berarti bahwa seluruh rakyat memilih perwakilan mereka
melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menyampaikan pendapat dan
sebagai pengambil keputusan bagi mereka. Demokrasi tak langsung intinya
semua rakyatnya memiliki hak dan daulat, namun kedaulatannya tersebut
diwakilkan melalui perwakilan sehingga disebut dengan demokrasi tak
langsung (perwakilan).

Agar bisa memilih wakil untuk menjalankan pemerintahan, maka
diperlukan sebuah mekanisme yang menjamin aspirasi masyarakat tanpa
kecuali. Mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945
untuk menjamin hal tersebut adalah pemilihan umum. Sejak diadakannya
pemilihan umum, Indonesia masih tetap menggunakan sistem proporsional
dengan berbagai tambahan warna distrik. Kini, Indonesia memilih sistem
proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak sebagai sistem
pemilihan umum. Selain itu, digunakan juga parliamentary threshold yang
kian meningkat setiap tahun dan semakin ketatnya persyaratan bagi partai
untuk mengikuti pemilihan umum. Hal tersebut semata semata demi

menjaga marwah demokrasi bagi Indonesia.
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B. Konsepsi penguatan sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan ideologi

Pancasila guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan

partisipasi masyarakat dalam  penyusunan  peraturan  serta

penyelenggaraan kebijakan

1.

Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila Guna Menjamin
Perlindungan HAM

Negara demokrasi yang menganut bentuk atau mekanisme
sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga,
iIsu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu
mengenai hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila memiliki
beberapa prinsip yang diantaranya: Pertama, Persamaan bagi
seluruh rakyat Indonesia, dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban
yang dimiliki rakyat Indonesia sama dan sejajar. Kedua, Prinsip
keseimbangan antara hak dan kewajiban, maksudnya negara
menerima hak yang dimilikinya, namun juga harus diimbangi dengan
kewajibannya terhadap warga negara. Ketiga, mewujudkan rasa
keadilan sosial untuk semua warga negara. Keempat, pelaksanaan
kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.

Keempat prinsip tersebut tidak terlepas dari penghormatan dan
pengakuan HAM dalam konsep negara demokrasi Pancasila. Adapun
nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila yang
mengedepankan perlunya musyawarah untuk mufakat. (i) perlunya
keputusan kolektif; (i) mendorong perspektif public dalam
mendiskusikan isu-isu publik; (iii) memungkinkan pertimbangan
kebaikan bersama yang akan diputuskan; (iv) Mempromosikan rasa
saling hormat dalam pembuatan keputusan politik. Semua nilai lahir
dari proses musyawarah untuk mufakat. Hal ini pula menunjukkan
corok kerjasama antara para pelaku politik dalam menghasilkan
keputusan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Yudi Latif
menyebutnya sebagai bentuk demokrasi permusyawaratan dimana

tujuan mendirikan negara ini adalah semua untuk semua; satu untuk
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semua; semua buat satu.8! Upaya dan prioritas musyawarah mufakat
sebelum pengambilan suara berdasar suara mayoritas memberikan
pesan bahwa pengambilan keputusan tersebut mendengarkan
semua pihak dan berusaha untuk mencapai titik temu yang
memungkinkan untuk dicapai. Musyawarah mufakat juga dapat
menghindarkan hasil yang bersifat menang kalah. Pengambilan
keputusan yang bersifat menang kalah membutuhkan kedewasaan
Jika tidak maka dapat berpotensi dan berdampak pada pelaksanaan
putusan tersebut. Utamanya bagi pihak yang kalah yang bisa jadi
merasa tidak harus terikat dari apa yang diputuskan oleh suara
mayoritas. Lebih dari itu demokrasi Pancasila memastikan bahwa
kelima sila dalam Pancasila harus termaktub dalam konsep
demokrasi tersebut.'8?

Pancasila sebagai groundnorms telah mengandung pengakuan
HAM, hal ini dapat dilihat dari. Pertama, sila ketuhanan secara tersirat
memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kedua,
Kemanusian yang adil dan beradab, sila kedua ini kemudian
diejawantahkan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 yang selaras dengan prinsip HAM. Indonesia,
sebagai sebagai negara demokrasi Pancasila, perlindungan HAM
menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi.
Dimana prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia,
keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung
jawab dan memujudkan keadilan bagi seluruh rakyat merupakan
bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dalam konsep

negara demokrasi Pancasila.

181 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023

182 Menurut Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D. yang disampaikan pada Depth Interview
“Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 1 Desember 2023
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Salah satu hak dasar warga negara tersebut adalah hak
demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan
penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan
bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat
upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi
tersebut dari waktu ke waktu kian terus mengalami perkembangan.
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya
kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara
langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden
atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin
negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat
memilih sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak
Asasi Manusia (HAM) memiliki keterkaitan dengan demokrasi
Pancasila dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Dalam
konteks pemilihan ada jaminan soal hak politik. Dalam Deklarasi
HAM, Pasal 21 ayat 1 disebutkan: setiap orang mempunyai untuk
ambil bagian dalam pemerintahan di negaranya. Pasal ini
memberikan pijakan bagi setiap warga negara/masyarakat untuk
ambil bagian dalam pemerintahan. Mengambil bagian dalam
pemerintahan tentu perlu ditafsir secara luas. Misalnya,
menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin. Namun
demikian, perlu dicermati bahwa dalam HAM titik tekannya pada
penghormatan atas hak individual. Sebagaimana dikatakan Rhoda E
Howard yang dimaksud dengan HAM adalah hak yang dimiliki

manusia karena dirinya manusia!®3, Sedangkan Todung M Lubis

18 Rhoda E Howard. 2000. HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya. Jakarta: Grafiti. him. 1.
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mengatakan hak asasi manusia dipandang pemberian hak ilahi, moral
atau hukum?4,

Penjelasan ini sangat umum. Sebab, ada banyak hak yang
dimiliki manusia yang perlu dilindungi. Misalnya, Scott Davidson
mengatakan soal perlunya melindungi hak-hak dan kebebasan
individu'®®, Hak dan kebebasan manusia memang perlu dilindungi
oleh negara. Karena itu, dalam memahami konsepsi HAM sangat
penting karena adanya pengaturan hak politik dan hak sipil. IImuwan
politik, Miriam Budiarjo memetakan perkembangan HAM dalam tiga
tahap. Tahap pertama adalah hak-hak politik dan sipil yang
diperjuangkan. Tahap kedua adalah hak ekonomi dan sosial yang
diperjuangkan. Tahap ketiga adalah hak perdamaian dan
pembangunan?'es,

Dari tiga tahapan tersebut, hanya tahapan 1 dan 3 yang
memiliki relevan untuk didiskusikan dengan tema kita. Pengaturan
hak-hak politik dan hak sipil sangat penting dalam kerangka
demokrasi elektoral. Dalam masyarakat demokratis hak politik sangat
dihormati dan dijamin oleh negara khususnya dalam memilih
pemimpin eksekutif dan anggota legislatif'®’. Jaminan penggunaan
hak-hak politik ini mencakup. Pertama, hak untuk hidup. Kedua, hak
atas kebebasan dan keamanan diri. Ketiga, hak atas kesamaan di
muka badan peradilan. Keempat, hak atas kebebasan berpikir,
berorganisasi dan hak mempunyai pendapat. Kelima, hak
berserikat!®,

Semua hak politik dan hak sipil ini sangat terkait dengan kajian
kepemiluan. Hak kebebasan memilih dijamin dalam undang-undang

pemilu. Setiap warga negara yang berumur 17 tahun atau sudah

18 Todung M Lubis. 1993. Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia. Jakarta: YOI, him. 10.
18 Scott Davidson, 1994. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Grafiti. him.2.

186 Miriam Budiarjo, 1998. Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat. Bandung: Mizan. him. 40.

187 Morris Ginsberg. 2003. Keadilan dan Masyarakat. Yogyakarta: Pondok Edukasi. HIm. 115.
18 Miriam Budiarjo, 1998. Menggapai., op.cit. him. 34.

Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia 166



menikah berhak menggunakan hak pilihnya. Sejalan dengan itu, hak
kebebasan berserikat juga dijamin. Setiap warga negara bebas untuk
berafiliasi dengan organisasi apa pun. Warga masyarakat bebas
untuk memilih dan pilih dalam pemilihan. Bahkan, pelaksanaan HAM
dalam pemilihan dengan adanya kesamaan hak-hak politik warga
negara. Kesamaan dan kesetaraan terjamin dalam ritual pemilihan.
Tidak hanya itu. Kesamaan dan kesetaraan ini mewujud dalam diktum
demokrasi: satu orang—satu suara—satu nilail89,

Diktum ini merupakan cerminan atas penghormatan atas hak
asasi setiap manusia. Bahasa satu orang—satu suara—satu nilai
merupakan bukti penghormatan atas manusia. Diskriminasi tidak
dikenal dalam perhitungan suara. Hal inilah yang membuat Miriam
Budiarjo berkata:

a. Universality. Hak asasi bersifat universal, artinya berlaku untuk
semua manusia dari semua ras, agama, kelompok etnis,
kedudukan sosial, dan sebagainya;

b. Indivisibility and interdependence. Hak asasi tidak boleh dibagi-
bagi atau dipilah-pilah; harus dilihat dalam keseluruhannya.
Semua hak saling terkait dan saling berhubungan;

c. Non-selectivity dan objectivity. Maksudnya tidak boleh memilih
di antara beberapa kategori hak asasi dan menganggap bahwa
satu kategori lebih penting dari pada yang lainnya'®.

Penjelasan ini memberikan pijakan bahwa hak asasi manusia
sangat meninggikan harkat dan martabat warga negara dalam kajian
kepemiluan.  Perlindungan, penghormatan, dan pemberian
kebebasan dalam memilih maupun terlibat untuk berpartisipasi
proses politik sangat bersesuaian dengan demokrasi. Sebagaimana
dikatakan Yudi Latif, bahwa demokrasi memberikan panduan dasar

bahwa pemerintahan harus berasal dan melibatkan rakyat**.

189 Morris Gnsberg. 2003. Keadilan., op.cit. him. 124.
190 Miriam Budiarjo, 1998. Menggapai., op.cit. him. 67.
191 yudi Latif. 2019. Negara Paripurna. Jakarta: Gramedia. him. 435.
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Hubungan demokrasi dan HAM sudah dinyatakan dalam
banyak kesepakatan misalnya dalam dan berbagai konvensitentang
hak asasi manusia Hak Asasi Manusia dalam konsepsi demokrasi di
Indonesia persoalan Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang
mendasar. Pengaturan Hak Asasi Manusia bukah hanya Negara
mengatur , menjamin tetapi juga menegakkan. Dalam suatu Negara
yang berdemokrasi , Implementasi Hak Asasi Manusia adalah suatu
keharusan . Berbicara Demokrasi Di Indonesia merujuk tentang
demokrasi di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 dalam
konstitusi tersebut istilah yang digunakan adalah kedaulatan rakyat.
Kedaulatan rakyat dapat diartikan, bahwa setiap warga negara
mempunyai hak dan kebebasan politik yang setara. Dalam konteks
rakyat yang berkedaulatan, tiap warga negara mempunyai hak dan
kebebasan politik di samping kebebasan ekonomi maupun kultural.
Hak itu datang dari preskripsi bangsa Indonesia mengenai
masyarakat negara dan warga individu yang dicita - citakan
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa
manusia itu bermartabat apa pun latar belakangnya, siapa pun dia,
mempunyai martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa. HAM hanya dapat terlaksana dalam pemerintahan yang
demokratis. Sementara itu pemerintahan yang demokratis akan
menjadi wahana bagi tegaknya HAM dalam kehidupan semua warga
negara. Dengan kata lain diterimanya demokrasi secara luas jelas
memperkuat upaya penghormatan terhadap HAM.

Hubungan timbal balik antara demokrasi dengan upaya
penegakan HAM terjadi dalam Konferensi Hak Asasi Manusia yang
berlangsung di Wina tahun 1993. Dalam Deklarasi Wina inilah
persoalan demokrasi dan HAM dinyatakan secara eksplisit.
Hubungan antara demokrasi dengan HAM dapat dilihat melalui
bagaimana praktik penyelenggaraan negara oleh suatu pemerintahan
negara. Beberapa indikator penjelas adanya penegakan HAM dalam
suatu pemerintahan negara adalah sebagai berikut : (1) adanya
jaminan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, berserikat serta
berkumpul ; (2) bebas menentukan pilihan dalam pemilu tanpa ada
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paksaan siapapun ; (3) adanya kebebasan pers ; (4) kebebasan
beragama ; (5) kebebasan untuk hidup ; serta (6) adanya partisipasi
politik.  Janedjri M, Gaffar menyebutkan Demokrasi dan HAM
bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus adalah prasyarat bagi
berjalannya demokrasi. Sebaliknya kegagalan perlindungan dan
penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi negara

demokrasit??.

Lebih lanjut, demokrasi Indonesia hingga saat ini juga masih
belum pada tingkat menghormati hak asasi warga negaranya.
Padahal konstitusi secara jelas telah mencantumkan bahwa rakyat
berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai
keyakinan, hak untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan
pekerjaan yang layak, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang
dijamin negara. Namun hingga saat ini Indonesia masih belum
mampu menjamin hak-hak tersebut, bahkan tidak jarang pula negara
malah melanggar hak-hak warga negaranya, hal ini jelas menyalahi
konstitusi nasional kita sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa
demokrasi di Indonesia belum berjalan sempurna, karena sejatinya
dalam negara demokrasi hak-hak warga negara haruslah dijunjung
tinggi.

Moh. Hatta menyatakan “Pendeknya cara mengatur
pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat,
semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek
kata rakyat itu daulat alias raja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang
atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang
memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri.
Inilah arti kedaulatan rakyat sebagai suatu dasar demokrasi atau
kerakyatan yang seluas-luasnya.lnilah arti kedaulatan rakyat. Tidak

192 Gaffar, Janedjri. M. (2012), Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah
Perubahan UUD 1945, Cet-1, Jakarta: Konstitusi Press
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saja dalam hal politik melainkan juga dalam sisi sosial dan ekonomi
ada demokrasi.”1%?

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila
ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis, bermakna: Demokrasi yang
didasarkan pada Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh
persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh kemanusian yang adil dan
beradab, yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa dan Yang
menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini
merupakan konsekuensi bahwa sila Pancasila adalah dijiwai oleh sila
diatasnya dan menjiwai sila dibawahnya. Hal ini bermakna bahwa
demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi barat dalam tataran
implementasinya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia,
yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 sedangkan asas demokrasi Pancasila adalah

sila ke 4 Pancasila. 194

Demokrasi Pancasila dalam sejumlah sumber dilekatkan pada
sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Jadi, demokrasi
Pancasila berintikan pada musyawarah untuk mufakat.'%® Cara
pandang ini masih mengidealkan pentingnya demokrasi tidak
langsung. Di mana warga negara melalui wakilnya yang akan
memperjuangkan aspirasi tuntutan dan kepentingan kepada
presiden.

Ciri khas dari pelaksanaan demokrasi tidak langsung atau biasa

disebut dengan demokrasi perwakilan adalah (i). kebijakan publik

193 Moh. Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka, Naskah Pidato Tahun 1932,

194 Tjarsono (2013) Demokrasi Pancasila Dalam Bhineka Tunggal lka Solusi Heterogenitas. Jurnal
Transnasioanl, 4 181-192

19 Roeslan Abdulgani, dkk. 1995. Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: YWP.
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dibuat oleh wakil rakyat dan bukan oleh rakyat itu sendiri. (ii).
perwakilan itu dipilih rakyat atau konstituen; (iii) warga dewasa bisa
memberikan suara setiap orang punya satu suara; (iv) wakil
bertanggung jawab atas perbuatannya kepada pemilihnya.*®® Poin
penting lainnya dan sangat luar biasa maknanya dalam demokrasi
Pancasila ketika mengedepankan perlunya musyawarah dalam
pengambilan kebijakan politik. Musyawarah untuk mencapai mufakat
merupakan tradisi luhur dari masyarakat Indonesia yang dalam
perkembangan sekarang paralel dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam demokrasi deliberatif. Misalnya, memberikan kesempatan
kepada semua warganya untuk berpartisipasi langsung dalam proses

pengambilan keputusan'®’ penting pada lembaga pemerintahan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila
yang mengedepankan perlunya musyawarah untuk mufakat. (i).
perlunya keputusan kolektif; (ii)). mendorong perspektif public dalam
mendiskusikan isu-isu publik; (iii) memungkinkan pertimbangan
kebaikan bersama yang akan diputuskan; (iv). Mempromosikan rasa
saling hormat dalam pembuatan keputusan politik.1%8 Semua nilai lahir
dari proses musyawarah untuk mufakat. Hal ini pula menunjukkan
corak kerjasama antara para pelaku politik dalam menghasilkan
keputusan yang berpihak kepada masyarakat banyak. demokrasi
Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan
oleh Yudi Latif mengandung prinsip dasar Kkerakyatan,
permusyawaratan lewat perwakilan dan mufakat (hikmat
kebijaksanaan). Kerakyatan, permusyawaratan dan mufakat itulah

yang menjadi prinsip dasar demokrasi Pancasila.

19 John T Ishiyama, dkk. 2013. Model Demokrasi. Dalam John T Ishiyama dan Marijke Breuning (ed).
llmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21. Jakarta: Predana Media.him. 447

197 John T Ishiyama, dkk. 2013. Model., op.cit., him.447

198 John T Ishiyama, dkk. 2013. Model., op.cit., him.452.
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Ketiga prinsip dasar demokrasi tadi harus dijalankan bersama-
sama.Hal ini berarti bahwa demokrasi Pancasila, tidak cukup apabila
hanya mengedepankan unsur kerakyatan saja tanpa memperhatikan
unsur permusyawaratan dalam perwakilan dan mufakat, demikian
pula sebaliknya. Karena, cita permusyawaratan dalam perwakilan
dan mufakat akan memancarkan kehendak untuk menghadirkan
negara dengan semangat kekeluargaan. Sedangkan, cita mufakat
merefleksikan orientasi etis dari bangsa Indonesia. Dengan demikian,
dalam demokrasi Pancasila semua pengambilan keputusan
kenegaraan harus dilakukan bersama oleh seluruh rakyat melalui
permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Tiga prinsip tersebut
diatas dalam suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh merupakan
Doktrin Kerakyatan Indonesia Yang menjadi esensi dari sistem
demokrasi politik yang sesuai dengan hakikat manusia Indonesia dan
paham kekeluargaan Yudi Latif menyebutnya sebagai bentuk
demokrasi permusyawaratan dimana tujuan mendirikan negara ini

adalah semua untuk semua; satu untuk semua; semua buat satu.19°

Penguatan Sistem demokrasi Pancasila dapat dilakukan dengan
memperkuat struktur dan kultur demokrasi di Indonesia. Demokrasi
adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri
warga negara baik yang sedang memerintah (penyelenggaraan
negara) maupun yang tidak sedang memerintah (warga negara
biasa). Sikap hidup demokrasi ini pada gilirannya akan menghasilkan
budaya demokrasi titik sikap hidup dan budaya demokrasi diperlukan
guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik
demokrasi di negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya
demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki titik
demokrasi paling tidak mencakup dua hal yaitu struktur dan kultur
(Zamroni, 2011).2%° Lembaga (Struktur) Demokrasi Menurut Miriam

199 2vudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Gramedia,
Jakarta, 2011, him. 84
200 Zamroni. (2011). Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural. Gavin Kalam Utama.
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Budiardjo untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi  perlu
diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut. :

a. Pemerintahan yang bertanggungjawab .

b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan
kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan
umum yang bebas dan rahasia.

c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai
(sistem dwi partai, multi partai). Partai menyelenggarakan
hubungan yang kontinu dengan masyarakat.

d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia

dan mempertahankan keadilan.

Sedangkan kultur adalah nilai demokrasi, pengetahuan dan
kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal, pertama
kesadaran bahwa Demokrasi adalah pola kehidupan yang paling
menjamin hak-hak warga negara itu sendiri. Kedua, Demokrasi
adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru
dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung
pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada
Masyarakat. Oleh karena itu tradisi atau budaya demokrasi di
masyarakat perlu untuk ditumbuh kembangkan. Komponen budaya
hukum masih perlu diperbaiki dengan mengubah perilaku masyarakat
pemilih untuk menjadi smart voters dengan meningkatkan rasionalitas
pemilih dan budaya hukum partai politik agar menjadikan partai politik
sebagai institusi publik yang demokratis dan menggeser budaya

dinasti politik menjadi budaya demokrasi berbasis meritokrasi.?’!

Menumbuh kembangkan budaya demokrasi tersebut dapat
dilakukan melalui pendidikan demokrasi pendidikan demokrasi pada

hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa

201 Menurut Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. yang disampaikan pada Focus Group
Discussion “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023
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diterima dan dijalankan oleh warga negara pendidikan demokrasi
secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan
implementasi sistem, nilai, konsep dan praktik demokrasi melalui
pendidikan. Dalam konteks demokrasi, pendidikan penting untuk
membangun kesadaran setiap orang bahwa mereka perlu
mencapai  kedewasaan dengan  berdasarkan penghargaan
terhadap orang lain, sehingga menumbuhkan kesederajatan.
Selain itu, yang terpenting adalah pendidikan merupakan media
untuk memupuk sikap empati dan toleran. Dan juga pandangan
hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta
perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan

antara pendidik dan anak didik, serta pengelola pendidikan.??

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga
masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis Melalui aktivitas
menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan kesadaran dan
nilai-nilai demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur
demokrasi akan menjadi pondasi bagi negara demokrasi. Tumbuh
dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan
pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pembudayaan Nilai-nilai demokrasi perlu

dilakukan dalam institusi formal maupun non formal.

Penguatan Demokrasi Pancasila berdasarkan Lusor analysis
dapat dilakukan melalui penguatan pada sistem hukum dan peradilan.
Artinya, segala bentuk proses politik dan pemerintahan, termasuk
sistem ekonomi yang dijalankan, harus patuh pada kaidah hukum-
hukum positif yang berlaku, utamanya UUD NRI Tahun 1945 sebagai
sumber hukum tertinggi. Akan tetapi realitas yang terjadi masih jauh
dari gambaran ideal. Masih banyak regulasi yang tumpang-tindih
antara pusat dan daerah menunjukkan bahwa aspirasi rakyat yang

belum terserap dan penguatan eksistensi masyarakat madani dalam

202 Winataputra, “Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks
Pendidikan IPS” (2001).
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menopang sistem demokrasi Pancasila. Masyarakat Madani adalah
masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas,
transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi,
konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana,
sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang
paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.?%3

Saat ini, terdapat upaya untuk memperkuat keselarasan antara
demokrasi Pancasila dan HAM di Indonesia melalui berbagai langkah,
seperti peningkatan kesadaran akan HAM, pengawasan dan
advokasi oleh LSM dan masyarakat sipil, serta upaya penguatan
lembaga-lembaga penegak HAM. Penting untuk terus meningkatkan
kesadaran akan pentingnya keselarasan antara demokrasi Pancasila
dan HAM, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak setiap
individu dalam konteks pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia.
Ini merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa setiap
kebijakan dan tindakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai
demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi setiap warga

negara.?%4

2. Partisipasi Dalam Penyusunan Peraturan Kepemiluan
Perihal kedaulatan rakyat sangat dekat dengan pelaksanaan
hak-hak politik masyarakat dalam pemilihan. Dalam demokrasi selalu
dikatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kekuasaan
dari rakyat. Karena itu, pemimpin politik harus melibatkan warga
dalam pemerintahan.?°> Pelibatan warga negara pertama dalam

proses politik biasanya dalam kampanye rapat umum hingga pada

203 'Muhammad Pengkuh Wedona Jati.2023. Konsep Masyarakat Madani Dalam Demokrasi
Pancasila. J-CEKI : Jurnal Cendekia llmiah Vol.2, No.6, Oktober 2023

204 Menurut Eko Budiyanto, S.H., M.H. .yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia” Tanggal 30 November 2023

205 yudi Latif, Negara, op.cit. him. 435.
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saat pencoblosan. Rentetan kegiatan ini memperlihatkan keterkaitan
demokrasi HAM dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Karena itu, pemikir demokrasi George Sorensen?°® pernah
mengatakan bahwa demokrasi memiliki tiga nilai sebagaimana
digambarkan.

Gambar 8. Nilai Demokrasi

kebebasan
kompetisi politik
() ® ®

partisipasi

Nilai pertama dari demokrasi adalah kompetisi. Kompetisi
dipahami agar semua kontestan berusaha untuk menjadi pemenang
dalam pemilihan. Dalam usaha memenangkan dalam pemilihan
calon legislatif maupun calon pemimpin eksekutif berusaha
mempengaruhi masyarakat agar mau memilihnya dalam pemilihan.
Tugas kandidat adalah ‘merayu’ pemilih. Sedangkan pemilih memiliki
kebebasan untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi
pemimpin.?%” Kebebasan rakyat dalam menggunakan hak-hak
politiknya merupakan bagian dari cara pandang bahwa kekuasaan
pemerintahan berasal dari rakyat.?%® Cara ini tidak salah, tetapi perlu
juga diberikan ruang bahwa partisipasi masyarakat juga dalam
proses pembuatan kebijakan kepemiluan. Artinya, warga negara
yang baik adalah ikut serta dalam mempengaruhi agenda pembuatan
kebijakan. Keaktifan warga negara dalam pembuatan kebijakan
kepemiluan berarti ikut dalam menentukan agenda kebijakan. Jimly

Asshiddigie memberikan rumusan tujuan dari diselenggarakannya

208 George Sorensen, 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. him. 19
207 Morris Ginsberg, Keadilan., op.cit. him. 115.
208 yyudi Latif, Negara, op.cit. him. 474.
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pemilu sebagai berikut:2%9

a) Memberikan  kemungkinan terkait adanya  pergeseran
kepemimpinan pemerintahan yang tertib dan damai

b) Memberikan kemungkinan terkait adanya pergantian jabatan
yang nantinya akan menjadi wakil dari rakyat dan menjamin
semua kepentingan rakyat di lembaga perwakilan

c) Menjalankan prinsip kerakyatan yang berdaulat, dan;

d) Menjamin pelaksanaan prinsip tentang hak asasi warga negara

Penjelasan ini sangat sesuai dengan Charles Jones yang

mengatakan perlunya keterlibatan warga dalam pembuatan

kebijakan. Sebab, dengan cara ini, maka rakyat memiliki akses dan

akan menguntungkan mereka.?!® Kalau demikian penjelasannya,

maka partisipasi dan jaminan hak-hak politik warga harus diperkuat.

Caranya adalah dengan mengarahkan kekuasaan pemimpin untuk

menghormati hak asasi masyarakat.?!!

Dengan demikian, maka demokrasi bisa dilaksanakan dengan
baik. Demokrasi hanyalah salah satu alat untuk menciptakan kondisi
masyarakat yang sejahtera, tenteram dan ideal. Tujuan demokrasi itu
juga merupakan dari cita-cita ideal yang mendasari diterapkannya
sistem demokrasi. Kemudian dalam implementasinya yang dijadikan
dasar untuk menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan ideal itu
adalah tujuan demokrasi itu sendiri dan bukan dari sistem demokrasi
itu. Ketika melihat dari sisi filosofis munculnya konsep demokrasi
adalah bagaimana demokrasi bisa menjadi representasi dari
kepentingan-kepentingan masyarakat. Hal ini karena rakyat
merupakan unsur penting terbentuknya suatu Negara. Tanpa rakyat
Negara tidak mungkin diakui sebagai sebuah Negara seutuhnya.

Konsensus tentang terbentuknya sebuah Negara dari suatu

wilayah itu ketika dalam wilayah tersebut terdapat sekelompok

209 Sukriono Didik, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 1 (2009): 20.
210 Charles Jones, 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press. him114.
211 George Sorensen, 2003. Demokrasi., op.cit.. him. 5
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individu yang terorganisir dalam suatu masyarakat dan menyepakati
tentang terbentuknya sebuah Negara. Oleh sebab itu Negara bisa
diibaratkan sebagai sebuah media yang berfungsi untuk
mensejahterakan rakyat. Melihat dari pengertian diatas, Negara yang
menerapkan sistem demokrasi, secara teoritis berarti sistem yang
diterapkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau dijabarkan
dalam bentuk konseptual, bahwa segala bentuk kebijakan itu
didasarkan oleh kepentingan dan juga kebutuhan rakyat.?'? Dalam
Tataran praktisnya Negara seharusnya berfungsi sebagai mediator
dan pelaksana mandat dari rakyat.

Berbagai aspirasi yang disuarakan oleh rakyat tidak hanya
ditampung dan diacuhkan, akan tetapi harus direspon sebaik mungkin
dan kemudian juga diwujudkan, karena suara rakyat itu merupakan
representasi dari kebutuhan dan kegelisahan yang muncul dari hati
nurani rakyat. Dalam perumusan sebuah kebijakan yang didasari dari
aspirasi rakyat, Negara harus bersifat netral, artinya tanpa dimuati
kepentingan-kepentingan tertentu kecuali hanyalah kepentingan
rakyat. Kemudian agar tercapai sebuah keseimbangan, rakyat juga
harus berpartisipasi dalam mengawal dan mengkontrol kebijakan
yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu bentuk transparansi
dalam hal apapun juga harus dilakukan oleh pemerintah, karena ini
juga akan mendukung terciptanya sebuah tatanan yang seimbang
antara rakyat dan Negara. Keseimbangan tersebut akan bermuara
pada sebuah tatanan keadilan yang menjadi modal dari terciptanya
kesejahteraan bagi rakyat.

Jika dalam sebuah demokrasi rakyatlah yang paling
dipentingkan, maka dalam tataran aplikasinya segala bentuk
kebijakan ini harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan
yang tidak berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat dan didasari
atas kepentingan individu atau kelompok, akan mencerminkan sistem

pemerintahan yang tidak bersih dan bercitra diri buruk di mata

212 Fauzan Khairazi, Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Inovatif
Volume VIII Nomer 1 Januari 2015
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masyarakat. Inilah yang kemudian merusak citra ideal dari sistem
demokrasi itu sendiri. Maka oleh karena itu perlu dijamin kebebasan
warga Negara dalam demokrasi demi terciptanya demokratisasi yang
diharapan tersebut. Ide dari demokrasi, yaitu agar melindungi hak-hak
warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan
pendapat dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan rezim
selagi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara demokrasi.
Setiap pembentukan kebijakan, pemerintah wajib melibatkan rakyat.
Proses terlibatnya rakyat dalam pembentukan kebijakan disebut
partisipasi masyarakat. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung,
maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi merupakan salah
satu hal penting dalam kajian kepemiluan. Dalam kajian pemilu,
partisipasi masyarakat diperlukan dalam kerangka menjamin hak
politik masyarakat. Secara konseptual, partisipasi memiliki banyak
makna. Misalnya, partisipasi bisa dimaknai sebagai aktivitas politik
seseorang dalam semua tingkatan pemerintahan?!®, Definisi ini
sangat luas dalam menafsirkan partisipasi politik masyarakat dalam
pemerintahan. Selain itu, partisipasi politik juga dilekatkan pada
aktivitas lembaga formal. Sedangkan, pendapat lain mengatakan
partisipasi politik memberikan perhatian pada cara-cara warga
negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara yang
berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap
pejabat publik agar bisa diperjuangkannya.?'4

Di bagian yang lain, Wawan Sobari menambahkan partisipasi
politik dimaknai sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat
dalam mengambil-bagian dalam proses pemilihan pemimpin maupun
dalam proses pembuatan kebijakan public.?!> Ada dua poin penting

yang perlu digaris bawahi dari pendapat Sobari, yakni keterlibatan

213 Muhtar Haboddin dan M. Arjul. 2016. Pengantar limu Politik. Malang: UB Press.him. 206.
214 Wawan Sobari, 2002. Pengantar llmu Politik.Malang: UMM Press. him. 185
215 Wawan Sobari, 2002. Pengantar., him. 186.
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masyarakat dalam pemilih pemimpin politik di satu sisi. Sedangkan
pada sisi yang lain, keterlibatan warga dalam pengambilan kebijakan
publik. Definisi ini memberikan cara pandang baru dalam memaknai
partisipasi masyarakat dalam bingkai politik. Memilih pemimpin dan
terlibat dalam pembuatan kebijakan merupakan bagian demokrasi.
Sedangkan, Maswadi Rauf mendefinisikan partisipasi politik sebagai
proses menyampaikan dukungan dan kritk dalam kegiatan
pemerintahan.?'®

Semua definisi partisipasi politik merujuk pada aktivitas atau
kegiatan warga/masyarakat dalam proses politik. Basis penting dari
kegiatan partisipasi politik adalah kesadaran warga. Karena itu, dalam
partisipasi politik ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama,
partisipasi merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara.
Kedua, partisipasi langsung dalam memilih pemimpin maupun
pengambilan keputusan merupakan ‘penanda’ atas gagalnya
lembaga formal sebagai wujud dari demokrasi perwakilan. Ketiga,
keterlibatan masyarakat dalam politik dijamin dalam konstitusi.?'’ Hal
yang paling mendasar dalam demokrasi politik yaitu political party Id
(identitas kepartaian) itu menjadi kata kunci dari sistem demokrasi
yang baik. Jadi sistem pemilu yang baik itu adalah sistem pemilu yang
memungkinkan orang memperjelas identifikasi dirinya pada partai
tertentu. Itu demokrasi yang baik.?'® Cara pandang yang sedikit
berbeda dalam melihat partisipasi masyarakat dikemukakan Sutoro

Eko dalam tulisannya Opini Publik, Partisipasi, dan Demokrasi

216 Maswadi Rauf, 1991. Ciri-Ciri Teori Pembangunan Politik: Kasus Partisipasi Politik. Jurnal Politik.
Jakarta: Gramedia.

217 Muhtar Haboddin dan M. Arjul. 2016. Pengantar., op.cit., 209.

218 Menurut Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan

Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023
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Deliberatif?’®. Bagi Sutoro Eko ada tiga bentuk partisipasi warga
dalam politik—sebagaimana nampak dalam gambar 9 berikut ini.

Gambar 9. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Pertama, suara adalah hak dan tindakan warga masyarakat
dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, dan
kepentingannya  kepada  pemerintah. Tujuannya  adalah
mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda
bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif. Kedua, akses
adalah ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena
pemerintah maupun dalam perebutan kekuasaan. Ketiga, kontrol
warga dipahami bukan saja mencakup kapasitas dalam
memengaruhi, tetapi juga kemampuannya dalam mengontrol perilaku
dan tindakan pemerintahan selama memerintah. Kontrol ini
diperlukan agar pemimpin ataupun politisi lebih hati-hati dalam
menjalankan kewenangannya

Tiga bentuk partisipasi sejatinya dibaca dalam satu kesatuan.
Suara, akses, dan kontrol merupakan roh dalam melihat seberapa
besar energi warga untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan.
Dalam konteks politik, tentunya partisipasi warga bisa dilihat dari
keterlibatannya dalam mengikuti rapat umum, kampanye, hingga
memilih calon legislatif dan pemimpin politik??°.Pendapat lain
membagi empat tangga partisipasi politik masyarakat sebagaimana

tergambar pada gambar 10.

219 Sutoro Eko, Opini Publik, Partisipasi, dan Demokrasi Deliberatif. Dalam Yuli Setyawati (ed). 2005.
Komunikasi Pemberdayaan. Yogyakarta: APMD Press.
220 Miriam Budiarjo, 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: YOI, him.1.
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Gambar 10. Bentuk Partisipasi

partisipasi
nominal

partisipasi instrumental

partisipasi
representatif

wrandformatif

Dari gambar 10. bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama,
partisipasi nhominal adalah yang berfungsi untuk mencari legitimasi
dari bawah serta proses pelibatan dari atas, tetapi fungsinya hanya
sekedar untuk memamerkan. Kedua, partisipasi instrumental dengan
tujuan meningkatkan efisiensi pembangunan yang digagas dari atas,
mendorong penghematan biaya dan tetapi fungsi utamanya sekedar
sarana atau alat untuk kepentingan tertentu. Ketiga, partisipasi yang
bersifat representatif dengan tujuan untuk menciptakan
kesinambungan pembangunan, dan meningkatkan leverage serta
fungsinya untuk menyampaikan aspirasi dan suara. Keempat,
partisipasi yang transformatif yakni bertujuan untuk memberdayakan
sekaligus berfungsi untuk alat ataupun tujuan dalam dirinya sendiri?22,

Semua tangga partisipasi politik sangat berguna dalam
memotret keterlibatan warga dalam politik pemilu. Berpartisipasi
dalam pemilihan menjadi sebuah keharusan dalam sistem demokrasi.
Hal ini dibenarkan oleh Robert Dahl bahwa demokrasi memberikan
kepada warga untuk pertama, berpartisipasi secara efektif. Kedua,

memberikan suara. Ketiga, mendapatkan pengetahuan politik yang

221 yohanes da Masenu, Menuju Partisipasi Radikal. Dalam Sugeng Bahagijo (ed). 2005. Orde Baru
Partisipasi. Jakarta: Kumpulan Karsa. Him. 291
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jernin. Keempat, melakukan pengawasan. Kelima, ada jaminan
kepada semua orang dewasa untuk memilih?22,

Salah satu indikator negara demokratis adalah seberapa besar
negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun
pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat
(pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara
demokrasi. Hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik
berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya
suatu pemerintahan. Menurut Herbert McClosky seorang tokoh
masalah partisipasi berpendapat: Partisipasi politik adalah kegiatan-
kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara bagaimana
mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan
secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan
kebijakan umum (The term political participation will refer to those
voluntary activities by which members of society share in the selection
of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy. 222
Artinya masyarakat secara sukarela ikut serta ambil bagian dalam
proses pemilihan penguasa, dan turut serta terlibat dalam proses
pembentukan hukum. Sehingga keputusan yang diambil pemerintah
lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Begitupun dalam hal
pembentukan hukum, seperti peraturan perundang-undangan,
masyarakat harus dilibatkan dan turut andil dalam pembahasan. Hal
itu dapat berupa mendengarkan aspirasi rakyat sehingga peraturan
perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat lebih baik dan
sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat secara umum. Hal ini
relevan dengan Smith yang mengatakan bahwa partisipasi
masyarakat atau publik adalah sebuah proses dimana individu,
kelompok, atau organisasi yang memiliki kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan yang

222 Robert Dhal. 2001. Perihal Demokrasi. Jakarta: YOI. him. 53.
223 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar limu Politik, ed. revisi, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008),

h.367
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berdampak bagi mereka atau yang mereka minati.?** Sementara itu
Cohen dan Uphoff, membagi partisipasi dalam empat fase/tahap,
yakni: 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, terjadi sebelum
kebijakan dibuat. 2. Partisipasi dalam implementasi, terjadi ketika
kebijakan sudah berlaku. 3. Partisipasi dalam manfaat, terjadi ketika
kebijakan memiliki dampak bagi masyarakat. 4. Partisipasi dalam
evaluasi, dilakukan secara periodik, dilakukan untuk menganalisis
apakah kebijakan yang telah berlaku, berjalan secara efektif.?%°
Seperti kata Dahl bahwa “polis yang terbaik bagi warganya adalah
sekaligus berjiwa mulia, adil dan bahagia: mereka mencari kebaikan
bersama. Maknanya, bahwa suatu partisipasi yang berkualitas
sebenarnya menunjuk bahwa peranan seseorang dalam bertindak
bukan atas perintah, anjuran apalagi ada unsur paksaan atau tekanan
dari pihak lain. Hal tersebut, justru datang dari nuraninya”. Partisipasi
adalah hak dasar yang sah dari umat manusia untuk turut serta
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan yang menjanjikan
harapan kemerdekaan bagi dirinya itu. Dengan kata lain, suatu
partisipasi dikatakan “murni”, apabila aktivitas yang dilakukan
ataupun tidak dilakukannya benar benar merupakan ekspresi sikap
dasar untuk berbuat menurut paradigmanya sendiri.??6

Demikian eratnya hubungan keduanya, Robert A. Dahl
mengatakan bahwa demokrasi hanya dapat dibangun dengan
partisipasi, dimana semua warga masyarakat memiliki kesempatan
yang sama untuk ikut berperan serta mendiskusikan masalah-
masalahnya dan mengambil keputusan. Sebagai konsekuensi

224 Bruce L. Smith,

BLSmith Groupwork Inc, Public Policy and Public Participation Engaging Citizens

and Community in the Development of Public Policy, (Prepared for Population and Public Health
Branch Atlantic Regional Office Health Canada 2003).[5]

225 John Cohen and Norman Uphoff, Participation’s place in rural development: Seeking clarity
through specificit, (World Development 1980).[8].

226 Robert A. Dahl 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jilid | dan Il. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia.1992:7)
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demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang
seluas-luasnya. Partisipasi publik dalam proses pengambilan
kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk
mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di
negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan
merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses
pengambilan kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi
yang paling nyata dalam kehidupan sehari- hari melainkan juga
bermanfaat bagi Pemerintah.

Demokrasi Pancasila akan kuat manakala aktor yang
menjalankannya memiliki kapasitas dan kapabilitas. Jadi, kekuatan
demokrasi Pancasila dalam penyusunan peraturan kepemiluan
ditentukan oleh sumber daya politisi itu sendiri. Dalam rangka untuk
memperkuat kapasitas pemimpin tersebut, maka dibutuhkan
pendidikan yang tinggi—rajin melakukan pelatihan—memahami
tugas, dan fungsi secara baik dan benar. Selain penguatan kapasitas
individu pemimpin—perlu juga dibarengi dengan penguatan sistem
yang memungkinkan terbangunnya dialog dalam pembuatan
kebijakan pemilu. Ruang dialog dalam musyawarah perlu dibumikan
agar masyarakat terlibat dalam membicarakan persoalannya.
Prosedural perlu disederhanakan agar masyarakat mendapatkan
akses untuk berbicara dan menyampaikan aspirasinya dalam
pengambilan keputusan kepemiluan.??’

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi
dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis.??® Karena konsep
partisipasi dalam penyelenggaraan negara sebetulnya lahir sebagai
konsekuensi dari sistem politik demokrasi yang diterapkan. Sebab,

dalam sistem demokrasi, setiap person dihargai sebagai makhluk

227 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023

228 B, Hestu Cipto Handoyo. 2008. Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik.
Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, him. 153
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moral dan rasional yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab
atas dirinya sendiri. Karena hanya dalam sistem politik demokrasi lah,
partisipasi yang sesungguhnya dimungkinkan hidup dan
berkembang. Demokrasi dan partisipasi adalah ibarat dua sisi
sekeping mata uang yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
Pelibatan publik secara substantif, masif dan bermakna merupakan
hal yang penting untuk dilakukan. Pengadopsian nilai Pancasila
dalam peraturan dan kebijakan sebagaimana telah ditetapkan
indikatornya oleh BPIP melalui Peraturan BPIP No 4 /2022 menjadi
pedoman dan referensi penting bagi pengambil kebijakan dan
pembentuk peraturan.??®

Adapun selanjutnya peraturan perundang-undangan di
Indonesia sudah banyak yang mengatur mengenai proses partisipasi
masyarakat. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur
bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat”. Eksistensi dari hak-hak tersebut yang
diatur oleh UUD 1945 merupakan hak konstitusional bagi setiap
orang baik secara individu maupun secara kolektif (masyarakat)
untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti
dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan. Selain itu,
berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan UU No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, diatur juga secara
eksplisit tentang jaminan berkaitan dengan partisipasi masyarakat.
Dinyatakan dalam Pasal 96 ayat 1 bahwa: “Masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap
tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun
dalam pelaksanaannya banyak pembentukan kebijakan yang
melewatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena

Masyarakat yang tidak memiliki aksesibilitas untuk mendapatkan hak

229 Menurut Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D. yang disampaikan pada Depth Interview
“Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 1 Desember 2023
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partisipasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan,
masyarakat sebagai subjek hukum dapat berpartisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan guna turut menciptakan perlindungan
hukum. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pendapat atau keberatannya terhadap kebijakan atau keputusan
pemerintah sebelum mendapat bentuk yang definitif. Dengan
partisipasi tersebut akan berpengaruh dalam pembuatan kebijakan
dimana kebijakan tersebut tetap memprioritaskan kepentingan
masyarakat nasional, sehingga apabila kebijakan tersebut hidup
dalam masyarakat tidak menimbulkan pergolakan, pertentangan
ataupun sengketa sebagai langkah pencegahan terjadinya hal lain
yang lebih merugikan masyarakat. perlindungan hukum preventif ini
berpengaruh besar dalam tindakan pemerintah, dimana pemerintah
diharuskan untuk berhati-hati dan cermat dalam membuat suatu

produk hukum atau kebijakan yang didasarkan pada diskresi.

Suatu kebijakan atau produk hukum dianggap memiliki unsur
perlindungan hukum preventif ketika dalam penyusunannya
melibatkan peran masyarakat dan apabila kebijakan tersebut telah
ditetapkan dalam masyarakat tidak menimbulkan sengketa. Dalam
penyusunan suatu kebijakan, partisipasi masyarakat dapat disalurkan
melalui badan legislatif yaitu DPR dimana badan tersebut merupakan
representasi dari perwakilan rakyat. Keterlibatan masyarakat
diwujudkan dalam uji publik dan menyerap masukan dari masyarakat
peduli pemilu agar semakin banyak ide serta keinginan masyarakat
didengar. Selama ini, proses penyusunan regulasi selalu diawali
dengan menyerap masukan masyarakat melalui FGD, uji publik dan
sosialisasi dan kemudian ada RDP bersama komisi Il DPR RI sebagai
representasi masyarakat di parlemen.?3° Selain itu terdapat pula

adanya keterlibatan dalam vyang dilandasi oleh sosiologis

230 Menurut Paulus Widiyantoro, S.E., M.M. yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023
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masyarakat, perguruan tinggi sebagai representasi akademisi
masyarakat juga dapat bekerjasama dengan alat kelengkapan DPR
dalam penyusunan kebijakan, serta melalui Rapat Dengar Pendapat
Umum (KDPU).

Apabila tahap dengar pendapat dan penyusunan bersama telah
dilaksanakan, pemerintah juga berkewajiban untuk mempublikasikan
rancangan peraturan perundang-undangannya agar mendapat
respon dari masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan
secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI
telah dimuat ketentuan sejumlah kewajiban DPR. Untuk menjamin
hak partisipasi masyarakat, dapat diidentifikasi dan dinilai dari
beberapa hal: 1) Penyusunan dan Penetapan Prolegnas; 2)
Penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang; 3)
Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 4)
Pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan 5) Pengawasan
pelaksanaan kebijakan pemerintah.?3!

Meskipun peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan
hukum dan kebijakan telah dilakukan namun pengaturan mengenai
perlindungan hukum preventif di Indonesia belum diatur secara jelas.
Hal ini menyebabkan kewajiban legislatif untuk melibatkan
masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Terbukti dengan
adanya keterbukaan partisipasi ini dimaknai oleh beberapa anggota
legislatif untuk meningkatkan citra politisnya, sehingga terkadang
keterlibatan masyarakat hanya dipandang sebagai bagian dari
formalitas tanpa ada pelibatan dari aspirasi tersebut. Ditandai dengan
saat ini masih banyak ditemui sengketa dan pergolakan dari
masyarakat atas suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan
kepentingan dan cita-cita masyarakat. Salah satu kunci yaitu
participation (partisipasi), tidak demokrasi yang tanpa partisipasi.
Semakin buruk partisipasi maka semakin buruklah demokrasi

tersebut. Ketika Masyarakat sulit menyampaikan partisipasi fisik,

231 Joko Riskiyono. Op.Cit. HIm.168
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maupun berbicara berekspresi ikut pemilu dan lain sebagainya itu
semakin rendah.?®?> Keadaan ini membuat masyarakat tentu tidak
hanya bertumpu pada DPR sebagai perwakilan aspirasi, hamun
masyarakat juga membuat organisasi masyarakat sipil sebagai
sarana penghubung antara masyarakat dan legislatif sekaligus
pengawas apakah aspirasi mereka dijadikan pertimbangan atau tidak.
Dengan upaya ini, legislatif akan terarah dalam membawa
aspirasi masyarakat untuk didiskusikan dan dilibatkan untuk
meningkatkan daya tawar kepada pihak pemerintah dan legislatif.
Negosiasi antara warga negara dan pejabat publik juga dapat
mengakibatkan warga negara mencapai otoritas pengambilan
keputusan yang dominan mengenai rencana atau program
tertentu.>>* Keberhasilan penyusunan kebijakan yang dilandasi oleh
partisipasi masyarakat tentu akan menjamin pula terwujudnya
perlindungan hukum preventif bagi masyarakat serta menjamin
terlaksananya pemerintahan yang baik (good governance).
Partisipasi masyarakat dapat diperkuat dengan cara:
melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan,
pembentukan buku panduan, serta pengaturan sanksi atau akibat
hukum apabila partisipasi tidak dijalankan.?®*  Sinkronisasi dan
harmonisasi antar-kebijakan kepemiluan penting dan diperlukan
dalam kaitannya dengan demokrasi Pancasila dan hak asasi
manusia.  Nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia harus
mewarnai dalam perumusan dan pembentukan kebijakan
kepemiluan. Nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia harus saling
memperkuat dan menjadi roh dalam kebijakan kepemiluan. Dengan

cara ini, maka sinkronisasi bisa dibentuk. Sinkronisasi dan

232 Menurut Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum. yang disampaikan pada Focus Group Discussion
“Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 21 November 2023

233 ego Karjoko, et al. Op.Cit. HIm.212

234 Maria One Oktavia. Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction
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harmonisasi kebijakan kepemiluan tidak hanya terhadap materi
kebijakan yang telah diambil yang ada (existing), tetapi juga terhadap
materi regulasi/hukum sebagai instrumen kebijakan, kelembagaan
pelaksana kebijakan, kepatuhan pelaksanaan kebijakan, dan
kesadaran aparat pelaksana serta kesadaran masyarakat
pendukungnya.

Mekanisme evaluasi kebijakan ini dapat dijadikan sebagai alat
bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah
tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efekiif,
menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan
demokrasi Pancasila dan HAM.?®® Selanjutnya agar selaras dengan
demokrasi Pancasila dan Hak Asasi Manusia, penyusunan kebijakan
dalam mensinkronkan dan mengharmoniskan demokrasi Pancasila
dan Hak Asasi Manusia perlu mengutamakan general needs
(kebutuhan umum), lalu setelah hal-hal tentang teknis terpenuhi,
maka poin kebijakan selanjutnya perlu berfokus pada pluralisme,
harus ada kompromi perbedaan. Demokrasi Pancasila menekankan
majemuk bersama.?3¢

Demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia termanifestasi
dalam UUD 1945. Keduanya mendapatkan tempat. Demokrasi
Pancasila merupakan komitmen dalam mengelola politik dan
pemerintahan. Demokrasi Pancasila sebagai falsafah yang
dirumuskan melalui sila-silanya.??’

Sila-sila ini secara tegas mengandung hak asasi manusia.
Karena itu, diperlukan kemampuan untuk meramu dalam
menghasilkan kebijakan kepemiluan yang akomodatif. karena

demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia sejatinya menjadi

235 Menurut Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. yang disampaikan pada Focus Group
Discussion “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023

236 Menurut Arga Baskara, S.H., M.H .yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023

237 Riza Noer Arfani. 1996. Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press. him. 40.
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muatan dalam kebijakan kepemiluan. Dengan demikian, maka
kebijakan kepemiluan lebih baik. Jadi diperlukan adalah kemampuan
teknis dan kapasitas mumpuni dalam usaha melakukan sinkronisasi
penyusunan kebijakan kepemiluan. Dikatakan demikian karena
demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia sejatinya menjadi
muatan dalam kebijakan kepemiluan. Dengan demikian, maka
kebijakan kepemiluan lebih baik.?38

Pembentulan buku panduan yang berkaitan dengan partisipasi
Masyarakat juga diperlukan karena meskipun selama ini sudah ada
pengaturan mengenai partisipasi Masyarakat dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan tetapi terkait prosedur pemberian
partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan masih berbeda-beda. Juga diperlukan pengaturan sanksi
atau akibat hukum apabila partisipasi tidak dijalankan, meskipun
sudah ada pengaturan mengenai persoalan tetapi pada
kenyataannya masih banyak pembentukan peraturan perUndang-
Undangan yang masih mengabaikan partisipasi  Masyarakat
sehingga diperlukan penegasan atau akibat hukum apabila dalam
suatu peraturan perundang-undangan mengabaikan partisipasi
Masyarakat ataupun Ketika partisipasi Masyarakat dilakukan tetapi
tidak diakomodir dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan.

Partisipasi merupakan refleksi manusiawi, di mana orang bebas
dari rasa takut, baik karena adanya tekanan atau paksaan dalam
mengambil sikap dan menentukan arah pemikirannya. Hakikatnya
merupakan kebebasan berperanan untuk memfungsikan hak dan
kewajiban individualnya sebagai pengembangan diri, sehingga
karakter dan kepribadian seseorang (warga negara) tumbuh secara
alami, baik sebagai moral, intelektual maupun sosial yang pada
gilirannya mengarah pada terciptanya kedewasaan dan kematangan

dalam bersikap dan bertindak suatu partisipasi yang murni, tiada lain

238 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023
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mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan moral sehingga
mencapai makna otonomi moral itu sendiri. Seperti kata Dahl bahwa
“polis yang terbaik bagi warganya adalah sekaligus berjiwa mulia, adil
dan bahagia: mereka mencari kebaikan bersama. Maknanya, bahwa
suatu partisipasi yang berkualitas sebenarnya menunjuk kepada
peranan seseorang dalam bertindak bukan atas titah, anjuran apalagi
ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Hal tersebut, justru
datang dari nuraninya sebagai panggilan pribadi”’. Partisipasi adalah
hak dasar yang sah dari umat manusia untuk turut serta
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
yang menjanjikan harapan kemerdekaan bagi dirinya itu. Dengan
kata lain, suatu partisipasi dikatakan “murni”, apabila aktivitas yang
dilakukan ataupun tidak dilakukannya benar- benar merupakan
ekspresi sikap dasar untuk berbuat menurut paradigmanya sendiri.?3°
Konkretisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi
adalah dengan membuka saluran komunikasi antara penyusun
regulasi dan masyarakat. Perlu dibuat "kanal" yang dapat menjadi
sarana mengawal dan memberi masukan atas regulasi yang disusun.
Kanal tersebut haruslah mudah diakses dan melibatkan semakin
banyak pihak yang berkompeten dan berkepentingan agar semua
aspirasi dapat didengar, walau tidak semua dapat tertampung.
Namun partisipasi tersebut setidaknya dapat membuka komunikasi
yang lancar.?4°

Konkretisasi partisipasi Masyarakat dalam penyusunan
peraturan/kebijakan harus dilakukan dengan memperhatikan dan

memenuhi persyaratan sebagai berikut :24!

239 (Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jilid | dan Il. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia.1992:7)

240 Menurut Paulus Widiyantoro, S.E., M.M. yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023

241 Menurut Prof. Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. yang disampaikan pada Focus Group
Discussion “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 5 Desember 2023
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1. Masyarakat yang dimaksud disini adalah orang perseorangan
atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau
mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan
peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan partisipasi tidak hanya memenuhi prosedur
formalitas dan bersifat seremonial;

3. Harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan
seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada kelompok yang
rentan dirugikan dari suatu kebijakan;

4. Harus dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan
kelompok masyarakat yang harus dilibatkan dalam menjaring
aspirasi sehingga tidak terkesan elitis dan hanya menjangkau
lapisan di atas.

5. Pelaksanaan partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara
daring dan luring.

6. Pembentuk peraturan perundang-undangan dapst melakukan
kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar pendapat umum,
kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, atau konsultasi
publik lainnya.

7. Hasil dari kegiatan konsultasi publik tersebut harus sungguh-
sungguh menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan,
penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya  Konkritisasi  partisipasi masyarakat dalam
penyusunan kebijakan kepemiluan bisa disimak sebagai berikut.?4?

a. Dalam pendataan daftar masalah yang terkait dengan
mekanisme kepemiluan harus dimulai melalui forum diskusi
dengan warga. Artinya, masalah yang digali untuk dijadikan

dasar penyusunan regulasi berangkat dari masalah yang ingin

242 Menurut Dr Muhtar Haboddin , S.IP., MA.yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan
Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023
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dipecahkan. Bukan, daftar masalah dan keinginan dari elite yang
menjadi pertimbangan pembuatan regulasi;

b. Partisipasi masyarakat dalam memberikan saran perbaikan atas
penyusunan kebijakan kepemiluan. Pelibatan masyarakat ini
penting dalam memberikan warna dalam penyusunan kebijakan
kepemiluan. Pandangan warga negara harus diketahui oleh
pemerintah maupun legislatif?43;

c. Masyarakat aktif memberikan pandangan yang bisa
memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu, mendorong
pengetahuan pemilih, dan menciptakan kesadaran politik
kepada warga negara perihal pentingnya menghasilkan regulasi
pemilu;

d. Naskah akademik maupun rancangan regulasi perlu dibedah
atau uji publik sebelum menjadi undang-undang. Kegiatan ini
bertujuan untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran dalam
rangka mendemokratiskan muatan peraturan kepemiluan;

e. Manakala undang-undang tersebut dinyatakan mengebiri hak-
hak politik seseorang, maka warga negara bisa melakukan
evaluasi yang berujung pada mekanisme judicial review.

Konkretisasi Konsep partisipasi Masyarakat dalam penyusunan

peraturan/kebijakan dapat dilakukan dengan cara memberikan

jaminan akan kebebasan berpendapat, tanpa ada tekanan, dan
dilakukan secara terbuka. Hendaknya, tidak ada pengubahan
partisipasi menjadi mobilisasi. Di situlah, peran elit mesti
merakyat.?** Konkretisasi ini juga dapat dilakukan dengan: a) Selalu
mengutamakan bermusyawarah dalam menyelesaikan
permasalahan dan akan mengadakan perubahan; b) Perlu

meningkatkan peran serta pemuda dalam pelaksanaan demokrasi

243 Robert Dahl, 2001. Perihal., op.cit,. him. 52.
244 Menurut Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.H. yang disampaikan pada Depth Interview “Penguatan Sistem
Demokrasi Indonesia” Tanggal 29 November 2023
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yang berkualitas dan bermutu; c) Perlu adanya sekolah kader dalam
demokrasi; d) Kebebasan politik.24> Adapun pelaksanaan partisipasi
Masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pemilu dapat
dilakukan oleh perorangan dan kelompok, baik yang berbentuk
badan hukum dan maupun non badan hukum, meliputi organisasi
kemasyarakatan; organisasi Masyarakat sipil; organisasi
keagamaan; organisasi profesi; Masyarakat adat; lembaga
pendidikan; badan usaha milik swasta; dan media massa cetak dan
elektronik. Selanjutnya bentuk kegiatan partisipasi dan metode
sosialisasi yang dapat dioptimalisasikan dalam pelaksanaan oleh
KPU yaitu adanya sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih, survey
atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2022. Metode sosialisasi secara langsung dalam
kegiatan partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan pemilihan dapat
berupa: a) forum warga; b) diskusi; c) seminar; d) lokakarya
(workshop); e) pelatihan; f) ceramah; g) simulasi; h) gelar wicara
(talk show); i) pemanfaatan budaya lokal/tradisional dan/atau; j)
metode lain yang memudahkan Masyarakat untuk menyampaikan

informasi pemilu atau pemilihan dengan baik.

Memastikan bahwa regulasi/kebijakan kepemiluan mendasarkan
kepada nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan prinsip demokrasi.
Yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan di lapangan atas
berbagai regulasi dan kebijakan kepemiluan tersebut. Konsistensi
antara regulasi dan implementasi menjadi salah satu kunci untuk
memastikan agar pelaksanaan pemilu berdasar nilai Pancasila dan
demokrasi.Peraturan BPIP 4/2022 dapat digunakan sebagai

pedoman/referensi.?*6 Serta mengakomodir partisipasi dan peran

245 Menurut Dr. Drs. Hassan Suryono, S.H., M.Pd.,M.H. yang disampaikan pada Depth Interview
“Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 21 November 2023

246 Menurut Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D. yang disampaikan pada Depth Interview
“Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia” Tanggal 1 Desember 2023
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aktif masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila juga akan
menentukan keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam
peraturan perundang-undangan dengan baik. Dengan adanya
partisipasi masyarakat ini dapat diminimalkan terjadinya
ketidakselarasan substansi peraturan perundang-undangan
dengan nilai-nilai Pancasila.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan regulasi dan peraturan demokrasi mengenai pemilihan umum
di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu telah bersesuaian dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Falsafah Pancasila. Namun sebagaimana diketahui pelaksanaan
demokrasi masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik terlihat dengan
adanya problematika demokrasi pemilu yang terjadi dalam sejarah
kepemiluan.

2. Konsepsi penguatan sistem demokrasi dapat dilaksanakan dengan
memperkuat struktur dan kultur demokrasi, penguatan pendidikan
demokrasi, penguatan partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan
kepemiluan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan,
pembentukan buku panduan, serta pengaturan sanksi atau akibat hukum.
Hal inilah yang akan mendorong adanya pengoptimalan pelaksanaan
regulasi dan peraturan atas pemilihan umum di Indonesia serta
mengoptimalkan adanya perwujudan perlindungan hak asasi manusia dan

partisipasi Masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada simpulan di atas, maka dapat direkomendasikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Konkretisasi dan realisasi atas peraturan dan regulasi demokrasi pemilihan
umum harus bersesuaian dengan falsafah dan nilai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan semangat
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
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permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan keadilan sosial, baik dalam seluruh regulasi, kelembagaan, maupun
praktek kehidupan berbangsa dan bernegara

. Perlunya optimalisasi terhadap pelaksanaan peraturan dan regulasi
pelaksanaan pemilu melalui Upaya perkuatan struktur dan kultur
demokrasi, penguatan pendidikan demokrasi, penguatan partisipasi
Masyarakat dalam penyusunan peraturan kepemiluan melalui harmonisasi
peraturan perundang-undangan, pembentukan buku panduan, serta
pengaturan sanksi atau akibat hukum.
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KAJIAN AKADEMIK
PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Demokrasi sejatinya merupakan pemerintahan yang dilaksanakan dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi ini dilaksanakan
pula di Indonesia dengan nilai luhur dan dasar negara. Dinamika
penyelenggaraan kehidupan masyarakat serta kenegaraan tentu akan
sedikit banyak berpengaruh pada penerapan demokrasi di Indonesia. Hal
inilah yang harus dioptimalisasi dan dilaksanakan penguatan guna
menjamin pengimplementasian kehidupan demokrasi yang bersesuaian
dengan peraturan, regulasi, serta marwah kenegaraan. Lebih khusus
pengaruh pelaksanaan demokrasi yang akan dilaksanakan, diterima dan
diberikan kepada masyarakat atau warga negara guna menekan dan
mengurangi permasalahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
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